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Moch. Syarif Sofyan, Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis, Universitas Brawijaya, 2021.  Konsep Penyajian Arus Kas Syariah 
Pada Perusahan Perumahan Tanpa Bank Di Kota Batu.  Komisi Pembimbing: 
Ketua, Prof. Dr. Unti Ludigdo, SE., M.Si., Ak.  Anggota, Dr. Aji Dedi Mulawarman, 
SP. 
Penelitian ini bertujuan untuk menggali konsep penyajian arus kas yang 
sesuai dengan semangat syariah yang diusung oleh para praktisi industri 
perumahan tanpa bank.  Pendekatan fenomenologi Islam digunakan dalam 
penelitian ini karena dilakukan terhadap organisasi yang tengah berupaya 
menjalankan bisnisnya agar sesuai dengan beragam ketentuan-ketentuan 
syariah, dan tujuan penelitian yang ingin diperoleh.  Penelitian ini melibatkan 
pengusaha, manajer, dan pegawai yang berhadapan langsung dengan 
permasalahan pengelolaan kas dalam perusahaannya, serta informan 
ulama/ustadz untuk menjaga keakuratan dalam proses analisis yang 
membutuhkan beragam hukum fiqih Islam.  Proses analisa dalam penelitian ini 
dilakukan dengan tiga tahapan; (1) menemukan fakta kauniyah mengenai 
kesadaran para praktisi; (2) menggali fakta kauliyah melalui penelaahan 
terhadap Al-Qur’an dan Hadist, wawancara kepada ulama, dan kajian literatur 
mengenai ketentuan bisnis Islami; (3) melakukan sintesis fakta kauniyah dengan 
kauliyah.  Hasil sintesis fakta kauniyah dan kauliyah menunjukkan bahwa arus 
kas syariah merupakan: (1) arus kas yang dapat mengarahkan mereka dalam 
peran sebagai muslim untuk ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
secara umum.  (2) arus kas yang memperhatikan prioritas dalam pengelolaan 
kas.  (3) arus kas yang didasarkan pada konsep akad agar tercipta keadilan 
dalam transaksi yang dilakukan.  (4) arus kas yang memberikan ruang bagi 
mereka untuk terus menjalin komunikasi dengan para ulama rujukan dalam 
aktivitas bisnisnya.  Dengan demikian, penyajian arus kas syariah melaporkan 
peristiwa masuk dan keluarnya kas yang telah dilakukan dengan memperhatikan 
kehalalan kas masuk dan prioritas pengeluaran kas melalui penerapan ketentuan 
berbagai akad muamalah dalam syariah Islam. 











Moch. Syarif Sofyan, Master of Accounting Program, Faculty of Economics 
and Business, Brawijaya University, 2021.  The Concept of Sharia-Compliant 
Cash Flow Presentation in Non-Bank Housing Companies in Batu City.  
Advisory Commission: Chairman, Prof. Dr. Unti Ludigdo, SE., M.Si., Ak.  
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The purpose of this research is to explore the concept of cash flow 
presentation that is relevant with the spirit of sharia carried by non-bank housing 
industry practitioners.  Islamic phenomenology was used since this study was 
conducted on organizations that are struggling to comply their business with 
Islamic regulations in addition to that the approach suited the research objective.  
Here businesspeople, managers, and employees directly facing with cash 
management issues in their companies were involved, while Islamic scholars and 
teachers serve as informants who provide inputs to keep the analysis accurate as 
Islamic laws were used in the process.  the analysis was conducted in three 
stages; the firs is discovering kauniyah facts concerning the awareness of the 
practitioners, the second is exploring kauliyah facts through studies of Quran and 
hadith, interviews with the scholars, and studying literatures of Islamic business, 
and the third is synthesizing kauniyah and kauliyah facts.  The results of the 
synthesis indicate that sharia-compliant cash flow (1) can lead the practitioners to 
their roles as Muslims participating in improving the welfare of the public in 
general, (2) pays attention to priorities in cash management, (3) is based on the 
concept of contract to achieve justice in transactions, and (4) provides spaces for 
them to communicate with reference scholars for their business activities.  
Therefore, sharia-compliant cash flow presentation reports cash-in and cash-out 
events by considering the halal status of the cash-in and the priority for cash-out 
through the application of various muamalah or transaction contracts according to 
the sharia. 
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Adanya realitas perubahan masyarakat yang bergerak menuju pada 
kehidupan yang lebih sesuai dengan ketentuan Islam menjadi sesuatu yang 
menarik untuk diperhatikan.  Perubahan ini juga mengarah pada bentuk bisnis 
yang dilakukan di tengah-tengah mereka.  Salah satu yang terus mengalami 
perubahan adalah industri perumahan yang pada awalnya menggunakan jasa 
perbankan konvensional, kemudian menggunakan jasa perbankan syariah yang 
dilengkapi oleh beragam istilah yang khas ada pada khasanah fiqih Islam dalam 
fasilitas pembiayaan mereka.  Pada akhirnya muncul bisnis perumahan dengan 
skema yang tidak menggunakan jasa perbankan, baik perbankan konvensional 
maupun perbankan syariah.  Mereka menggunakan skema yang baru 
dikarenakan keberadaan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh perbankan 
syariah dianggap masih memiliki kekurangan dalam beberapa hal, terutama yang 
berkaitan dengan ketentuan hukum Islam.   
Menarik untuk meneliti bagaimana akuntansi dapat menunjang jenis industri 
yang tergolong baru tersebut sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka 
dalam menyajikan arus kas masuk dan keluar yang mengikuti aktivitas 
pengelolaan kas yang mereka lakukan, sebagai bentuk pertanggungjawaban 
atas perolehan dan penggunaan kas yang mereka lakukan.  Cash flow 
accounting (CFA) pada umumnya hanya dipahami sebagai aktivitas masuk dan 





Sehingga penyajian arus kas yang ada saat ini terbatas pada aktivitas yang 
memotret peristiwa bisnis dengan hanya mempertimbangkan nilai materi saja.  
Jika melihat proses kelahirannya, CFA muncul untuk mengatasi ketidakpuasan 
investor dalam menilai kinerja perusahaan terkait dengan income.  Menjadi 
pertanyaan bagaimana konsep penyajian arus kas yang sesuai dengan 
semangat syariah yang diusung oleh para praktisi industri perumahan tanpa 
bank? 
 
1.2. Latar belakang 
1.2.1. Arah Perubahan Masyarakat 
Semakin meningkatnya kesadaran umat islam di Indonesia melakukan 
aktivitas jual-beli sesuai dengan ketentuan ajaran Islam baik produk maupun 
transaksinya menjadi peluang tersendiri bagi produsen.  Peningkatan kesadaran 
tersebut tidak dapat dipisahkan dari adanya pergeseran perilaku konsumen yang 
menjadikan spiritual value sebagai prioritas dalam pengambilan keputusan 
(Yuswohady, 2018).  Para pelaku industri juga berupaya untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut dengan menawarkan produk halal bagi konsumen.  
Pergeseran perilaku masyarakat yang menuntut aspek kehalalan semakin dalam 
dengan ditandai oleh semakin banyaknya komunitas muslim yang 
mengampanyekan gerakan anti riba dan ketaatan syariah lainnya dalam 
bertransaksi bisnis. 
Ash-Shidqi (2018) mengingatkan agar perusahaan tidak hanya Islami dari 
sekedar namanya saja, tetapi juga dari sisi praktiknya.  Dia menyatakan: 
Jangan sampai bisnis syariah ini hanya label nya syariah, tapi 
prosesnya yang tidak syariah atau justru merugikan.  Konsep bisnis 
syariah justru sebagai stabilitas dan pendorong kemandirian dalam 
ekonomi...  Ini karena adanya kepercayaan dari masyarakat pada bisnis 
syariah.  Karena di dalamnya diatur dari proses, produk, transaksi, 
sampai dengan purnajual atau perlindungan pada konsumen.  Di situ 




Upaya untuk terus berada dalam jalur yang sesuai dengan aturan Islam tidak 
hanya dilakukan oleh konsumen, namun juga telah dilakukan oleh para praktisi.  
Mereka menuturkan bahwa bisnis tidak hanya tentang keuntungan semata, 
namun juga tentang halal-haram aktivitas bisnis yang akan memiliki konsekuensi 
pada hari akhir, yaitu surga dan neraka.  Wawancara pendahuluan yang 
dilakukan kepada Dr.  Triyanto Saudin, pemilik rumah sakit Punten Batu, 
mengungkapkan hal tersebut.  Motivasinya melakukan perubahan praktik bisnis 
adalah untuk menghindari balasan dari Allah yang berupa neraka selain agar 
memperoleh ketenangan dalam menjalani hidup.  Wawancara ini dilakukan untuk 
mengetahui motivasinya mengubah praktik bisnis dari yang semula 
menggunakan jasa pembiayaan, termasuk dari perbankan, kemudian berupaya 
tidak menggunakannya lagi.  Hal ini digunakan oleh peneliti sebagai informasi 
awal ketika melakukan penelitian terhadap industri perumahan tanpa bank. 
Wawancara awal juga dilakukan kepada Ardiannur, pemilik Oemar Property, 
sebuah agen penjualan perumahan di Kota Malang.  Ardiannur menyatakan 
bahwa jika menginginkan bisnis yang sesuai syariat Islam, aspek yang 
diperhatikan sangat banyak.  Ketika disinggung masalah pembiayaan, dia 
menyadari bahwa agar bisnis memiliki keberkahan tidak bisa dijalankan tanpa 
terikat dengan aturan Islam, dan sejak awal dia tidak berniat menggunakan jasa 
dari perbankan dikarenakan masalah riba yang menurutnya masih ada. 
Keharusan berbagai bisnis menyesuaikan setiap aktivitasnya dengan Islam 
bukanlah sesuatu yang mengherankan karena Islam memiliki sistem ekonomi 
dan bisnis yang khas.  Alimuddin (2016, p.  86) menyatakan bahwa untuk 
mengembangkan ekonomi dan bisnis Islam dapat dilakukan dengan berbagai 
cara, salah satunya adalah dengan menggali sumber ilmu pengetahuan dari 




1.2.2. Industri Perumahan dan Perbankan 
Kesadaran keislaman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia 
terjadi dalam berbagai aspek, seperti dalam konsumsi produk, praktik ekonomi, 
budaya, politik maupun spiritual (Sutopo, 2010).  Salah satu industri yang 
mendapatkan perhatian dalam hal kesesuaian nya dengan ketentuan syariah 
adalah industri perumahan.  Menurut UU No.  1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman, memiliki rumah merupakan salah satu kebutuhan 
dasar masyarakat Indonesia sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana 
pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset 
bagi pemiliknya. 
Masyarakat harus mengeluarkan berbagai pengorbanan untuk memiliki 
sebuah rumah terutama berkaitan dengan pendanaan, terlebih bagi masyarakat 
perkotaan yang mengalami tantangan mengenai harga tanah yang mahal 
(Firmansyah, 2017).  Oleh karena itu, Kredit Pemilikan Rumah dapat berperan 
sebagai solusi yang ditawarkan bank kepada nasabah untuk memenuhi 
kebutuhan pembangunan rumah atau renovasi rumah (Fauziyah & Zaky, 2016). 
KPR yang ditawarkan bank umum ternyata masih menyisakan masalah 
dengan adanya riba berupa bunga dalam angsuran yang menjadi kewajiban 
pembeli.  Hidayat (2017) Menyatakan bahwa salah satu faktor yang 
menyebabkan seseorang beralih dari KPR yang diberikan oleh bank umum 
kepada KPR yang diberikan bank syariah adalah haramnya bunga yang menjadi 
kewajiban konsumen. 
Sebagai upaya untuk mengatasi masalah tidak sesuai nya praktik KPR yang 
dilakukan oleh bank konvensional dengan ketentuan syariah, bank syariah hadir 
memberikan produk yang pada umumnya dikenal dengan istilah KPR Syariah.  
KPR Syariah memiliki beberapa perbedaan dengan KPR Konvensional.  Salah 




konvensional mentransaksikan uang, sementara dalam KPR syariah yang 
ditransaksikan berupa barang (Fauziyah & Zaky, 2016).  Keberadaan KPR 
syariah juga masih diragukan oleh sebagian kalangan umat Islam.  Keraguan 
yang muncul pada sebagian umat muslim untuk bertransaksi dengan bank 
syariah dalam memperoleh kepemilikan rumah dikarenakan adanya peraturan 
dari Bank Indonesia yang menyatakan bahwa bank tidak dapat bertindak sebagai 
penjual produk apapun, sehingga kontrak kepemilikan rumah yang melibatkan 
bank syariah dianggap kontrak yang tidak sesuai hukum syariah (Firmansyah & 
Gunardi, 2018).  Meskipun pada praktik perbankan syariah menggunakan istilah 
murabahah yang menjadi salah satu produk dalam menyediakan pendaan KPR 
syariah, praktik murabahah yang ada di perbankan tidak dapat dikatakan telah 
memenuhi ketentuan murabahah yang sempurna dalam hukum Islam 
(Suprihatin, 2015). 
Upaya lainnya dalam memberikan solusi kepemilikan rumah agar berada 
dalam jalur syariah yang saat ini sedang berkembang berupa kepemilikan rumah 
tanpa melibatkan pihak perbankan (Firmansyah & Indika, 2017; Hidayah et al., 
2018; Putri & Hasan, 2017).  Skema baru tersebut dianggap lebih sesuai dengan 
syariah (Firmansyah & Gunardi, 2018) karena pengembang perumahan tidak 
melibatkan pihak ketiga (bank).  Dengan ketiadaan pihak ketiga, diyakini akan 
menghindarkan mereka dari unsur bunga pada bank konvensional yang 
dikatakan termasuk riba, dan juga unsur margin pada bank syariah yang memiliki 
kesamaan dengan bunga (Irma et al., 2016).  Selain tanpa unsur bunga ataupun 
margin, pengembang dengan skema tanpa bank juga menyatakan bahwa 
mereka bertransaksi tanpa adanya denda dan juga tanpa sita jika terjadi kendala 
bagi konsumen dalam memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya 
(Firmansyah & Indika, 2017).  Solusi bagi konsumen yang mengalami kesulitan 




pembayaran angsuran dengan pendekatan kekeluargaan dianggap lebih sesuai 
dengan ketentuan Islam (Irma et al., 2016) dan lebih memperkuat tagline tanpa 
riba. 
Skema kepemilikan rumah tanpa bank dapat dikatakan sesuatu yang tidak 
biasa dilakukan dalam bisnis properti karena biasanya proses kepemilikan rumah 
selalu melibatkan tiga pihak yaitu developer, bank (syariah ataupun 
konvensional), dan pembeli (Hidayah et al., 2018).  Keterlibatan pihak perbankan 
dalam industri perumahan pada umumnya sudah menjadi suatu yang tidak 
terhindarkan karena industri ini memerlukan modal yang tidak sedikit (Irma et al., 
2016), baik dalam hal pengadaan lahan dan pembangunan rumah maupun 
dalam proses penjualannya.  Jika ada konsumen yang mengalami kendala 
keuangan, akan berakibat pada terhambat nya pembayaran kepada pihak 
pengembang, dan kemudian juga akan berpengaruh kepada ketersediaan dana 
bagi pengembang.  Oleh karena itu, pengembang perumahan tanpa bank harus 
sangat memperhatikan pengelolaan arus kas karena mereka tidak menggunakan 
pihak ketiga untuk mengurangi risiko yang bisa saja terjadi jika pembeli/nasabah 
mengalami kendala dalam pelunasan nya (Putri & Hasan, 2017).  Firmansyah & 
Gunardi (Firmansyah & Gunardi, 2018) juga memberikan saran serupa, bahwa 
pengembang harus memastikan piutang dapat dikumpulkan sesegera mungkin, 
terkait likuiditas keuangan pengembang yang terbatas. 
 
1.2.3. Arus Kas Syariah 
Arus kas bagi para praktisi perumahan yang tidak menggunakan 
pembiayaan dari bank merupakan sesuatu yang sangat penting untuk 
keberlangsungan usaha mereka dan beragam tujuan lainnya yang telah mereka 
tetapkan, terutama dalam hal penyediaan modal kerja (Irma et al., 2016).  




perusahaannya (Firmansyah & Gunardi, 2018; Putri & Hasan, 2017), namun 
sayangnya penelitian tentang pengelolaan dan penyajian arus kas yang dapat 
memenuhi kebutuhan mereka cukup langka, sehingga dibutuhkan penelitian 
yang secara khusus mengenai arus kas yang digali dari karakter pengusaha 
properti muslim itu sendiri, dan juga yang paling penting adalah sesuai dengan 
ketentuan Islam yang melingkupi beragam aktivitas bisnis mereka. 
Mulawarman (2007, 2011, p.  14) memberikan kritik atas konsep Cash Flow 
Accounting (CFA) yang selama ini banyak digunakan dengan mengungkapkan 
bahwa konsep CFA berkembang karena adanya ketidakpuasan terutama terkait 
dengan masalah aset dan pengukuran income yang sangat menyulitkan, dan 
didasarkan pada time value of money terkait uncertainty condition yang 
melingkupinya.  Arus kas syariah seharusnya tidak hanya mengakomodasi 
informasi dan pencatatan transaksi yang hanya bersifat materi saja.  Kritikan 
tersebut didasari pemikiran bahwa kekayaan (maal) pada dasarnya merupakan 
milik Allah.  Ketika manusia memperoleh sebagian dari harta milik Allah tersebut, 
hal itu justru merupakan kondisi yang menuntut adanya pertanggungjawaban 
dari manusia agar mengelola hartanya sesuai ketentuan dari Allah.  Tuntutan 
atas pertanggungjawaban kekayaan tersebut mengharuskan adanya 
keseimbangan antara dimensi material-batin-spritual yang diwujudkan dalam 
kesatuan yang tidak terpisahkan antara ketundukan manusia sebagai ‘abd Allah 
dan juga kreativitas mereka sebagai khalifatullah fil ardh dalam pengelolaan 
kekayaan dalam beraktivitas di dunia (Mulawarman, 2011, p.  14). 
CFA yang didasari oleh entity concept hanya berhenti untuk kepentingan 
pihak-pihak tertentu tanpa nilai spiritualitas, terutama dalam aspek halal-haram, 
baik-buruk, benar-salah, dan lainnya (Mulawarman, 2011, p.  203).  Fisher 
secara jelas yang mengakui bahwa entitas perusahaan hanya dipandang 




bagikan kepada para individu di sekitar perusahaan tersebut (pemegang saham, 
kreditur, pemasok, dan pegawai) (Lee, 1979; Mulawarman, 2011, p.  203).  
Kehadiran wadah sebagai sosok baru (sosok fiktif) tersebut bertugas 
menghasilkan income kepada sosok nyata (manusia).  Organisasi bisnis yang 
dipandang dengan cara tersebut kemudian melahirkan konsep CFA yang bersifat 
egoistik yang tidak memiliki nilai keikhlasan (makna batin) bagi pelakunya atas 
apapun hasil (materi) yang diterima (Mulawarman, 2011, p.  214), selain tidak 
memiliki aspek barakah yang merupakan titik temu antara nilai materi dan 
spiritual (Mulawarman, 2011, p.  216).  Organisasi dalam pandangan Fisher 
memiliki fungsi sebagai individu fiktif yang memiliki aset, namun kemudian di saat 
yang sama memiliki kewajiban kepada manusia sesungguhnya, terutama 
stockholders.  Berikut pernyataan Fisher seperti yang dikutip di dalam Lee 
(1979): 
It is interesting to observe that a corporation as such can have no net 
income.  Since a corporation is a fictitious, not a real, person...  Its 
stockholders may get income from it, but the corporation itself, 
considered as a separate person apart from these stockholders, 
receives none. 
 
Permasalahan lainnya yang melekat pada CFA yaitu tentang keterkaitan nya 
dengan konsep time value of money (TVoM).  Hal ini berhubungan dengan 
adanya kepentingan investor maupun calon investor dalam konteks pengambilan 
keputusan investasi.  Pentingnya TVoM dikemukakan secara jelas dalam 
objective function pada model prediksi arus kas yang dibuat oleh Lawson dalam 
memperkirakan potensi dividen pada masa yang akan datang (Ashton, 1976).  
Kehadiran TVoM dalam CFA terkait dengan adanya uncertainty condition (Lee, 
1982; Rutherford, 1982) telah ditolak oleh para ilmuwan Islam karena adanya 
aspek riba di dalamnya (Baydoun & Willett, 2000; Mulawarman, 2011, p.  16).  
Untuk mengatasi keberadaan aspek riba tersebut, Mulawarman (2011, p.  232) 




melibatkan aspek ketundukan dan kreativitas sebagai upaya untuk melepaskan 
laporan arus kas dari berbagai kepentingan menuju laporan arus kas yang murni 
didasarkan aktivitas sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan syariah. 
Pengelolaan dan juga pengembangan arus kas dapat dibangun melalui 
penerapan intuisi spiritual dengan menggunakan nilai dan tujuan syariah.  
Melalui nilai dan tujuan syariah, kemudian berlanjut dengan penetapan visi-misi, 
tujuan, dan kebijakan perusahaan termasuk di dalamnya kebijakan akuntansi 
(definisi, pengukuran, pengakuan, dan penyajian) sebagaimana tahapan yang 











Gambar 1.  Penerapan intuisi spiritual  
Sumber: Mulawarman, 2011 
Konsep ma’isyah dijadikan acuan dalam melihat aktivitas yang dilakukan 
para pengembang properti tanpa bank dalam mengatur arus kas mereka.  Acuan 
yang dimaksud bukan sebagai standar, namun sebagai informasi awal bagi 
peneliti mengenai apa yang mungkin ada di dalam pemahaman para 
pengembang tersebut, dan juga beragam upaya serta hal-hal yang 
melatarbelakangi pilihan pengaturan arus kas. 
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1.2.4. Penyajian Arus Kas 
Penyajian arus kas merupakan aktivitas melaporkan pengelolaan arus kas 
dan berhubungan dengan transaksi yang dilaporkan oleh suatu entitas (Pratiwi et 
al., 2018).  Beragam transaksi yang disajikan dapat digunakan untuk 
kepentingan berbagai pihak, terutama bagi investor terkait dengan dividen 
(Abdullah, 2002; Govinda Tedja Bhuana & Suaryana, 2018; Kousenidis, 2006; 
Reza et al., 2017; Rizal, 2014) dan kreditor terkait dengan pengembalian 
pinjaman (Kousenidis, 2006; Nguyen, 2020; Reza et al., 2017).  Pada umumnya 
arus kas disajikan dengan mengklasifikasikan transaksi ke dalam aktivitas 
operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. 
Mulawarman (2011, p.  225) menyarankan untuk memperluas penyajian 
laporan arus kas tidak hanya dengan membagi transaksi berdasarkan aktivitas 
operasional, investasi, dan pendanaan yang bersifat kuantitatif-finansial saja, 
namun juga menyajikan aktivitas-aktivitas tersebut dengan sifat sosial dan 
lingkungannya.  Masing-masing aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan lebih 
lanjut dibagi ke dalam aktivitas yang bernilai ketundukan dan kreativitas 
(Mulawarman (2011, p.  232). 
 Mulawarman (2011, p.  226) menambahkan satu aktivitas lain yang menjadi 
ciri khas laporan arus kas syariah, yaitu transaksi barakah yang merupakan sifat 
kualitatif dan bentuk ibadah atau ketundukan dari laporan arus kas.  Dengan 
demikian, laporan arus kas syariah menyajikan informasi mengenai masuk dan 
keluarnya kas dalam empat aktivitas utama, yaitu aktivitas operasi, investasi, 
pendanaan, dan barakah. 
 
1.3. Motivasi Penelitian 
Aktivitas bisnis yang disertai dengan kebiasaan berhutang baik yang 




Sehingga peranan perbankan sebagai lembaga pemberi pinjaman dalam bentuk 
pembiayaan seperti tidak dapat dipisahkan dengan beragam aktivitas bisnis, 
terutama bagi industri yang memerlukan pendanaan yang besar seperti 
perumahan.  Kehadiran skema perumahan yang tidak menggunakan jasa 
perbankan menjadi sesuatu yang “unik” di tengah masif nya pemahaman bahwa 
bisnis tidak bisa lepas dari perbankan sebagai satu-satunya solusi dalam 
memenuhi kebutuhan perusahaan terhadap ketersediaan kas.  Pemahaman 
yang muncul diantara para pengusaha muslim di industri perumahan tanpa bank 
menjadi unik jika dilihat dari sisi kemampuan mereka mengendalikan arus kas di 
dalam perusahaan walaupun tanpa mengandalkan dunia perbankan.   
Jika industri yang sangat memerlukan ketersediaan kas besar saja dapat 
melepaskan diri dari ketergantungan terhadap perbankan dengan menggunakan 
beragam ketentuan yang telah disediakan oleh syariah Islam, maka industri 
lainnya yang juga memerlukan pendanaan kas besar ataupun lebih kecil dari 
industri perumahan seharusnya mampu menciptakan kemandirian nya dalam hal 
pemenuhan kebutuhan kas.  Realita fenomena bisnis perumahan yang tidak 
menggunakan pembiayaan dari bank dengan didasarkan atas keinginan untuk 
menyesuaikan dengan ketentuan Islam memunculkan ketertarikan bagi peneliti 
untuk menggali konsep penyajian laporan arus kas Islami yang dapat digunakan 
oleh praktisi perumahan yang tidak menggunakan bank agar dapat memenuhi 
kebutuhan terutama dalam mengevaluasi aktivitas yang telah mereka lakukan 
dalam perolehan dan penggunaan kas yang didasarkan pada ketentuan Islam. 
 
1.4. Pertanyaan Penelitian 
Memperhatikan latar belakang dan motivasi penelitian, peneliti berupaya 
untuk memahami pola penyajian arus kas yang dilakukan oleh para praktisi 




solusi tersendiri dalam memenuhi kebutuhannya terhadap kas, terlebih lagi 
sebagaimana yang telah diketahui secara luas bahwa industri perumahan sangat 
membutuhkan dukungan dana yang besar dalam aktivitasnya.  Pertanyaan yang 
ingin dijawab dalam penelitian ini adalah “Bagaimana konsep penyajian arus kas 
yang sesuai dengan semangat syariah yang diusung oleh para praktisi 
perumahan tanpa bank?” 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan motivasi dan pertanyaan penelitian yang telah disampaikan 
sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan untuk menggali konsep penyajian arus 
kas Islami yang dapat digunakan oleh praktisi perumahan tanpa bank.  Langkah 
yang diambil dalam penelitian ini secara umum adalah dengan menggali 
pemahaman syariah yang ada di dalam perusahaan perumahan yang 
menggunakan skema tanpa bank, terutama dalam hal pengelolaan kas. 
 
1.6. Kontribusi Penelitian 
1.6.1. Kontribusi Teori 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian mengenai 
arus kas syariah masih cukup langka dilakukan.  Penelitian ini 
memberikan gambaran konsep penyajian arus kas yang sesuai 
dengan karakter pengusaha muslim dan beragam ketentuan yang 
Islami dalam dunia bisnis. 
1.6.2. Kontribusi Praktis 
Penelitian ini memberikan masukan mengenai konsep penyajian 
arus kas bagi para praktisi perumahan yang menginginkan sebuah 
bentuk laporan perolehan kas dan penggunaannya yang sesuai 









Akuntansi tidak bebas nilai (Triyuwono, 2006).  Akuntansi diciptakan dengan 
melibatkan manusia yang penuh dengan kepentingan.  Selama manusia masih 
terlibat dalam akuntansi, sepanjang itu pula akuntansi penuh dengan nilai.  Jika 
manusia dipenuhi oleh nilai-nilai egoistik dan materialistik, maka nilai tersebut 
secara otomatis akan masuk ke dalam akuntansi yang dihasilkannya.  Dengan 
kata lain akuntansi akan tergantung pada sifat manusia yang menciptakannya.  
Mulawarman (2010) menyatakan bahwa akuntansi dipengaruhi nilai-nilai yang 
sangat akut.  Sebagai contoh, dia mengungkapkan bahwa hubungan agensi 
yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan sangat dipengaruhi oleh 
kepentingan pasar dan politik. 
Peneliti harus mampu memposisikan diri dalam paradigma tertentu dalam 
penelitian ini, terutama dalam menjawab pertanyaan “apa yang saya anggap 
sebagai kebenaran?”.  Sederhananya, paradigma adalah iman/ keyakinan 
(Kamayanti, 2016, p.  12).  Keyakinan tersebut memberikan jawaban bagaimana 
peneliti melihat dunia, dan bagaimana bertindak (Kivunja & Kuyini, 2017).  
Pendapat senada juga dikeluarkan oleh Djamhuri (2011) yang menyatakan 





tergantung pada sudut pandang/paradigma yang digunakan.  Bab ini akan 
membahas paradigma yang digunakan oleh peneliti dan metode penelitian yang 
sesuai dengan paradigma tersebut. 
 
2.2. Penggalian Asumsi Tentang Kebenaran 
Munculnya fenomena bisnis yang berusaha mandiri dengan tidak lagi 
menggunakan pendanaan dari perbankan bukan dikarenakan mereka tidak suka 
dengan bank tersebut, namun dikarenakan dalam praktiknya pendanaan dari 
perbankan dianggap masih tidak sesuai dengan keyakinan mereka mengenai 
aktivitas yang diridhoi oleh Allah SWT.  Hal tersebut nampak dari jawaban          
Dr.  Triyanto yang dengan tegas menyatakan bahwa alasan untuk tidak 
menggunakan pembiayaan dari perbankan adalah “neraka mas balasannya”.  
Bahkan dalam salah satu kegiatan kuliah fiqih muamalah Dr.  Triyanto 
menunjukkan kepada peneliti percakapan via sosial media dengan salah satu 
debt collector (DC) yang berisi insyaf-nya DC tersebut setelah beberapa kali 
melakukan perbincangan dengannya, dengan diiringi rasa syukur dan ekspresi 
bahagia di wajah Dr.  Triyanto. 
Penelitian awal juga dilakukan kepada Ardiannur yang sejak awal memang 
tidak pernah menggunakan pembiayaan dari perbankan dalam aktivitas 
bisnisnya, terutama karena masalah riba.  Ardiannur tidak hanya memperhatikan 
permasalahan riba, namun juga sangat memperhatikan aspek lainnya dalam 
aktivitas bisnis agar berjalan sesuai dengan Islam, salah satunya mengenai 
redaksi perjanjian yang digunakan.  Ardiannur berpendapat bisnis yang sesuai 
dengan ketentuan Islam tidak hanya tentang riba, namun juga tentang sah atau 
tidaknya suatu akad dalam aktivitas muamalah, yang pada akhirnya akan 
memiliki implikasi pada kehalalan aktivitas yang dilakukan.  Dengan 




menyatakan “kami tanya ke ustadz”, ketika ditanyakan mengenai upayanya agar 
aktivitas bisnis yang dijalani tersebut tetap sesuai dengan aturan Islam.  Dari hal 
tersebut dapat dilihat bahwa mereka menempatkan kebenaran hanyalah ketika 
sesuai dengan aturan agama yang mereka (para pengusaha) yakini. 
Kemunculan pandangan sebagaimana yang telah dijelaskan pada paragraf 
sebelumnya menunjukkan realitas khas yang ada pada para pengusaha muslim, 
yang terasa berbeda dengan dunia ilmu pengetahuan modern yang selama ini 
mengesampingkan peran agama dalam proses pengambilan keputusan, 
termasuk dibidang ekonomi dan akuntansi (Niswatin et al., 2015).  Oleh 
karenanya, Islam sebagai paradigma dapat digunakan dalam pengembangan 
akuntansi syariah, tergantung pada tujuan penelitian (Triyuwono, 2015, p.  246). 
Paradigma Islam meyakini bahwa Tuhan merupakan pencipta dunia dan 
isinya dengan Al Qur’an dan hadis sebagai sumber kebenaran (Niswatin et al., 
2014, 2015).  Manusia bertugas sebagai khalifah untuk menjalankan amanah 
dari Tuhan untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh alam sebagai 
bentuk kesadaran orang-orang yang tunduk kepada Allah dan selalu mengikuti 
bimbingan-Nya.  Pandangan serupa juga disampaikan oleh Mulawarman (2011, 
p.  30; 2007) yang menyatakan bahwa kebenaran dalam pandangan Islam pada 
akhirnya selalu bermuara pada Kebenaran Mutlak (Al Haqq) yaitu Allah SWT.  
Fenomena yang terjadi sebagai fakta dalam dunia fisik harus pula terhubung 
dengan pandangan mengenai akhirat, dan tidak terbatas pada pandangan akal 
manusia tentang dunia fisik maupun keterlibatan manusia dari segi historis, 
sosial politik, dan kultural semata, namun juga mencakup aspek dunia dan hari 
akhir dengan aturan main bahwa aspek dunia harus terikat dan mendalam 
dengan aspek akhirat sebagai aspek final (Tawhid) (Mulawarman, 2010). 
Sudah menjadi keharusan untuk hanya menggali ilmu pengetahuan dari sisi 




Allah SWT telah menginformasikan bahwa segala Ilmu pengetahuan bersumber 
dari-Nya.  Allah mengajarkan kepada manusia tentang beragam hal yang selama 
ini tidak diketahui oleh mereka.  Setiap yang berasal dari Allah SWT adalah ilmu 
yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. 
Kesatuan ilmu pengetahuan dengan wahyu dalam pandangan Islam telah 
terjadi sejak hadirnya Islam di tengah-tengah manusia yang mengalami 
kemerosotan moral akibat budaya jahiliah.  Pada saat Nabi Muhammad saw 
masih hidup, ketika umat Islam menghadapi beragam permasalahan, mereka 
selalu menemui Beliau Saw. untuk mendapatkan penjelasan dan bimbingan yang 
berasal dari wahyu.  Kebiasaan tersebut menunjukkan bahwa tradisi keilmuan 
dalam Islam tidak memungkinkan adanya pemisahan beragam hal yang terjadi di 
tengah masyarakat dari bimbingan wahyu (Arif & Kania, 2017, p.  19). 
Islam sebagai pandangan mendasar dalam penelitian ini tidak hanya 
dikarenakan realitas masyarakat secara umum dan juga keyakinan keislaman 
yang telah ada, namun juga dikarenakan sejarah masa lampau.  Sebagai sumber 
ilmu dalam Islam, Al Qur’an dan Hadits mampu memberikan wawasan dan 
pemikiran yang luas, yang juga telah dijadikan dasar dalam mengembangkan 
berbagai disiplin ilmu oleh generasi pertama Islam sehingga mampu melahirkan 
peradaban Islam yang sangat tinggi (Kania, 2017, p.  99).  Ketinggian keilmuan 
Islam yang berbasis pada konsep tauhid bahkan telah diakui oleh Tim Wallace-
Murphy, sejarawan dari Irlandia, yang memberikan penjelasan bahwa keilmuan 
Islam pada saat itu telah memberikan jasa yang besar terhadap perubahan dan 
perkembangan ilmu pengetahuan di Barat dengan mengatakan bahwa barat 
berhutang sangat besar dan tak ternilai terhadap kaum muslim, dan utang itu 
tidak akan pernah bisa dibayar sepenuhnya (A Husaini, 2017, p.  35).  
Berdasarkan pertimbangan pemahaman Islami, realitas kontemporer, dan 




adalah sesuatu yang benar menurut ketentuan Islam.  Setelah menentukan Islam 
sebagai sudut pandang/ paradigma, proses berikutnya adalah menentukan 
metode penelitian yang digunakan.  Metode penelitian yang dipilih harus sesuai 
dengan prinsip metodologi Islamisasi ilmu pengetahuan yang paling mendasar, 
yaitu ke-Esaan Tuhan (Triyuwono, 2015, p.  267), yaitu bahwa ilmu pengetahuan 
tidak memahami realitas sebagai sesuatu yang terpisah dari Allah SWT.  Oleh 
karena itu, ilmu pengetahuan harus diarahkan pada suatu kondisi analisis 
tentang hubungan realitas yang sedang diteliti dengan hukum Tuhan. 
 
2.3. Memahami Aktivitas Bisnis 
Menjadikan Islam sebagai sumber dalam pengembangan ilmu tidak berarti 
menegasikan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.  Islam 
mewajibkan seorang manusia turut serta dalam beragam aktivitas di dunia 
sebagai Khalifatullah fil ardh (Mulawarman, 2010).  Beragam aktivitas yang 
melingkupi aktivitas pengembang perumahan tanpa bank mengharuskan peneliti 
untuk memahami aktivitas bisnis yang mereka jalankan. 
Pentingnya memahami aktivitas bisnis dalam paradigma Islam terkait 
dengan perintah Allah SWT di dalam Al Qur’an yang mengajak manusia mencari 
ilmu melalui proses berfikir dan merenungi beragam fenomena yang terjadi di 
tengah-tengah manusia.  Dengan demikian, proses pengkajian keilmuan oleh 
umat Islam dapat mencakup beragam permasalahan yang tengah mereka 
hadapi dengan tetap memperhatikan fenomena yang tengah terjadi (Syarif, 2017, 
p.  56). 
Akuntansi tidak hanya dibentuk oleh lingkungannya, namun juga secara aktif 
menebarkan pengaruhnya untuk memengaruhi dan membentuk lingkungan serta 




berubah sesuai dengan arah dan pengaruh lingkungan organisasi, seta 
bergantung pada ideologi dan moral masyarakat (Triyuwono, 2015, p.  199). 
Selain nilai-nilai Islami yang melingkupi aktivitas bisnis perumahan tanpa 
bank, peneliti juga harus memahami beragam kebijakan yang dilakukan oleh 
para praktisinya.  Beragam kebijakan yang kemudian diwujudkan dalam aktivitas 
bisnis tentunya tidak muncul tiba-tiba, namun muncul dari pemahaman Islami 
yang lebih spesifik.  Maka kemudian yang perlu digali adalah pemahaman islami 
seperti apa yang mendasari mereka dalam melaksanakan aktivitas bisnis untuk 
mencapai tujuan yang mereka inginkan, terutama dalam mengelola arus kas.   
Untuk mengetahui beragam hal diatas yang merupakan sesuatu yang khas 
dari seorang pebisnis, maka jalan yang harus dilakukan adalah mengetahui 
secara mendalam tentang kesadaran yang ada pada mereka.  Kesadaran yang 
dimaksud merupakan kesadaran Islami dalam menjalankan aktivitas bisnis untuk 
melihat implementasi keislaman dalam menjalankan aktivitas akuntansi sebagai 
bentuk kesadaran Ilahiah (Mulawarman, 2007, 2009, 2011, p.  59). 
 
2.4. Fenomenologi sebagai cara memahami aktivitas bisnis 
Fenomenologi dapat diartikan sebagai suatu studi tentang kesadaran dari 
perspektif seseorang.  Dalam arti yang lebih khusus, fenomenologi mengacu 
pada penelitian tentang kesadaran seseorang, dan diasumsikan bahwa 
kesadaran akan menciptakan “dunia” pengelolaan arus kas oleh para praktisi 
(Moleong, 2016, p.  16).  Pendekatan fenomenologis dapat digunakan untuk  
memahami makna pengelolaan arus kas pada orang yang berada dalam situasi-
situasi tersebut.  Fenomenologi menekankan aspek subyektif dari perilaku 
pengelolaan arus kas, dan peneliti berusaha untuk masuk ke dalam dunia 
tersebut agar dapat mengerti apa dan bagaimana informan menjalaninya 




berusaha melihat dari sudut pandang informan agar peneliti tidak membuat 
tafsiran sendiri melalui pengalaman sendiri, namun dengan berusaha 
membentuk abstraksi dengan jalan menafsirkan data berdasarkan sudut 
pandang informan yang diteliti (Moleong, 2016, p.  18). 
Fenomenologi menggambarkan intisari pengalaman hidup mengenai sebuah 
konsep dengan melakukan eksplorasi terhadap kesadaran.  Moustakas (1994) 
menjelaskan bahwa melalui pendekatan ini peneliti mengumpulkan data dan 
mengembangkan deskripsi tentang esensi pengalaman tersebut mengenai “apa” 
yang mereka alami dan “bagaimana” mereka mengalaminya (Creswell, 2015, p.  
105). 
Penelitian fenomenologi dapat dilakukan melalui pendekatan fenomenologi 
transendental (Creswell, 2015, p.  109).  Fenomenologi transendental berfokus 
pada deskripsi mengenai pengalaman yang dialami oleh para informan, yang 
mengacu pada konsep Husserl, yaitu epoche (pengurungan) untuk memperoleh 
perspektif yang baru atas fenomena pengelolaan arus kas.  Pengalaman yang 
diteliti dalam studi fenomenologi merupakan pengalaman kesadaran yang 
dibentuk bukan karena suatu kebetulan.  Analisis fenomenologis berusaha untuk 
menguraikan ciri-ciri “dunia” dari kesadaran tersebut Kondisi tersebut dibentuk 
oleh makna dan nilai-nilai dalam kesadaran yang dialami informan (Moleong, 
2016, p.  16). 
Kata kunci dalam pendekatan fenomenologi adalah kesadaran mendasar 
yang ada pada individu, dan dalam penelitian ini adalah kesadaran individu 
praktisi.  Kesadaran mengenai “aku” (individu) merupakan pusat tentang 
keberadaan yang membentuk persepsi, ingatan, ekspektasi, serta fantasi 
(Kamayanti, 2016, p.  151), sehingga “aku” yang terbentuk adalah “Aku” yang 
mengalami dan merasakan pengalaman tertentu dan akhirnya melakukan 




adanya relasi antara noema dan noesis yang terbentuk oleh pengalaman 
(Kamayanti, 2016, p.  152). 
Creswell (2015, p.  107) memberikan beberapa ciri utama fenomenologi 
sebagai berikut: 
1. Fenomena yang dieksplorasi didasarkan pada sudut pandang konsep atau 
ide tunggal. 
2. Eksplorasi terhadap individu yang telah mengalami sebuah fenomena. 
3. Fenomenologi membahas tentang pengalaman hidup seseorang dan 
pengalaman yang mereka miliki. 
4. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada individu 
yang telah mengalami fenomena tertentu. 
5. Fenomenologi diakhiri dengan deskripsi mengenai esensi pengalaman yang 
dialami oleh individu. 
 
2.5. Fenomenologi Islam: jalan menggali kesadaran para pengusaha 
muslim 
Penggunaan Fenomenologi tidak hanya dilakukan dalam paradigma 
interpretif, namun fenomenologi telah mengalami evolusi sehingga juga dapat 
digunakan untuk penelitian yang menggunakan Islam sebagai paradigma 
(Kamayanti, 2016, p.  150) seperti yang diperkenalkan dengan istilah 
fenomenologi Islam (Niswatin et al., 2014, 2015), ataupun fenomenologi Tauhid 
(Kamayanti, 2016, p.  160).  Fenomenologi Islam merupakan pengembangan dari 
fenomenologi transendental Husserl yang dianggap telah kehilangan sebagian 
kesadarannya karena hanya akan menghasilkan kesadaran yang terpisah 
ataupun dipisahkan dengan keberadaan Tuhan (Kamayanti, 2016, p.  161). 
Niswatin, Triyuwono, Nurkholis, & Kamayanti (2015) menjelaskan perlunya 




pemahaman tentang dunia yang utuh, tidak memisahkan antara kebenaran 
dengan realitas.  Salah satu metodologi yang dapat digunakan adalah 
fenomenologi karena memiliki sifat yang universal dan unik.  Universal karena 
fenomenologi dapat digunakan untuk menjelaskan beragam hal dalam realitas 
ilmu pengetahuan untuk menemukan konsep yang menyeluruh, sementara 
keunikan nya muncul karena formalisme fenomenologi nya tetap tidak berubah.  
Kebenaran dalam fenomenologi islam merupakan perpaduan dari kebenaran 
yang bersumber dari fenomena alam dan kehidupan manusia (fenomena 
kauniyah), serta kebenaran yang bersumber dari Tuhan melalui wahyu dan hadis 
Nabi (fenomena kauliyah) (Niswatin et al., 2015). 
Fenomenologi Islam meyakini bahwa Tuhan sebagai pencipta realitas dan 
sumber kebenaran bukan hanya berdasarkan realitas empiris (ayat kauniyah), 
tetapi juga bersumber dari wahyu (ayat kauliyah) yang bersumber dari Al Qur’an 
dan Hadits.  Islam tidak melihat adanya pemisahan antara material dan spiritual, 
namun memiliki konsep tauhid yang menyatukan keduanya (Niswatin et al., 
2014). 
Pemilihan fenomenologi Islam untuk penelitian ini dikarenakan pertama, 
penelitian ini dilakukan pada organisasi yang tengah berupaya menjalankan 
bisnisnya agar sesuai dengan beragam ketentuan-ketentuan syariah, yaitu 
organisasi yang mendefinisikan dirinya sebagai properti syariah.  Alasan kedua, 
penelitian ini memiliki tujuan untuk menawarkan konsep penyajian laporan arus 
kas Islami bagi praktisi perumahan tanpa bank, sehingga penelitian ini juga 
berusaha untuk mencari tahu secara mendalam mengenai kesadaran atas 





2.6. Penentuan Informan 
Penelitian ini menempatkan pemilik ataupun pengelola yang langsung 
berhadapan dengan permasalahan pengelolaan kas dalam perusahaannya 
sebagai informan.  Informan ini dipilih dengan asumsi bahwa mereka mengetahui 
dan merasakan secara langsung permasalahan yang dihadapi, serta 
menghadirkan strategi yang dapat membantu keberlangsungan usahanya. 
Kriteria informan pengusaha ataupun pengelola ditambah dengan kesadaran 
akan pentingnya pengelolaan kas yang tepat, yaitu yang sesuai dengan 
ketentuan Islam.  Hal ini selain sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan 
penelitian, juga karena asumsi mengenai kebenaran yang telah disebutkan 
dalam poin 2.2.   
Temuan empiris (ayat kauniyah) yang didapat melalui informan dari 
kalangan pengusaha/pengelola tidak dijadikan sebagai kebenaran tunggal, 
namun akan disintesis dengan kajian atas beragam sumber keilmuan dalam 
Islam (ayat kauliyah) melalui diskusi dengan informan yang dianggap memiliki 
kapabilitas untuk hal tersebut, atau dalam istilah yang digunakan Niswatin (2015) 
yaitu informan yang berpengalaman dan berpengetahuan, serta berbagai literatur 
yang berkaitan dengan bisnis Islami.  Meskipun praktisi adalah orang memiliki 
kesadaran keislaman dalam berbisnis, namun bisa saja masih membutuhkan 
ilmu yang lebih dalam dari orang yang dianggap memiliki ilmu tentang hukum 
Islam dalam melalukan muamalah, sebagaimana yang dilakukan Ardiannur.  
Dengan demikian, penelitian ini masih membutuhkan informan lainnya, yaitu 
orang yang biasa disebut ustadz/ulama yang memiliki kapabilitas ilmu, terutama 
fiqih muamalah sebagai proses penegasan ataupun penguatan atas temuan 
yang didapat. 
Informan ustadz/ulama dibutuhkan sebagai bagian dari upaya menjaga 




Paradigma Islam yang digunakan dalam penelitian ini membutuhkan adanya 
masukan dari seorang yang memiliki keilmuan mengenai ketentuan Islam karena 
adanya larangan yang hanya mengandalkan logika yang tanpa didasari prinsip 
ijtihad yang benar (Al-Faizin & Nashr, 2018, p.  8).  Larangan tersebut terdapat 
dalam firman Allah SWT Surat Al-Baqarah ayat 169 berikut: 
Sesungguhnya (setan) itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan 
keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah           
 
Juga berdasarkan sabda Rasulullah Saw. 
Barangsiapa yang berpendapat dalam masalah Al-Qur’an tanpa didasari 
oleh ilmu, maka bersiaplah untuk menempati tempat di neraka            
(HR Ahmad, al-Baihaqi, an-Nasa’i, dan at-Tirmidzi) 
 
Barangsiapa yang berpendapat dalam Al-Qur’an dengan pendapatnya 
sendiri kemudian dia benar, maka sebenarnya dia telah melakukan 
kesalahan (HR at-Tirmidzi, ath-Thabrani, dan al-Baihaqi) 
 
Informan ustadz/ulama yang akan dilibatkan dalam penelitian ini adalah 
seorang pakar ekonomi syariah yang juga dosen Ushul Fiqih dan Fiqih 
Muamalah, yaitu H. Sigit Purnawan Jati, S.Si, MSi.  Informan ustadz juga sering 
dijadikan tempat bertanya bagi para pengusaha properti yang telah 
menggunakan skema bisnis properti tanpa bank, salah satunya d’Ahsana 
Property Surabaya.  Informan ustadz yang dilibatkan juga menjadi pembina 
beberapa komunitas yang berkaitan dengan bisnis tanpa riba, diantaranya, 
Masyarakat Tanpa Riba dan Pengusaha Tanpa Riba.  Dengan demikian, berikut 
daftar informan dalam penelitian ini. 
Tabel 1.  Informan Penelitian 
No. Nama Keterangan 
1 Kamarudin Pemilik Panderman Property Syariah 
2 Maulana Salah satu manajer Panderman Property Syariah 
3 Dheya Petugas keuangan Panderman Property Syariah 
4 Hasyim Pemilik Permata Land 
5 H. Sigit Purnawan 
Jati, S.Si, MSi 





2.7. Sumber dan Jenis Data 
Sumber data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan, 
sementara dokumen dan lain-lain merupakan data tambahan (Moleong, 2016, p.  
157).  Data utama dalam penelitian ini berupa hasil epoche melalui wawancara 
dengan informan pengusaha/pengelola dan telaah kajian fikih muamalah terkait 
fenomena yang diamati dengan informan ulama/ustadz, serta pengamatan 
tindakan ataupun ekspresi tubuh para pelaku bisnis properti dengan skema 
tanpa bank. 
Data diperoleh melalui proses epoche dengan melakukan wawancara 
berupa pertanyaan yang tidak terstruktur (tidak melalui kuesioner) karena dalam 
fenomenologi proses koleksi data tidak dapat dilakukan dengan seperangkat 
pertanyaan terstruktur ataupun semi terstruktur, tetapi melalui proses yang terus 
berkembang selama proses penggalian kesadaran (Kamayanti, 2016, p.  156).  
Informan diberikan beberapa pertanyaan umum sebagai pembuka pertanyaan 
yang lebih mendalam, terkait dengan pengalaman “apa” yang telah mereka 
alami; dan “bagaimana” pengalaman tersebut dapat berpengaruh pada mereka 
(Creswell, 2015, p.  112). 
Terdapat beberapa bentuk pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini.  
Moleong (2016, p.  192) memaparkan bahwa terdapat beberapa jenis pertanyaan 
yang dapat digunakan: 
1. Pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman ataupun perilaku 
Jenis pertanyaan ini ditanyakan kepada informan pengusaha/pengelola. 
Pertanyaan yang diajukan berupa pola pengelolaan kas yang telah mereka 
lakukan. 
2. Pertanyaan tentang pengetahuan. 
Pertanyaan jenis ini digunakan kepada dua jenis informan.  Bagi 




alasan penggunaan pola pengelolaan kas tersebut agar mendapatkan 
pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengelolaan kas oleh mereka.  
Sementara bagi informan ulama/ustadz digunakan untuk mengetahui 
pendapat Islami yang digali dari beragam sumber keilmuan dalam Islam 
mengenai bentuk pengelolaan kas yang baru (tanpa menggunakan 
pembiayaan dari bank). 
Selain data berupa kata dan pengamatan atas ekspresi informan, penelitian 
ini juga akan menggunakan beragam literatur bisnis yang didasari oleh ketentuan 
Islam.  Melalui proses ini peneliti dapat menggali peristiwa dalam situasi tertentu 
yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, serta lebih 
memberikan keyakinan terhadap data yang diperoleh melalui proses wawancara. 
 
2.8. Teknik Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data 
berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu 
(Sugiyono, 2016, p.  245).  Analisis data dilakukan dengan mengikuti tahapan 
yang telah dikembangkan Niswatin (2015) dengan terlebih dahulu menggali 
kebenaran dari fenomena kauniyah, yaitu pemahaman dan kesadaran yang 
berasal dari fenomena sosial yang dijalani oleh manusia yang diasumsikan telah 
memiliki kesadaran untuk terikat dengan beragam ketentuan Islam.  Tahap ini 
berupaya mendeskripsikan kesadaran informan mengenai fenomena yang 
diamati.  Tahap berikutnya adalah menggali fenomena kauliyah dengan 
melakukan penelaahan Al-Qur’an dan Hadits, dan juga kajian literatur mengenai 
ketentuan bisnis Islami.  Tahap berikutnya melakukan sintesis atas temuan 
fenomena kauniyah dan fenomena kauliyah untuk menemukan pola pengelolaan 





A. Memahami fenomena Kauniyah 
1. Mencari relasi noema-neosis 
Proses ini dilakukan dengan menggali kesadaran dari informan 
pengusaha/pengelola.  Pada tahap ini peneliti melakukan proses 
epoche/bracketing saat wawancara berlangsung maupun setelah melakukan 
wawancara.  Peneliti melakukan identifikasi noema yang nampak pada 
permukaan (jawaban informan).  Kemudian melalui tanggapan yang diberikan 
oleh informan, peneliti akan melakukan epoche/bracketing (penemuan hal 
penting) untuk mengupas maksud dari informan.  Kemudian untuk mendapatkan 
level pemaknaan yang lebih dalam, peneliti memberikan pertanyaan yang 
menggali dasar/alasan pemikiran ataupun pengalaman yang diketahui ataupun 
dialami sebelumnya oleh informan.  Hal ini dilakukan untuk mendapat noesis atas 
noema. 
 
2. Melakukan Intentional analysis 
Melalui pemahaman atas relasi noema-noesis, peneliti dapat mengambil 
sebuah pemahaman lanjutan bagaimana noesis membentuk noema (Kamayanti, 
2016, p.  154).  Relasi noesis-noema didapatkan berdasarkan pada pemeriksaan 
data yang diperoleh melalui wawancara yang telah dilakukan sebelumnya.  
Pernyataan yang dianggap penting dari informan disoroti untuk memberikan 
pemahaman kepada peneliti bagaimana kesadaran mereka dibentuk oleh 
fenomena tersebut.  Berikutnya peneliti mengembangkan berbagai kelompok 
makna dari pernyataan penting tersebut.  Pernyataan penting digunakan untuk 
menulis deskripsi tentang apa yang dialami oleh informan dan juga untuk 
menuliskan deskripsi tentang konteks atau latar bagaimana informan mengalami 





3. Melakukan eidetic reduction 
Proses selanjutnya melakukan eidetic reduction, yaitu penggabungan 
seluruh proses pemaknaan yang melandasi keseluruhan kesadaran murni 
tersebut (Kamayanti, 2016, p.  154).  Proses eidetic reduction mempresentasikan 
“esensi” dari fenomena (Creswell, 2015, p.  113). 
 
B. Memahami fenomena kauliyah. 
Pada tahap ini peneliti melakukan studi literatur terhadap ayat-ayat Al 
Qur’an, Hadits, maupun literatur lain yang diturunkan dari kedua sumber 
keilmuan Islam tersebut yang berkaitan dengan fenomena kauniyah, serta 
mendiskusikan hasil fenomena kauniyah yang diperoleh kepada informan 
ulama/ustadz.  Tahap ini dilakukan untuk mendapat penjelasan maupun 
penegasan mengenai fenomena kauniyah (nilai-nilai Islam yang mendasari 
pengelolaan kas pada tataran praktis) dan juga mendapat penjelasan tentang 
fenomena kauliyah (ayat Al Qur’an dan Hadits) yang berkaitan dengan fenomena 
kauniyah nya.  Penggalian fenomena kauliyah merupakan proses validasi data 
yang menggunakan pendekatan fenomenologi Islam (Niswatin et al., 2015). 
 
C. Menyintesiskan temuan fenomena kauniyah dan kauliyah 
Tahapan ini dilakukan untuk mendapatkan tema yang lebih besar mengenai 
pola pengelolaan kas dalam bisnis properti tanpa bank.  Tahapan ini tetap 
memperhatikan penjelasan ulama yang telah diperoleh dan berbagai literatur 
bisnis Islami sebagai penguat ataupun koreksi atas temuan fakta kauniyah yang 



























Gambar 2.  Teknik Analisis Data 
Penggalian Fenomena Kauliyah 
dengan melakukan kajian literatur dan 
diskusi dengan ulama/ustadz 
Melakukan sintesis 


























MEMAHAMI AKTIVITAS BISNIS PROPERTI SYARIAH (FAKTA KAUNIYAH) 
 
“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam 
dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.  (yaitu) orang-
orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan 
berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya 
berkata), "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, 
Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." 





Terjemah surat Ali Imran ayat 190-191 tersebut sengaja peneliti kutip untuk 
mengingatkan kembali, terutama kepada peneliti bahwa kemanapun dan dalam 
keadaan apapun, maka Kebesaran Allah SWT seharusnya nampak dalam setiap 
peristiwa yang ada di bumi.  Segala kejadian yang ada di dunia tidak akan sia-sia 
tanpa meninggalkan satu pelajaran pun, jika manusia berupaya untuk 
merenungkannya meski dengan segala keterbatasan sebagai manusia, agar 
mampu memahami Keagungan dan Kekuasaan Allah SWT.  Sebagaimana yang 
telah disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengenai ayat tersebut, 
bahwa orang-orang yang diberikan akal oleh Allah SWT akan berbeda dengan 
orang-orang yang tak berakal (tidak menggunakan akalnya).  Orang-orang yang 
berakal tidak akan terputus dari berzikir mengingat Allah dalam setiap keadaan.  
Mereka akan memperhatikan semua hikmah yang terkandung dalam setiap 
peristiwa di dalamnya mengenai Kekuasaan-Nya, Pengetahuan-Nya, Hikmah-
Nya, Pilihan-Nya, dan Rahmat-Nya.  Sehingga apabila seseorang menggunakan 





Bab ini memaparkan temuan yang didapatkan di lapangan untuk mengambil 
pelajaran yang terdapat di “sini”.  Dengan menggunakan alat analisis 
fenomenologi Islam, peneliti berupaya untuk memahami mengenai kesadaran 
seperti “apa” yang ada pada pengusaha, yang menggunakan Islam sebagai 
dasar aktivitas mereka, dan “bagaimana” Islam membentuk kesadaran pada diri 
(fikiran) informan pengusaha, hingga pada akhirnya mereka mengaplikasikan 
pengetahuan yang ada pada fiqih bisnis dalam Islam maupun teknis bisnis 
perumahan dalam aktivitas mereka sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan 
pengelolaan arus kas. 
 
3.2. Arus Kas sebagai Solusi 
Sebagai satu skema yang tergolong baru dalam penyediaan kebutuhan 
hunian bagi masyarakat, properti syariah yang memiliki ciri utama menyediakan 
kebutuhan masyarakat tanpa menggunakan jasa perbankan memerlukan solusi 
yang dapat menggantikan fungsi perbankan.  Solusi yang dimaksud berkaitan 
dengan pendanaan, terutama untuk kepentingan operasional bisnis.  Solusi 
tersebut mereka kenal dengan istilah “cashflow” atau “arus kas”. 
Cashflow sebagai solusi dalam aspek bisnis dirasa sangat penting karena 
mereka harus menyediakan sendiri segala kebutuhan dana untuk menjalankan 
operasional sehari-hari, baik untuk konstruksi, penjualan, pengadaan lahan, dan 
lain sebagainya.  Tingkat kebutuhan mereka terhadap pengaturan cashflow 
dapat diamati dari penjelasan informan Kamarudin yang mengganti posisi 
duduknya dari yang semula tegak sambil memperhatikan peneliti ketika bertanya, 
menjadi duduk yang lebih santai untuk bersiap memberikan penjelasan yang 
cukup panjang berikut: 
Penting sekali.  Karena kita tidak menggunakan pihak ketiga untuk 
membayar kewajiban kita.  kalo konvensional saya bandingkan.  Untuk 




rumah-rumah itu.  Pakai apa, pakai skema bank.  Jadi dia pengajuan ke 
bank, kemudian bank sendiri yang akan membangun konstruksi itu.  
Jadi tidak modal sama sekali.  Kedua, dari segi KPR konsumen, 
developer dimudahkan karena mendapatkan DP dari konsumen 
misalnya 20-30%, sisanya itu ditalangi oleh bank 100% cash dia dapat 
dari bank, jadi tidak perlu menunggu waktu terlalu lama.  Ketiga dalam 
proses lahan.  Lahan juga begitu.  Lahan juga bisa di bank kan, dia 
cukup DP saja ke pemilik lahan.  DP berapa begitu, kemudian 
kerjasama sama pemilik lahan nya, kita sama-sama memasukkan 
sertifikat ini ke sana, yang seharusnya nilai tanah itu 1M dinaikkan 
nilainya jadi 1,2M.  Jadi cair nya misalnya 1,1M, sudah ada kelebihan 
1M kita bagi saja itu.  Dia sudah dapat duit, lunas pemilik lahan nya.  
Jadi mengandalkan bank itu dari aspek bisnis mudah.  Nah kalo syariah 
karena tidak pakai bank berarti andalan satu-satunya itu dari uang yang 
didapat dari konsumen. 
 
Bahkan dalam ungkapan lain, pentingnya pengelolaan arus kas diibaratkan 
dengan darah dalam tubuh manusia: 
Maksudnya itu darah.  Di dalam bisnis apapun, yang namanya cashflow 
itu darah.  Jadi kalau darah ini terganggu, cashflow ini terganggu, organ 
lain pun terganggu.  Makanya khusus untuk properti syariah ini, karena 
kita selain membawa syariah itu sendiri juga dari aspek bisnis cashflow 
itu jadi betul-betul harus balance, seimbang lah kira-kira begitu antara 
pengeluaran dengan pemasukan.  Jangan sampai antara pengeluaran 
itu jauh lebih besar ketimbang pemasukan.  Sementara solusi properti 
syariah itu tidak mengandalkan solusi pihak ketiga. 
 
Kata “darah” lebih terasa dalam penjelasan selanjutnya oleh Kamarudin saat 
memberikan penekanan pada intonasi nya dalam kalimat berikut: 
Jadi betul-betul berdiri di kaki sendiri lah kira-kira bagaimana mengelola 
duit semaksimal mungkin untuk kebutuhan operasional, pembayaran 
lahan, dan seterusnya. 
 
Kemudian Kamarudin menyampaikan bahwa yang dia butuhkan mengenai 
jumlah uang yang tersedia yang dapat dia gunakan untuk membuat keputusan 
beberapa bulan ke depan dan jumlah arus kas yang harus masuk untuk 
memenuhi kebutuhan tersebut sebagaimana muncul dalam penjelasan berikut: 
Yang menjadi fokus saya itu, uang yang dipegang berapa, dan satu, 
dua, tiga bulan ke depan uang yang akan masuk berapa, kewajiban 
berapa.  Karena arus kas itu yang saya pakai memutuskan sesuatu.  Ini 
kita harus mengeluarkan uang berapa bulan ini.  bulan depan kita harus 





Pandangan yang lebih teknis mengenai arus kas disampaikan oleh Dheya.  
Dia mengatakan bahwa arus kas berkaitan dengan “keuangan perusahaan, 
tentang pemasukan dan pengeluaran perusahaan”.  Menurutnya arus kas sangat 
penting bagi properti syariah karena mereka tidak menggunakan bantuan pihak 
bank untuk memenuhi kebutuhan operasional yang harus mereka lakukan, selain 
karena mereka hanya mengandalkan satu jenis pemasukan kas, yaitu 
pembayaran dari konsumen: 
Sangat penting, karena kita kan developer properti syariah.  Tanpa ada 
bantuan dari pihak ketiga yaitu bank.  Kan biasanya kalo (developer) 
konvensional kan dibantu oleh pihak ketiga yaitu (bank) konvensional 
sebagai peminjam nya.  Kalo kita kan modal sendiri dari nol.  Jadi 
bedanya seperti itu dari konvensional.  Sehingga cashflow itu sangat 
penting sekali.  Apalagi kalau kas nya itu plus agar untuk biaya 
operasional. 
 
Penjelasan berlanjut mengenai alasan tidak menggunakan bank, termasuk 
bank syariah.  Dengan sedikit tersenyum, Dheya menerangkan bahwa menurutnya 
akad yang digunakan di bank syariah masih belum sesuai dengan syariah 
sebagaimana yang terungkap dalam penjelasan berikut: 
Karena kalo di bank syariah itu ternyata akad nya tidak sesuai dengan 
syariah...sehingga yang harus diperhatikan terutama pemasukan.  
Karena pemasukan satu-satunya dari konsumen aja. 
 
Pendapat Dheya juga mendapat penegasan dari Kamarudin yang 
memberikan perhatiannya kepada asal-usul harta yang diperoleh, dan untuk apa 
harta tersebut dibelanjakan.  kedua hal tersebut juga menjadi perhatian karena 
adanya keyakinan bahwa Allah hanya menerima yang halal saja. 
Keyakinan kami, sebagai pebisnis muslim, tentu seperti yang 
disampaikan hadits Rasulullah bahwa setiap amalan akan ditanya ketika 
di yaumul hisab nanti ...  yang keempat, hartamu.  Hartamu ditanya dua, 
yang pertama dari mana kita mendapatkan harta itu, kedua adalah 
kemana harta itu dibelanjakan. 
 
Mereka sangat memperhatikan aspek keberkahan kas yang masuk 
meskipun hanya mengandalkan hasil penjualan.  Dheya dan Maulana 




uang tersebut bersumber dari transaksi yang mereka anggap tidak berkah, yaitu 
dana dari pihak ketiga yang mengandung riba.  Dheya mengatakan “karena kita 
mengetahui.  Secara tidak langsung kita mendukung.  begitu”.  Penjelasan 
kemudian diberikan Maulana berkaitan dengan uang yang berkah, yaitu uang 
“yang bertambah kebaikan.  Ziyadatul khair.  Kita dengan sedikit saja kita merasa 
sudah cukup” dan ditutup dengan kalimat “kita menghindari yang syubhat pak” 
sambil tertawa. 
Informan Hasyim juga mengatakan bahwa “cashflow sangat penting”.  Dia 
menceritakan pengalamannya mengenai kekeliruan dalam mengelola arus kas 
sehingga gagal mengantisipasi kebutuhan arus kas di masa akan datang.  
Masalah yang dihadapinya berdampak pada energi dan biaya tambahan yang 
harus dikeluarkan.  Baik untuk menjamin hak pemilik lahan yang tanahnya dia 
beli, maupun hak konsumen yang telah melaksanakan kesepakatan jual-beli 
dengannya.  Dia memberikan alasan pentingnya cashflow “kalau tidak ada 
cashflow nya ya itu tadi, pasti masalah.  Rata-rata mangkrak”. 
Hasyim menambahkan bahwa jika kewajiban tambahan yang muncul akibat 
kesalahan dalam melakukan pengelolaan arus kas tersebut tidak dilakukan, 
maka hal tersebut akan mengakibatkan perasaan bersalah bagi dirinya.  Rasa 
bersalah muncul karena adanya rasa takut terhadap dosa akibat melepas 
tanggungjawab kepada pihak lain.  Untuk memenuhi kewajiban tambahan 
tersebut, Hasyim memenuhinya dari dana pribadi.  Hasyim mengatakan “saya 
masih ada cadangan uang sendiri”, kemudian dilanjutkan “saya merasa berdosa 
kalau tidak dipenuhi.  Saya ada uang bilang nya tidak ada”. 
Arus kas juga berfungsi sebagai jembatan antara tujuan dan aktivitas yang 
harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.  Kamarudin menjelaskan bahwa 
bahwa dia memiliki tujuan agar skema perumahan tanpa bank dapat menjadi 




terjerat riba, dan juga dapat menyediakan suatu lingkungan hunian yang 
memberikan nuansa Islami kepada masyarakat.  Terkait hal tersebut Kamarudin 
menyatakan: 
Jadi kita membentuk properti syariah itu tidak hanya sekedar bisnis yang 
kita dapatkan, tapi juga bagaimana ide ini bisa kita sampaikan ke 
masyarakat.  Ada orang-orang yang ingin memiliki rumah tapi dia tidak 
tahu harus beli di mana supaya terlepas dari riba, kita sediakan. 
 
Kamarudin menambahkan bahwa perumahan tanpa bank tidak bisa lagi 
dinilai dari sisi bisnis semata, karena lingkungan Islami akan menciptakan 
suasana kekeluargaan bagi penghuninya, “seperti mau ke masjid, contoh 
kecilnya itu ada yang menegur dia.  Itu nilainya itu tidak bisa dihitung dengan 
nilai bisnis”.  Dalam tujuan disampaikan Kamarudin, terdapat sebuah ide yang 
ingin disebarkan di tengah-tengah masyarakat.  Ide tersebut adalah penyediaan 
kebutuhan hunian bagi masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah tanpa melibatkan perbankan.  Hal tersebut dilihat dari 
pernyataannya berikut ini: 
Dari awal kita diajari bagaimana properti syariah itu bisa tersebar 
dengan cepat di tengah-tengah umat dan menjadi solusi kepemilikan 
rumah tanpa bank, itu pondasi utamanya. 
 
Penyediaan hunian Islami bagi masyarakat membutuhkan keberadaan 
sebuah alat yang dapat mereka gunakan dalam melakukan pengelolaan uang 
masuk dan juga uang keluar.  Alat tersebut mereka sebut dengan istilah 
cashflow.  Peranan Cashflow juga dapat dilihat dari penjelasan Kamarudin yang 
menyatakan bahwa ide mereka harus disertai dengan solusi yang dapat 
mendukung aktivitas mereka, seperti pernyataan Kamarudin berikut: 
Keinginan ini tidak akan bisa tercapai kalau misalnya tidak diimbangi 
atau tidak ada peluru nya.  Peluru nya itulah cashflow.  Cashflow itu kita 
dapat dari aspek bisnis dari properti ini. 
 
Melalui beragam penjelasan di atas, akhirnya dapat dipahami bahwa mereka 




bank yang ingin mereka sebarkan di tengah masyarakat.  Analisis mengenai 
pentingnya arus kas ini dapat dilihat dari tabel berikut: 
Tabel 2.  Analisis Fenomenologi Arus Kas sebagai Solusi 














































































karena mereka ingin 
menyediakan 




mereka dapat terus 
berkembang dan 
tersebar dengan 
luas.  Hal tersebut 
dilakukan agar dapat 
menjadi solusi untuk 
menghindarkan 
mereka dan juga 
masyarakat dari riba. 
Pengelolaan Cashflow atau arus kas memiliki posisi yang sangat penting 
dalam menjalankan bisnis properti dengan skema tanpa bank, bahkan 
diibaratkan seperti “peluru” maupun “darah”.  Hal ini terlihat dari pengalaman 
maupun pengetahuan yang diperoleh oleh pengusaha.  Pengalaman dan juga 
pengetahuan tersebut membentuk pemahaman pada praktisi properti syariah 
berupa kesadaran untuk mengelola arus kas mereka secara tepat, yaitu sesuai 
dengan ketentuan Islam dan memenuhi kebutuhan bisnis, agar tujuan yang telah 
ditetapkan dapat diwujudkan. 
Para informan mengakui bahwa arus kas merupakan salah satu aspek yang 
sangat penting, bahkan dengan mengibaratkan nya seperti darah yang mengalir 
dalam tubuh, mereka menginginkan arus kas yang mereka kelola merupakan 
arus kas yang mengandung keberkahan.  Mereka berupaya hanya menerima 




dalamnya, dan mengeluarkannya untuk beragam kebutuhan untuk mewujudkan 
tujuan bisnis mereka, yaitu menyebarkan ide properti syariah sebagai solusi 
praktis kepemilikan rumah tanpa bank. 
 
3.3. Keseimbangan Aktivitas Bisnis dan Dakwah 
Dari tujuan pembentukan properti syariah, terdapat dua aspek yang mereka 
jalankan, yaitu aspek bisnis dan aspek dakwah seperti dalam pernyataan berikut: 
Kalau bisnis tidak kita kejar, keinginan kita tidak bisa terwujud, yang ada 
hanya dakwah tidak ada bedanya dengan komunitas yang 
mendakwahkan saja tanpa ada solusi riil, ini lho rumah yang kita 
sediakan gitu.  Nah kita ingin keduanya berjalan. 
 
Mereka melakukan dua peran sekaligus dalam aktivitas yang dilakukan, 
yaitu aktivitas bisnis dan aktivitas dakwah.  Hal tersebut menjadi pembeda 
mereka dengan komunitas dakwah lainnya, dengan menjalankan bisnis properti, 
serta juga menjadi pembeda dengan entitas bisnis lainnya dalam bisnis properti 
yaitu dengan melakukan aktivitas dakwah.  Dengan melakukan dua peran 
sekaligus, berarti sebagai sebuah entitas, mereka juga harus memperhatikan 
aspek bisnis dalam industri di mana mereka beraktivitas.  Aspek bisnis yang 
dimaksudkan Kamarudin yaitu “Bisa menjalankan bisnis dengan sehat yang 
indikator nya dengan profitable”. 
Menurut Kamaruddin, bisnis harus dapat memberikan keuntungan materi, 
sebagaimana yang dia pahami bahwa jika aktivitas tersebut tidak memberikan 
keuntungan tidak dapat dikatakan sebagai sebuah bisnis.  Hal tersebut secara 
jelas dapat terlihat dari pernyataannya “karena bisnis kalau tidak profitable ya 
bukan bisnis”, meskipun jika dilihat dari nominalnya sedikit “kita tidak rugi.  Cuma 
memang untungnya sedikit”.  Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa 
dalam konteks bisnis, sebuah aktivitas harus memperhatikan kemampuan 




Peran yang kedua adalah dakwah.  Selain bisnis, aktivitas properti syariah 
juga ditujukan sebagai sarana dakwah/edukasi yang dapat dilakukan Kamarudin 
dalam kapasitasnya sebagai seorang muslim.  Dia berkata: 
Kenapa? karena memang kewajiban kita itu, baik dalam bisnis maupun 
dalam semua aktivitas kita kan, kewajiban berdakwah.  Karena domain 
kita adalah properti syariah, maka dakwahnya kita tentang properti 
syariah. 
 
Kamarudin meyakini bahwa properti syariah akan dapat terus dilakukan jika 
semua komponen di dalamnya, terutama sumber daya manusia-nya mengerti 
dan akhirnya dapat menyesuaikan diri dengan beragam ketentuan syariah, baik 
dalam konsep bisnis, maupun ketentuan yang mengikatnya sebagai seorang 
muslim seperti pernyataan Kamarudin berikut: 
Kita meyakini bahwa properti syariah akan berjalan secara komprehensif 
jika komponen-komponennya bisa sesuai dengan syariah.  Komponen 
yang paling penting di bisnis properti ini yaitu sumber daya manusia 
yang menggerakkan bisnis ini.  Jadi mulai dari manajernya, admin nya, 
karyawan, dan seterusnya harus paham tentang konsep syariah yang 
dibawa.  Tidak hanya paham tentang konsep syariah bisnis, tapi secara 
fundamental dia mengerti tentang kewajibannya sebagai seorang 
muslim. 
 
Penjelasan lebih lanjut mengenai kewajiban berdakwah sebagai seorang 
muslim, ternyata tidak hanya berhenti pada aktivitas dakwah/edukasi saja.  
Aktivitas dakwah juga harus didukung oleh aktivitas lainnya, sehingga segala hal 
yang disampaikan benar-benar berasal dari Islam dan dapat 
dipertanggungjawabkan.  Oleh karenanya Kamarudin mengharuskan SDM yang 
ada didalam perusahaannya mengkaji Islam secara intensif dengan harapan 
mereka memahami mengapa mereka melakukan aktivitas yang sedang mereka 
laksanakan tersebut.  terkait hal ini Kamarudin menyatakan: 
Tentang hakekat dia berbisnis, tentang hakekat dia mengedukasi 
konsumen, dan seterusnya.  Makanya setiap SDM ini memang diwajibkan 
untuk mengkaji Islam. 
 
Aktivitas dakwah menjadi pertimbangan pertama ketika mereka berinteraksi 




sangat mengutamakan pentingnya pahala yang mereka yakini akan dapatkan 
ketika mengedukasi masyarakat secara luas tentang properti syariah, terutama 
yang berkaitan dengan bahaya riba.  Sambil tersenyum mengembang seolah-
olah menunjukkan kepuasan, Kamarudin mengungkapkan penjelasannya 
mengenai aspek dakwah di dalam perusahaan.  Meskipun tanpa disertai 
penjualan, Kamarudin mengungkapkan bahwa aktivitas properti tanpa bank tetap 
berhasil ketika masyarakat tidak membeli rumah dengan konsep konvensional 
(dengan riba).  hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa pernyataan Kamarudin 
berikut.   
Proses bisnis ini pilihannya cuma dua kita, kalaupun gagal (menjual), 
minimal dia sudah paham sehingga dia tidak membeli kepada orang lain 
yang skema konvensional, itu berhasil dakwah kita....  makanya saya 
bilang, kalaupun ternyata SDM ini ketika  mengedukasi dia tidak deal, 
dia sadar bahwa ketika dia tidak deal, mungkin nilai uang dia tidak 
dapat, tapi dari segi pahala sudah dapat dia....  jangan karena kita 
hanya mengejar cashflow, segala hal kita halal kan, segala hal kita 
labrak, walaupun tidak sesuai dengan syariah.  Misal berbohong tidak 
seusai fakta di lapangan, mengurangi material, tidak sesuai dengan 
akad diawal.  (supaya) bisa mengedeal kan orang, bilang saja begini 
begitu, kita bohongi, selesai.  Tapi kan nilai pahalanya kita tidak dapat.  
Syiar nya kita tidak dapat. 
 
Pemahaman yang serupa dengan Kamarudin sepertinya telah tertanam 
dalam diri Maulana, salah seorang manajer di Panderman Land.  Ketika peneliti 
mewawancarai Dheya, Maulana yang juga berada disana untuk mengajari 
peserta magang dari salah satu Sekolah Menengah Kejuruan yang telah bekerja 
sama dengan mereka, ikut memberikan tambahan penjelasan mengenai 
keterkaitan aktivitas bisnis dan dakwah, dan perbedaan mereka dengan entitas 
properti konvensional yang melibatkan bank.  Maulana mengatakan: 
Jadi, kita lebih mengedepankan itu dulu (aspek syariah, seperti 
penjelasan mengenai akad yang digunakan, alasan tanpa bank, tanpa 
riba, tanpa asuransi, tanpa akad ganda).  Kalo mereka misal sudah klik, 
oh gitu properti syariah, konsepnya ini ini, dan lain sebagainya.  setelah 





Aspek dakwah tidak hanya diterapkan kepada konsumen dan juga 
karyawan, namun juga kepada berbagai pihak lainnya, antara lain: 
1. Masyarakat secara umum 
Dakwah kepada masyarakat umum lebih diutamakan untuk mengedukasi 
mereka mengenai menakutkan nya dan menjijikkan nya riba.  Dengan 
menggenggam kedua telapak tangan, kemudian kedua tangannya dilekukkan 
dan ditempelkan pada dada, serta wajah yang dikerutkan, Kamarudin 
memberikan pemaparan mengenai kegiatan bisnis yang disertai dakwah yang 
mereka lakukan: 
Kalau misalnya kita bisa tampilkan jijik nya riba itu sebagaimana dia 
juga jijik, muntah, sakit perut ketika dia melihat (makanan dari bahan) 
babi, berarti dakwah kita berhasil.  Nah, dakwah kita belum berhasil 
(indikator nya) karena masyarakat belum (banyak) memahami 
rusaknya dan bahayanya riba.  Nah di properti syariah inilah sebagai 
wadah kita mengedukasi mereka, mendakwahi mereka. 
 
2. Instansi pemerintahan  
Dakwah kepada instansi pemerintahan lebih diarahkan kepada individu 
pembuat kebijakan.  Terutama untuk pengaturan tata ruang wilayah dan juga 
tidak lupa untuk kepentingan mengedukasi mengenai riba.   
Ada yang mendakwahkan, tapi kan yang namanya dakwah ada yang 
berhasil ada yang tidak.  Tapi ya tetap (didakwahkan). 
 
3. Pemilik lahan 
Dakwah kepada pemilik lahan juga dilakukan dengan memberikan 
penjelasan mengenai aspek syariah dan manfaat yang bersifat materi maupun 
non-materi dalam melakukan transaksi jual beli. 
Termasuk ke pemilik lahan, ketika mengedeal kan ke pemilik lahan 
juga harus kita edukasi (aspek syariah) ke pemilik lahan nya. 
 
Penjelasan mengenai dakwah kepada pemilik lahan tampak dari gerak 
tubuh dan ucapan Kamarudin yang mencontohkan gayanya seolah-oleh 
berbicara dengan pemilik lahan.  Sambil duduk santai yang disertai gerakan 
tangan yang membuka, dia mengatakan hal berikut kepada peneliti: 
Bahwa ketika nanti kita tidak tahu namanya bisnis yang ternyata nanti 




ke kita, menyita, dan seterusnya.  Karena ketika kita DP ini lahan ini 
sudah jadi milik kita.  misalnya begitu. 
 
Penjelasan berlanjut dalam ucapan Kamarudin berikut: 
Kedua, kita bangkitkan kemanfaatan nya.  Kalau bapak memberi 
kesempatan kepada kami untuk mengelola lahan ini, berarti Pak Haji 
akan mendapatkan pahala selain uang yang akan Pak Haji dapatkan.  
Pahalanya di mana, pahalanya sebagai perantara bagi kami untuk 
menyediakan properti syariah kepada umat. 
 
Informan Maulana mengatakan bahwa akan ada keberkahan yang diperoleh 
dari setiap transaksi yang mereka lakukan jika bisnis tidak dipisahkan dari 
aktivitas dakwah.  Maulana memberikan penjelasan berikut: 
Kita selain menjual, kita juga kan ada keberkahan dari setiap transaksi.  
Kita sebelumnya sudah bertawakal.  Kita berikhtiar, kita berdoa.  
Hasilnya Allah yang menentukan.  Kalau misalnya kita sudah berikhtiar 
agar orang tersebut terhindar dari riba, ketika dia misalnya malah 
menggunakan riba untuk bertransaksi dengan kita, otomatis kita tolak.  
Karena kita tahu, mau dia yang beli atau tidak, pasti nanti ada yang beli. 
 
Dheya juga menekankan pentingnya keberkahan atas setiap transaksi yang 
dilakukan jika sesuai dengan syariah, apapun risiko yang mungkin terjadi. 
Jadi lebih mementingkan syariah nya dan keberkahan nya, tidak hanya 
untung ruginya.  Posisi kas kita meskipun minus (tidak mencukupi 
kebutuhan), ada uang yang mau masuk dana segar kaya dari bank 
gitu kita tetap akan tolak.  Karena tidak sesuai dengan prinsip kita, 
karena tidak sesuai dengan keyakinan kita. 
 
Pada akhirnya aktivitas bisnis yang dilakukan tentu saja dapat mendukung 
aktivitas dakwah, dan aktivitas dakwah dapat mendukung aktivitas bisnis.  Hal 
tersebut dapat terjadi karena seperti yang telah dijelaskan pada bagian 
sebelumnya, melalui pengelolaan arus kas secara tepat, mereka dapat 
berinteraksi dengan banyak pihak untuk kepentingan edukasi/dakwah.  
Kemudian, dengan adanya interaksi tersebut, mereka juga dapat mengenalkan 
dan menjual produk yang mereka hasilkan.  Melalui penjualan tersebut, akhirnya 
mereka dapat melanjutkan aktivitas bisnis dan dakwah karena terpenuhinya 





Karena ada kepentingan mereka (masyarakat) mendatangi ke kita, 
kepentingannya apa, untuk mendapatkan properti.  Kepentingan (itu) 
kita manfaatkan, untuk apa?  Selain untuk menjual properti syariah yang 
menurut mereka tidak mungkin, juga kita edukasi, kita dakwahi mereka.  
Bahwa properti syariah itu seperti ini.  Sampai dia ada rasa takut kalau-
kalau misalnya saya (masyarakat) tetap membeli properti yang 
konvensional, berarti ini bahaya.  Seperti itu. 
 
Bentuk dakwah yang mereka lakukan tidak hanya berupa kegiatan yang 
berkaitan dengan bisnis, namun juga saat mereka melakukan salah satu aktivitas 
dari “9 Jurus Langit”.  Diantara aktivitas yang dilakukan yaitu keikutsertaan 
mereka (termasuk karyawan, tim, manajer laki-laki) pada salah satu kegiatan 
besar di akhir tahun 2018 yang keseluruhan biayanya dibiayai oleh kantor 
(transportasi, konsumsi).  Kamarudin menjelaskan keikutsertaan mereka sebagai 
salah satu bentuk aktivitas dakwah, yaitu amar makruf nahi mungkar: 
Itu adalah bentuk amar makruf nahi munkar kan.  Dan amar makruf nahi 
munkar adalah dakwah.  Dan dakwah adalah kewajiban setiap muslim.  
Dan dakwah tidak dapat dihitung dengan angka, dengan data.  Bahwa 
Allah akan memberikan kebaikan, memberikan pahala.  Dakwah adalah 
salah satu ikhtiar melaksanakan perintah Allah. 
 
 “Jurus Langit” lainnya yang mereka lakukan berupa kegiatan mingguan 
bersih-bersih masjid.  Dia meyakini bahwa penentu keberlangsungan jalannya 
suatu usaha tidak hanya ditentukan oleh aktivitas yang dapat diusahakan 
manusia seperti meningkatkan penjualan, namun juga dari aktivitas yang justru 
tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas bisnis.  Kamarudin menjelaskan 
kegiatan tersebut sebagai berikut: 
Jadi motivasinya 9 jurus langit.  Konsep properti syariah itu kan tidak 
hanya melulu tentang bisnis kan, tapi ada faktor-faktor X yg justru 
membuat perusahan itu bisa berjalan dengan baik.  Tidak melulu kita ke 
ikhtiarnya, tapi juga bagaimana kita mengetuk pintu langit, kira-kira 
begitu.  Salah satunya shodaqoh, bentuk sumbangsih nya kita Diin Islam 
di rumahnya Allah.  Semuanya wajib ikut”. 
 
Kemudian dengan sedikit menahan penjelasannya sambil memikirkan kata 
yang dirasa tepat untuk disampaikan kepada peneliti, Kamarudin 
menyederhanakan penjelasannya dengan kalimat berikut sambil menepukkan 




Jadi faktor X kita anggap sesuatu di luar ikhtiar manajemen.  Faktor X itu 
di luar jangkauan kita.  Ini yg coba kita lakukan. 
 
Melalui beragam penjelasan dari informan tersebut, analisis mengenai 
keseimbangan aktivitas bisnis dan dakwah dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 3.  Analisis Fenomenologi Aktivitas Bisnis dan Dakwah 
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Entitas bisnis yang menyandarkan aktivitasnya dengan ketentuan Islam, tidak 
dapat memisahkan aktivitas bisnis dan dakwah dan kedua aktivitas tersebut 
merupakan sebuah keharusan bagi mereka.  Informan praktisi meyakini bahwa 
setiap individu muslim yang terlibat di dalam di dalam bisnis properti tanpa bank 
memiliki kewajiban dakwah dalam setiap aktivitas di dunia.  Melakukan bisnis 




mereka yang selalu merasa tenang karena tetap menganggap memperoleh 
keberuntungan, apapun hasil yang diterima. 
 
3.4. Prioritas: Keterampilan Di tengah Rimba Ribawi 
Salah satu aspek bisnis dalam properti syariah yang harus diperhatikan 
adalah keterampilan dalam pengelolaan kas masuk dan kas keluar.  Pengelolaan 
arus kas yang dilakukan oleh praktisi properti syariah memerlukan keterampilan 
dan intuisi dari para pelakunya dalam bentuk kepekaan atas kebutuhan 
operasional yang akan muncul, seperti yang disampaikan oleh Kamarudin 
berikut: 
Itulah yang saya maksud skill bisnisnya akan diuji.  Kemampuan 
seseorang untuk mencari solusi bagaimana cashflow itu sehat...  Kita 
berasumsi bahwa walaupun kebutuhannya (pelunasan lahan) 100 juta, 
kemudian kita mau bayar ni misalnya 1 tahun.  Tetap akan berasumsi 
bahwa lahan harus segera dilunasi, terkait kewajiban.  Karena semakin 
cepat kewajiban itu ditunaikan, berarti lahan itu aman. 
 
Kemudian sambil menepuk kedua telapak tangannya, Kamarudin seolah 
ingin menegaskan betapa pentingnya kreativitas dimiliki oleh seorang pengusaha 
properti tanpa bank. 
Kreativitas skill leader dicoba disitu.  Bagaimana seorang leader itu bisa 
mengorganisir cashflow yang serba terbatas itu, sehingga semuanya 
bisa hidup. 
 
Informan Maulana memberikan penjelasan mengenai aktivitas yang mereka 
lakukan untuk menjaga cashflow tetap sehat, yaitu melalui penjualan yang 
berpegang teguh pada aturan-aturan Islam, sehingga konsumen yang mereka 
layani adalah orang-orang yang telah siap menerima konsep syariah yang 
ditawarkan pihak pengembang.  Maulana menyampaikan penjelasan berikut: 
Kita itu mencari orang-orang yang memang ketika kita beriklan, itu kita 
istilahnya akan membuat branding yang menancap ke orang, bahwa ini 
adalah properti syariah, dia tidak mau menggunakan riba dan 
sebagainya.  Inikan (sambil menunjukkan iklan online) memang 
menggunakan kata kunci tertentu yang saya ingin membuat segmentasi 





Beragam aktivitas yang disertai sikap tawakal dalam menyerahkan segala 
hasil usaha manusia kepada Allah SWT menjadikan Maulana merasa yakin atas 
rezeki yang akan mereka terima.  Dia dengan penuh keyakinan mengatakan 
bahwa “mau dia beli atau tidak, pasti nanti ada yang beli.  Kita menganggapnya 
setiap produk itu ada jodohnya tersendiri”  dan mengatakan “kita kan sudah 
bertawakal, kita sudah penjualan (berupaya menjual), kita berikhtiar, kita berdoa, 
hasilnya itu Allah yang menentukan”. 
Sebagai sebuah pelajaran betapa pentingnya keterampilan dalam 
pengelolaan cashflow terutama dalam bisnis properti yang tidak menggunakan 
bank, Hasyim mengingatkan pentingnya hal tersebut melalui ekspresi wajah yang 
datar dan kedua telapak tangan yang saling ditelungkupkan, serta kedua 
lengannya diletakkan diatas meja kerjanya dengan berkata “itu salah saya”.  
Kemudian dia melanjutkan: 
Misalnya ada tiga proyek, A,B,C.  Proyek A & B berjalan lancar, C 
mandek.  Keuangan proyek A & B ini saya masukkan ke proyek C.  
Kepengen saya membantu.  Ternyata itu malah kesedot semua ke 
proyek yang bermasalah.  Harusnya tiap proyek ya udah uangnya dari 
situ. 
 
Keterampilan yang harus dimiliki ternyata sangat umum dan merupakan hal 
yang sederhana, yaitu dengan cara meningkatkan penjualan tunai dan 
melakukan penyaringan pengeluaran jika masih memungkinkan.  Keterampilan 
tersebut juga harus diikuti oleh keikhlasan jika ada peristiwa yang menuntut 
pengorbanan menganggung risiko berupa lepasnya aset maupun berkurangnya 
keuntungan agar beragam kewajiban dapat dipenuhi, seperti dalam pernyataan 
Kamarudin berikut: 
Saat cashflow lagi tidak bagus, harga normal diturunkan untuk 
menormalisasi cashflow.  Itu biasa itu.  Saat cashflow sudah bagus, 
udah.  Ibaratnya ada waktunya kita rem, ada waktunya kita gas.  Itu 
biasa...  Dengan cara seperti itu kita dapat dana dan dana itu mampu 
menyegarkan kembali cashflow kita.  Kita tidak rugi, cuma memang 




harus lepas, kita harus rela untuk di inikan (dijual).  Itulah tujuan aset itu 
dibeli, dan kemudian pada saat nanti kita lepas. 
 
Hasyim yang saat peneliti temui sedang menghadapi permasalahan 
cashflow juga harus merelakan harta pribadinya masuk kedalam perusahaan 
untuk memenuhi kewajiban perusahaan.  Dia menyatakan: 
Saya masih ada cadangan uang pribadi.  Itu saya sendiri kan.  
Cadangan itu saya simpan. 
 
Keterampilan yang disertai dengan keikhlasan tampak dalam aktivitas 
mereka karena adanya perasaan dekat dengan Allah SWT, sehingga informan 
menganggap perbuatan yang mereka lakukan harus dijalankan sesuai dengan 
ketentuan dari-Nya dan meyakini bahwa Allah pasti akan membantu, 
sebagaimana penjelasan Kamarudin berikut: 
Tidak boleh seorang pebisnis saking cintanya kepada aset, sementara 
kewajibannya belum selesai, tidak boleh.  Kewajiban dulu selesai.  Baru 
yang lain.  Utang dulu dituntaskan, baru mementingkan kepentingan 
pribadi.  Insya Allah, Allah ngasih jalan tidak disangka-sangka. 
 
Hal serupa juga dapat dilihat dari pernyataan Hasyim berikut: 
Kalau tidak dipenuhi, kewajiban.  Saya merasa berdosa kalau saya ada 
uang kok bilang nya tidak ada gitu kan. 
 
Keterampilan praktis yang dimaksud informan yaitu prioritas pengeluaran 
kas yang harus disesuaikan dengan pemasukan kas.  Kamarudin memberikan 
contoh berupa pemenuhan kewajiban dalam pengadaan lahan.  Dia 
menganggap harus segera memenuhi kewajiban tersebut meskipun dari sisi 
kewajiban masih tersisa waktu yang cukup lama.  Setelah memberikan 
penjelasan yang panjang mengenai pengalamannya, Kamarudin dengan nada 
yang lebih tenang menyimpulkan penjelasannya sebagai berikut: 
Jadi, developer itu berfikir bagaimana kewajiban harus cepat 
terselesaikan.  Semakin kewajiban lama terselesaikan, potensi konflik, 
potensi resiko, persoalan itu akan ada. 
 
Informan Kamarudin sangat memperhatikan perencanaan atas pengeluaran 




terkait dengan realisasi pemasukan kas sekarang dan potensi pemasukan kas di 
masa akan datang.  Dia memberikan penjelasan berikut: 
Pengeluaran harus di-list apa saja yang dikeluarkan bulan ini, bulan 
depan, bulan depannya lagi dan seterusnya.  Itu kita clear kan semua 
pengeluaran-pengeluaran itu dan jadwalnya yang dikeluarkan.  Dari 
jadwal-jadwal itu kita akan konversi ke pemasukan. 
 
Kamarudin harus memilah antara pengeluaran kas yang mendesak dan juga 
pengeluaran yang dapat dikeluarkan pada satu atau beberapa bulan ke depan.  
Meskipun dia mengakui semua pengeluaran adalah kewajiban yang harus 
segera dilakukan, baik kepada karyawan, pemilik lahan, pemasok, pemerintah, 
konsumen, maupun masyarakat sekitar, namun dia menganggap penting 
menetapkan prioritas pengeluaran terkait waktu, dan kas yang masuk dari 
konsumen.  Perencanaan membutuhkan intuisi karena terbatasnya sumber 
pemasukan kas, yaitu hanya mengandalkan pembayaran dari konsumen dan 
tidak menggunakan pihak ketiga.  Kamarudin menjelaskannya dalam pernyataan 
berikut: 
Pola nya sama (dengan pengusaha lain).  Karena kita akan 
menyesuaikan dengan keuangan (kas) yang masuk 
 
Pengalokasian pengeluaran kas atas uang yang masuk dari pelanggan juga 
dilakukan berdasarkan batas waktu penyelesaiannya.  Pengalokasian tersebut, 
memungkinkan Kamarudin dapat memenuhi beragam kewajiban terhadap 
berbagai pihak karena “memang sudah ada kesepakatan diawal dengan 
pembeli”.  Lebih lanjut Kamarudin memberikan penjelasan berikut: 
Jadi sebetulnya ketika DP sudah masuk kita sudah bisa bangun.  Tapi 
karena kita punya tanggungan hak yang lain, maka seluruh DP tidak 
boleh kita membangun diawal. 
 
Ketika ditanyakan bentuk pengalokasian yang dilakukannya, Kamarudin 
memberikan jawaban berikut: 
50% kita save untuk mengamankan cashflow untuk membayar lahan, 
operasional, gaji-gaji anak, 50% nya kita pakai untuk konstruksi 




Pada akhir penjelasan Kamarudin menyimpulkan “pandai-pandainya kita 
untuk menyeimbangkan proyeksi cashflow ini.  harus kapan keluarnya” diiringi 
dengan gelengan kepala dan berkata “kadang-kadang diatas kertas itu ideal kita 
pakai.  Tapi di lapangan itu memang harus kita sesuaikan dengan kebutuhan”.  
sehingga “kas itu harus banyak tersedia, harus ada standar minimal nya”.  
Penjelasan tersebut semakin menunjukkan bahwa prioritas dalam menentukan 
pengeluaran harus sangat dibutuhkan para pengusaha properti yang tidak 
menggunakan bank.  Kamarudin kemudian menambahkan pernyataan berikut: 
Karena ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendadak, itu sudah 
nggak bisa ditolerir, itu memang harus segera kita keluarkan. 
 
Contoh lainnya juga tampak dalam pemilihan pengeluaran yang dilakukan 
apakah membayar lahan atau membersihkan lahan.  Kamarudin menjelaskan: 
Biaya yang paling besar kita keluarkan diawal itu pembayaran lahan.  
Tapi pembayaran lahan ini bisa 1-2 bulan kedepan.  Sementara untuk 
pengolahan lahan hanya sekedarnya saja.  Jadi alat berat itu tidak saya 
datangkan diawal.  Bisa saja sebetulnya, tapi terlalu boros.  
Pertimbangannya, kenapa kok kita tidak mendatangkan alat berat ketika 
ada pemasukan saja.  Kan itu jauh lebih efektif kalau menurut saya.  
Kalau misalnya kita menjual dengan kondisi apa adanya dan bisa 
dilakukan penjualan, bisa sold-out.  Ketika kita bandingkan, kita 
mengolah malah hasilnya sama, saya memilih tidak usah diapa-apakan 
dulu.  Malah orang berfikir kalau tidak kita apa-apakan, dan promo 
launching itu sesuatu yang wajar.  Jadi, baru pertama eksekusi tidak 
apa-apakan.  Tapi promo launching kita rendahkan harganya.  Pola 
seperti itu wajar. 
 
Penentuan prioritas juga disebabkan adanya beragam kewajiban yang 
muncul sebagai konsekuensi adanya akad (kesepakatan). 
Yang paling penting itu adalah kewajiban harus didahulukan.  Kewajiban 
menggaji karyawan, kewajiban ijarah (kepada) mereka.  Kan mereka 
tidak tahu menahu ini rugi apa tidak.  Kan mereka sifatnya kerja aja 
karena akad nya ijarah.  mereka akan mendapatkan hak sesuai dengan 
dijanjikan diawal.  Entah perusahaan lagi rugi, itu di luar ini mereka.  
Akad nya ijarah kan, akad nya bekerja.  Beda hal kalau misalkan akad 
nya syirkah.  Kewajiban kedua, pemilik lahan itu hutang yang kita bayar, 
termasuk kewajiban-kewajiban membayar konstruksi, kontraktor, 





Pengelolaan kas yang dilakukan pengembang perumahan syariah akan 
berjalan dengan baik jika didukung keterampilan dalam menjaga hubungan baik 
dengan sesama individu yang bergerak dalam komunitas properti syariah karena 
mereka dapat saling membantu dalam menghadapi beragam tantangan bisnis.  
Keterampilan pengelolaan arus kas diperoleh dari pengalaman dan beragam 
informasi teknis bisnis properti yang diperoleh melalui diskusi ataupun pelatihan 
yang dilakukan dalam komunitas mereka.  Keterampilan juga diperoleh melalui 
silaturahmi diantara para pengusaha properti syariah dengan menggabungkan 
diri mereka dalam komunitas properti syariah.  Hal tersebut diketahui dari 
pemaparan Kamarudin yang menjadi Ketua Dewan Pengurus Wilayah Jawa 
Timur komunitas yang mereka bentuk: 
Jadi memang di komunitas DPS itu kita sering ngumpul-ngumpul, untuk 
mengecas ilmu, lewat camp, kadang ada rapat member, ada proyek 
bersama.  Berbagi ilmu disitu. 
 
Di dalam komunitas mereka dapat saling berkomunikasi dan juga saling 
menjaga agar pengembang yang telah menggunakan skema tanpa bank tidak 
terjebak ke dalam godaan ribawi, karena godaan juga bisa datang dalam bentuk 
penawaran dari konsumen yang dengan inisiatif pribadi menemui bank, seperti 
pemaparan berikut: 
Kalau developer tidak tahan godaan, waduh luar biasa.  Banyak, 
beberapa ada konsumen, mas saya ada uang, misalnya 100 juta, 
sisanya tak jadikan dulu SHM nya, nanti SHM nya saya pinjam, terus 
saya masukan bank.   
 
Kamarudin terhenti sejenak, dan menggelengkan kepalanya sambil 
menghela nafas, kemudian melanjutkan kembali penjelasannya melakukan 
diskusi diantara sesama anggota komunitas, yaitu untuk saling mengingatkan 
dan saling memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi setiap anggota. 
Kalau developer tidak tahan godaan, aduh eman ini duit 100 juta rek.  
Kan bisa saja mengambil nya.  Sementara pengajuan KPR itu terserah 





Untuk menjaga aktivitas bisnis yang mereka jalankan tetap sesuai dengan 
hukum Islam, harus ada diskusi dan pendampingan, terutama jika ada anggota 
yang sedang menghadapi masalah, sebagaimana penjelasan Kamarudin berikut: 
setiap waktu ada persoalan-persoalan yang harus diberikan solusi fikih 
muamalah.  Di lapangan itu banyak perubahan, banyak ini begitu 
 
Secara ringkas, keterampilan sebagai sesuatu yang harus dimiliki dalam 
mengelola arus kas dapat dilihat dari tabel berikut: 
Tabel 4.  Analisis Fenomenologi Prioritas: Keterampilan di tengah Rimba 
Ribawi 
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muncul.  Tujuan 






Keterampilan pengelolaan arus kas yang harus dimiliki oleh individu di dalam 
industri properti tanpa bank berupa kemampuan dalam menentukan prioritas, 
terutama menentukan pengeluaran yang harus dilakukan.  Pertimbangan dalam 
menentukan prioritas terkait waktu realisasinya agar mereka tidak mudah 
terjebak dalam godaan ribawi ketika menghadapi masalah dalam operasional 
sehari-hari.  Keterampilan tersebut diperoleh tidak hanya dari pengalaman 
pribadi, namun juga melalui diskusi perorangan maupun dalam pertemuan-




3.5. Kebermanfaatan Properti Tanpa Bank bagi lingkungan 
Properti syariah tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sekitarnya, yaitu 
lingkungan masyarakat dan lingkungan alam di sekitar proyek.  Interaksi properti 
syariah dengan lingkungan masyarakat di sekitar proyek memiliki pola saling 
menguntungkan, baik bagi individu-individu yang tergabung dalam kelompok 
perusahaan, maupun individu-individu yang ada dalam sebuah masyarakat. 
Pola saling menguntungkan dalam interaksi properti tanpa bank dengan 
masyarakat sekitar tampak dalam pernyataan Kamarudin yang berkata “Kita 
manfaatkan masyarakat sekitar selama dia bisa.  Tapi kalau tidak bisa, yang bisa 
saja yang mereka kerjakan”.  Demikian juga Hasyim yang melibatkan masyarakat 
sekitar perusahaan sebagai bentuk berbagi “rasa” atas adanya proyek, dan 
masyarakat biasanya juga akan memberikan manfaat berupa informasi-informasi 
yang di kemudian mungkin bermanfaat bagi perusahaan, sebagaimana dalam 
pernyataannya berikut: 
Saya biasanya memakai orang-orang sekitar situ.  Misalnya untuk jaga, 
untuk menanam tanaman.  Biar (masyarakat sekitar) ikut merasakan 
ada proyek disitu.  Justru dari mereka itu informasi-informasi yang valid.  
Jadi ada timbal balik. 
 
Interaksi dengan warga juga dapat berupa pemberian kompensasi berupa 
penyediaan fasilitas yang mereka minta, baik untuk perbaikan jalan atau sekedar 
bantuan pendanaan hajatan warga yang seluruhnya mengikuti kebutuhan warga.  
Kamarudin menganggap masyarakat asli yang telah bersedia berbagi beragam 
fasilitas hidup kepada pendatang baru layak mendapatkan balasan dari 
perusahaan sebagai balasan atas kebaikan mereka.  Kamarudin mencontohkan 
fasilitas air yang sebelumnya hanya digunakan oleh masyarakat yang telah ada, 
namun karena ada pendatang baru maka harus dibagi kepada mereka.  Tidak 
hanya air, fasilitas lainnya seperti listrik, tempat pembuangan, jalan, bahkan 




Oleh karena itu, Kamarudin merasa wajar jika harus memberikan kompensasi 
atas hal tersebut seperti yang tampak dalam pernyataan berikut: 
Membeli lahan akan berdampak pada lingkungannya.  Jadi kita 
membuat perumahan disitu, berarti akan berdampak pada tetangga-
tetangganya.  Ada masyarakat baru di dalamnya, maka akan 
berdampak pada fasilitas yang dipakai bersama.   
 
Kamarudin melanjutkan penjelasannya dengan ekspresi nya yang khas, 
yaitu duduk santai tanpa bersandar dan tangan terbuka, sambil sesekali 
menepuk kedua tangannya dan penekanan intonasi ketika merasa ada hal yang 
dirasa cukup penting, Kamarudin berkata: 
Air yang seharusnya dicukupkan untuk sekian desa, akhirnya harus 
berbagi.  Listrik juga begitu, listrik yang seharusnya dicukupkan untuk 
sekian warga, akhirnya mau tidak mau harus berbagi dengan mereka.  
Sama juga pembuangan, pembuangan yang seharusnya kapasitasnya 
hanya masyarakat setempat, akhirnya ada masyarakat baru dan mereka 
harus berbagi.  Yang seharusnya bisa jadi kapasitas air yang keluar 
hanya sekian, tapi karena ada masyarakat baru, akhirnya kapasitas 
airnya harus ditambah, macam-macam.  Karena itulah masyarakat wajar 
meminta semacam kompensasi yang seharusnya dipakai warga itu, 
akhirnya (juga) dipakai masyarakat yang baru.  Termasuk makam, 
makam umum yang seharusnya ditempati hanya untuk warga disitu, 
ternyata ada masyarakat baru yang kalo mati nanti juga diikutkan di 
makam itu, itu juga wajar.  Karena ketika masyarakat baru datang berarti 
lahan semakin sempit.  Kira-kira seperti itu. 
 
Kamarudin kemudian menjelaskan bahwa pemberian kompensasi untuk 
hajatan warga sekitar tidak dapat disamakan dengan kompensasi berupa fasilitas 
hidup dan mempekerjakan masyarakat dalam proyek properti karena adanya 
kemungkinan aktivitas hajatan yang akan mengarah kepada kemaksiatan, 
seperti adanya fenomena kerasukan di dalam acara, sehingga masih tetap ada 
kontrol terutama mengenai aspek ke-syariah-an permintaan kompensasi dari 
masyarakat.  Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan berikut: 
Agar uang yang kita beri terjaga aspek syariahnya, kita diajarkan 
misalnya kalau kegiatan itu menjurus kepada kemaksiatan, justru kita 
menjadi perantara kemaksiatan dengan memberikan uang.  Salah 
satunya seperti Joget-joget, kerasukan-kerasukan itu.  Jadikan itu 
kemaksiatan luar biasa.  Joget-joget, sampai malam, macam-macam. 
 
Maulana juga memberikan penjelasan pentingnya interaksi perusahaan 




Dampak sosialnya itu akan membuat efek yang besar bagi masyarakat, 
jadi kita memberikan kompensasi ke warga.  Selain kita membangun 
lahan kita, kita juga membangun tempat mereka. 
 
Peneliti menilai adanya beragam bentuk kompensasi terhadap masyarakat 
ini merupakan sebuah cara untuk membentuk hubungan baik dengan 
masyarakat.  Sebagaimana alasan yang disampaikan oleh Kamarudin, hal 
tersebut merupakan bentuk ”kulonuwon” yang dilakukan perusahaan kepada 
masyarakat yang telah menempati lingkungan proyek sejak lama.  Kamarudin 
memahami kompensasi tersebut sebagai bentuk silaturahmi kepada masyarakat 
sekitar: 
Jadi sebelum kita masuk itu, kita sudah kulonuwon ceritanya kalau 
bahasa Jawanya itu.  Permisi ke sekitar, RT, RW, desa. 
 
Interaksi berikutnya yang dilakukan properti syariah terkait dengan 
lingkungan alam di sekitar proyek.  Dalam pelaksanaan interaksi dengan 
lingkungan alam mereka seperti dihadapkan pada dua pilihan, pertama tidak ikut 
mengganti ekosistem lingkungan dengan mengubah lahan yang seharusnya 
berupa lahan pertanian atau hutan menjadi perumahan dengan konsekuensi 
membiarkan perumahan konvensional mengganti ekosistem tersebut yang 
disertai dengan aktivitas bisnis yang tidak didasarkan ketentuan Islam.  Pilihan 
kedua berupa ikut mengganti ekosistem lingkungan namun ada aktivitas bisnis 
(transaksi) yang didasarkan pada ketentuan Islam. 
Pilihan tersebut tampak ketika peneliti menanyakan fakta bahwa mereka 
juga mendirikan bangunan di atas lahan pertanian ataupun hutan dengan 
beragam fungsinya.  Kamarudin menjelaskan bahwa ada hal yang tidak dapat 
mereka kendalikan karena kewenangan peruntukan lahan bukan berada di 
tangan mereka sebagai pengusaha, namun berada di tangan pemerintah 
setempat sebagai penanggungjawab dan pemilik otoritas yang lebih luas atas 




pengembang perumahan tanpa bank juga terikat dengan ketentuan mengenai 
lingkungan yang sudah digariskan oleh pemerintah.  Melalui penjelasan yang 
diberikan Kamarudin peneliti melihat ada kondisi yang harus peneliti pahami 
bahwa pengusaha juga tidak dapat bertindak tanpa persetujuan pemerintah 
setempat.  Pengusaha menjalankan fungsi sebagai swasta dengan segala 
kemampuan dan batasannya, dan di sisi lain ada entitas lain yang mengatur 
yaitu pemerintah ditempat tersebut.  Kamarudin menjelaskan hal ini sebagai 
berikut. 
Secara opini itu memang betul.  Tapi kembali lagi kepada regulasi.  
Kalau misalnya regulasi memperbolehkan untuk dibangun, kita oke saja.  
Kembali ke developer nya saja.  Maksudnya begini, jadi domain untuk ini 
lahan produktif, ini apa, itu domain pemerintah. 
 
Solusi atas permasalahan tersebut diupayakan melalui aktivitas dakwah 
kepada lembaga pemerintahan mengenai pengelolaan alam menurut aturan 
Islam sebagaimana yang telah dipaparkan pada poin 3.3.  tentang aktivitas 
dakwah kepada instansi pemerintahan yang terkait.  Hal tersebut dilakukan 
karena pihak developer juga harus memberikan perhatian terhadap lingkungan 
meski memiliki keterbatasan seperti yang terungkap dalam pernyataan 
Kamarudin berikut: 
Memang pandai-pandai developer harus melihat semua aspek.  Tapi 
kadang-kadang tidak semua aspek itu dimiliki oleh developer.  Terkait 
lingkungan memang harus diperhatikan betul. 
 
Dari penjelasan informan, analisis fenomenologi mengenai manfaat 









Tabel 5.  Analisis Fenomenologi Kebermanfaatan Properti Tanpa Bank Bagi 
Lingkungan 


























































































fasilitas alam di 
sekitar proyek agar 
tetap ada kebaikan 
yang diperoleh oleh 
manusia dan alam 
Pengelolaan arus kas yang dilakukan oleh properti tanpa bank harus tetap 
memperhatikan lingkungan tempat mereka berada, baik lingkungan masyarakat 
maupun alam.  Pembukaan proyek properti akan berdampak pada manusia dan 
alam yang ada di sekitarnya, sehingga pihak developer harus memberikan 
kompensasi terhadap masyarakat dan alam atas penggunaan fasilitas di sekitar 
proyek agar tetap ada kebaikan yang diperoleh oleh manusia dan alam yang ada 





3.6. Keterikatan Terhadap Akad, Bentuk Ketaatan Terhadap Aturan Islam 
Institusi bisnis yang melabelkan dirinya dengan istilah “syariah” harus benar-
benar mendasarkan aktivitas bisnisnya pada ketentuan Islam, yaitu dengan 
memperhatikan beragam hukum Islam terkait dengan aktivitas mereka agar tidak 
terjerumus pada perbuatan yang dapat membuatnya tergelincir ke dalam 
pelanggaran hukum-hukum Islam.  Oleh karena itu mereka mendasarkan 
aktivitas bisnisnya dengan mengikuti ketentuan akad yang telah diatur Islam. 
Ketentuan mengenai akad terus menerus diperhatikan sejak pembentukan 
bisnis.  Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan Kamarudin yang menceritakan 
awal mula membangun Panderman Property Syariah. 
Saya syirkah.  Syirkah nya apa, yaitu syirkah tenaga aja sebetulnya, 
sama-sama menyumbangkan tenaga. 
 
Informan menggunakan syirkah karena keterbatasan yang dimilikinya dalam 
berkomunikasi dengan masyarakat sekitar, sehingga dengan menggunakan 
“syirkah tenaga”, dia sudah dapat membentuk satu badan usaha yang diakui 
oleh ketentuan Islam, bahkan dengan keadaan yang diungkapkan Kamarudin 
“nyaris tanpa modal”. 
Jadi Panderman Land itu saya dirikan berawal dari dua orang.  Saya 
yang mengerti tentang properti karena sudah ikut camp (pelatihan), 
kemudian ada satu orang sini yang saya anggap secara komunikasi 
dengan orang-orang jawa itu bagus, makanya kita harus punya orang 
yang bisa menjelaskan agar bisa nyampe. 
 
Begitu pula untuk mendapatkan lahan, Kamarudin sangat memperhatikan 
ketentuan akad sebagaimana yang telah diatur di dalam Islam dalam 
bertransaksi jual beli.  Berikut penjelasan Kamarudin: 
Lalu akhirnya kita akad sempurna, maka lahan itu kita kelola, kita jual 
dan seterusnya. 
 
Lebih lanjut dia menerangkan bahwa dalam ketentuan Islam, jika rukun akad 
jual beli telah sempurna, maka kepemilikan telah beralih kepada pembeli 




pembeli dapat menjualnya kembali karena persyaratan barang yang 
diperjualbelikan harus dimiliki terlebih dahulu telah terpenuhi penuhi: 
Yang paling penting itu adalah kita sudah berakad dengan pemilik lahan 
sempurna.  Sudah menjadi milik kita. 
 
Kamarudin kemudian melanjutkan penjelasannya sambil menepuk 
tangannya yang diletakkan di atas paha, seolah-olah menunjukkan kebahagiaan 
nya jika melakukan transaksi dengan akad yang diatur dalam Islam 
Besar DP itu kan tidak mempengaruhi kesempurnaan akad, walaupun 
lima ratus perak.  Bahkan tanpa DP pun ketika kita berakad sah gitu, 
berarti sudah berpindah kepemilikan.  Nah itu titik tekan nya, ketika 
sudah berpindah kepemilikan, sempurna kepemilikan. 
 
Pemahaman mengenai penerapan konsep akad dalam aktivitas bisnis 
properti syariah akan memberikan dampak positif bagi psikologis para pengelola 
perusahaan.  Mereka menerima dengan ikhlas jika uang muka hangus ketika 
mereka membatalkan jual beli dengan pemilik lahan.  Dheya menjelaskan hal ini 
“Dicatat di proyek cancel.  Ya itu konsekuensi aja, bukan kerugian”.  Begitu juga 
Maulana menyampaikan “ya istilahnya memang risiko”.   
Maulana juga memberikan contoh yang lain mengenai pentingnya akad bagi 
tiap individu yang terlibat dalam properti syariah.  Dengan duduk condong ke 
depan menghadap peneliti seperti menunjukkan rasa antusias nya dalam 
menjelaskan mengenai pentingnya akad, dia mengatakan “Kalo mereka klik 
dengan akad kita, baru kita masuk ke product knowledge”.  Kemudian Maulana 
memberikan penjelasan lanjutan saat peneliti bertanya “kenapa akad mas?” 
Karena kalo misalnya mereka tidak (klik) dengan akad kita, misalnya gini 
Pak.  Dalam dia akad, tiba-tiba dia menggunakan dana bank ataupun 
dana koperasi untuk mensuplai dana tersebut.  Dia terkena riba, iya kan.  
Sementara kita menyampaikan tanpa riba, itukan tidak nyambung.  Kita 
kan tahu dia berakad seperti itu, jadi disitu seperti ada syubhat ketika dia 
berakad walaupun awalnya kita yakin di menggunakan dana pribadi 
ketika diverifikasi.   
 
Saat peneliti mengkonfirmasi jawaban Maulana kepada Dheya mengenai 




atau ditolak, maka Dheya memberikan jawaban “iya, ditolak” sambil tersenyum 
karena melihat keheranan peneliti mendengar penjelasan seperti itu. 
Dalam pengaturan struktur organisasi, Kamarudin juga mendasarkan 
aktivitasnya pada bentuk akad yang dapat digunakan.  berikut penjelasannya: 
Kita butuh manajer-manajer untuk setiap proyek itu.  Nah manajer ini 
saya syirkah sama mereka. 
 
Dalam proses perekrutan pegawai, penggunaan akad juga dijadikan dasar 
dalam bertransaksi.  “Menggunakan akad ijarah”, ujar Kamarudin singkat.  Akad 
juga digunakan dalam melakukan pengelolaan arus kas terkait konsekuensi-
konsekuensi akad yang muncul.  Konsekuensi yang menjadi kewajiban bagi 
mereka menjadi prioritas utama untuk dipenuhi, seperti saat memperlakukan 
karyawan yang menggunakan akad ijarah tanpa memperhatikan keadaan kas 
yang mereka miliki.  Kewajiban perusahaan harus dilaksanakan ketika karyawan 
telah memenuhi tanggungjawab yang diberikan kepada mereka.  Perlakuan 
berbeda diberikan kepada manajer yang menggunakan akad syirkah karena hak 
pemilik hanya berupa bagi hasil.  Hal tersebut seperti yang diungkapkan 
Kamarudin berikut: 
Karena akad nya ijarah, dan mereka bekerja sesuai dengan jobdis yang 
ada, kalau jobdis dikerjakan sesuai dengan protapnya, mereka akan 
mendapatkan hak sesuai dengan dijanjikan diawal.  Entah perusahaan 
lagi rugi, itu di luar (tanggungjawab) mereka.  Akad nya ijarah, kan.  
Beda hal kalau misalkan akad nya syirkah. 
 
Aktivitas menjalankan bisnis yang sangat memperhatikan akad tidak berhenti 
dalam proses pembentukan bisnis, perolehan bahan baku (lahan), dan 
pengelolaan organisasi saja, namun juga berlangsung saat berinteraksi dengan 
konsumen.  Saat berinteraksi dengan konsumen, hal yang mereka perhatikan 
tidak berhenti pada proses jual beli produk, namun interaksi yang terjadi 
setelahnya juga diperhatikan agar tetap dalam aturan yang telah ditunjukkan oleh 




melunasi hutang, mereka tidak langsung menyita barang jaminan (jika ada 
barang jaminan), namun justru membantu konsumen menjualkan barang jaminan 
jika mereka meminta bantuan untuk menjualnya tanpa mengurangi hak 
konsumen atas harta mereka seperti penjelasan Dheya berikut: 
Di syariah, kalau ada konsumen telat bayar kita memberikan peringatan 
SP1, SP2, SP3.  Jika sampai SP3 ada kesepakatan beliau tidak mampu 
lagi membayar, tidak ada kemungkinan untuk membayar, kita 
memberikan opsi kedua yaitu dengan menjualkan.  Uang dia yang 
masuk ke kita (hasil penjualan jaminan) kita kembalikan 100%, sisa 
hutangnya itu dari harga jual (barang jaminan) kita kembalikan ke 
developer 
 
Dheya menjelaskan alasan ditempuhnya prosedur tersebut “karena dalam 
syariah nya memang begitu”, dan diiringi oleh tawanya yang renyah setelah 
memberikan jawaban singkat tersebut.  Kamarudin juga menjelaskan hal serupa 
dalam pernyataannya berikut: 
Jadi kalau misalnya terlambat mengangsur kita mengeluarkan yang 
namanya SP1.  SP1 Itu berisi mengingatkan dan intinya bahwa 
kewajibannya itu sudah telat.  Kita ingatkan dengan hadits-hadits dan 
ayat-ayat Al-Qur’an tentang efeknya di dunia dan di akherat.  Kemudian 
tidak ditanggapi, tidak ada perkembangan, keluar SP2.  Setelah itu SP3.  
Ketika SP3 tidak dihiraukan kembali barulah kita menggunakan solusi 
itu.  Kalau betul-betul tidak bisa bayar maka rumah yang ini silahkan 
dijual Bu.  Kita memberi waktu 3-4 bulan untuk menjual sendiri.  Kalau 
misalnya kita tunggu ternyata tidak laku, kita bantu menjualkan dengan 
harga ditentukan oleh si yang punya.  Kalau misalnya tidak laku juga kita 
menjualkan.  Maka kita berinisiatif untuk membeli sendiri properti itu, tapi 
tidak ada kesepakatan (di awal).  kita berinisiatif membelinya dengan 
harga sesuai kesepakatan.  Tentu developer minta harga murah kan, 
selaku pembeli, itu wajar.  Sementara penjual minta harga mahal itu 
wajar. 
 
Perhatian terhadap akad dan konsekuensi nya juga terlihat saat 
pelaksanaan eksekusi jaminan.  Penjelasan Kamarudin diawali dengan 
pandangannya mengenai jaminan bukanlah sesuatu yang harus ada meskipun 
itu adalah hak penjual karena dia menganggap konsumen nya adalah orang 
yang amanah.  Anggapan tersebut diperoleh setelah melalui proses interview 




Ada, tapi jarang kami terapkan.  Karena rata-rata konsumen itu kita lihat 
amanah.  Kita juga bisa melihat orangnya dari karakternya, kan ada 
interview di awal.  Kita minta jaminan itu pada saat kita agak ragu-ragu 
dengan seseorang.  Tapi bukan berarti itu baku.  Kapan jaminan itu 
ditarik dan jaminan nya senilai berapa, itu tergantung keridhoan sesama 
aja.  Tapi bagi developer akan mikir dari aspek nilainya tentu, 
bagaimana caranya supaya saya aman nanti kalau ada kemacetan. 
 
Kepercayaan terhadap konsumen diperoleh melalui proses interview yang 
bersifat personal kepada mereka sebagai dasar penentuan apakah akan 
meminta jaminan ataukah tidak. 
Jadi kalau kita percaya ke orang itu dan kemudian kita lihat dari hasil 
interview ke tetangga-tetangga misalnya orangnya baik, amanah, tidak 
ada persoalan.   
 
Demikian pula saat akan mengeksekusi jaminan, dia kembali 
memperhatikan ketentuan Islam terkait hal tersebut.  Menurutnya jaminan hanya 
boleh dieksekusi jika telah mendapat persetujuan dari pemiliknya (konsumen) 
untuk dijual karena jaminan itu masih milik konsumen, sehingga dia tidak dapat 
menjual jaminan sesuai keinginannya sendiri. 
Nah jaminan itu pentingnya ketika serah-terima kunci itu sudah kita 
serahkan, barulah jaminan itu punya kepentingan ke kita menjaga 
sewaktu-waktu kalau cicilan nya itu berhenti di tengah jalan, kita bisa 
eksekusi atas ijin nya dia. 
 
Keterangan tersebut semakin dipertegas ketika peneliti menanyakan “atas 
ijin nya dia (konsumen)?”, Kamarudin memberikan alasannya karena tidak 
langsung mengeksekusi barang jaminan seolah mengerti arah pertanyaan 
peneliti yang ingin menanyakan “mengapa?” 
Atas ijin.  tidak boleh dieksekusi seperti bank konvensional itu, kan 
bukan milik kita itu.   
 
Pada akhirnya dapat dipahami bahwa dalam transaksi yang menggunakan 
konsep akad jual beli dalam Islam tidak memungkinkan adanya denda dan juga 
sita, sehingga rasa keadilan akan diperoleh oleh pihak yang menggunakan 





Jadi sama-sama adil, ada aspek keadilan dalam skema itu karena 
konsumen tidak dizalimi. 
 
Saat peneliti bertanya tentang kemungkinan konsumen yang mempercepat 
pembayaran kredit apakah akan diberi bonus/hadiah, ataukah semacam penalti 
atau apapun istilahnya, dengan antusias Kamarudin memberikan jawabannya 
seraya meletakkan sebagian buah duku yang sudah dibukanya ke atas meja: 
Tidak boleh kemudian ketika konsumen mempercepat pembayaran, dia 
meminta diskon, apalagi karena kesepakatan, itu tidak boleh.  Karena itu 
berarti menyalahi akad diawal.  Atau bahkan bisa jatuh ke dalam dua 
akad dalam satu transaksi.  Pun, kalau kita ada ngasih diskon itu tidak 
ada dalam ketetapan.  Diskon tiba-tiba saja.  Jatuh kepada akad hadiah 
aja.  Sukarela aja, dan masuk kepada akad hadiah.  Dan hadiah kepada 
sesama muslim, saya kira itu sangat dianjurkan. 
 
Dari penjelasan tersebut, edukasi ternyata tidak hanya mengenai pentingnya 
menghindari riba, namun juga akad-akad yang terjadi diantara mereka, beserta 
beragam konsekuensi akad tersebut.  Edukasi mengenai akad dilakukan agar 
mereka (penjual dan pembeli) tidak masuk ke dalam hal-hal yang dapat 
membuat akad menjadi rusak ataupun batal.  Berikut pernyataannya: 
Dari aspek edukasi misalnya bahaya riba, akad-akad batil, kemudian 
ketidak bolehan adanya transaksi bermasalah kita utarakan dan 
konsekuensi-konsekuensi nya. 
 
Akad akan menentukan transaksi mereka bernilai halal atau haram: 
Jadi akad itu adalah posisi yang sangat penting dalam transaksi jual 
beli, dan transaksi apapun.  Akad inilah yang akan membedakan nanti 
apakah yang kita dapat bernilai halal atau haram. 
 
Perhatian mereka tidak berhenti pada aspek riba, namun juga kepada aspek 
lainnya seperti akad yang digunakan dalam transaksi kepada beragam pihak, 
terutama kepada konsumen.  Upaya tersebut disampaikan oleh Kamarudin 
dalam penjelasan berikut: 
Betul-betul akad batil itu betul-betul tidak ada gitu.  Peluang-peluang 
terjadinya akad batil itu tidak akan kita lakukan seperti yang saya 





Akad merupakan pernyataan dari masing-masing pihak mengenai aktivitas 
bisnis yang akan mereka lakukan.  Jika akad telah dilakukan menurut ketentuan 
Islam, maka transaksi/aktivitas bisnis tersebut memiliki konsekuensi berupa 
manfaat ataupun kewajiban masing-masing pihak yang terlibat.  Jika akad tidak 
ada, maka akan terjadi ketidakjelasan dalam transaksi yang dilakukan: 
Akad itu adalah ucapan dari seorang pembeli dan penjual.  Sederhana 
sebetulnya, tapi itulah nanti dia apakah statusnya halal apa haram...  
Akad jual beli kalau tidak ada redaksional akad di dalamnya, maka 
barang yang kita dapat itu statusnya tidak jelas bagi kita, bukan halal 
bagi kita.  haram, dan keharaman itu konsekuensi nya jelas, dosa. 
 
Ketidakjelasan akad berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari 
yaitu adanya pihak yang dizalimi.  Contohnya jika ada pemilik lahan yang tidak 
memahami akad jual beli, akan menimbulkan tambahan harga di luar akad yang 
telah disepakati, seperti yang diungkapkan Kamarudin berikut: 
Contoh misalnya setiap minta tanda tangan, dalam pandangan islam 
kan mereka (pemilik lahan) pemilik.  tidak boleh dia meminta selain 
pembayaran lahan.  Ada pemilik lahan yang tidak mengerti itu, dia 
maunya setiap tanda tangan dia dihargai di luar harga lahan itu. 
 
Ketidakjelasan akad juga dapat terjadi jika pihak yang terlibat dalam jual beli 
tidak jelas.  Hal tersebut dialami oleh Hasyim yang menerima harga bukan dari 
pemilik sebenarnya.  Dengan menaikkan kedua alisnya, Hasyim menunjukkan 
ekspresi kekecewaan saat menceritakan pengalamannya ketika bertransaksi 
untuk memiliki tanah di daerah Jalibar: 
Jadi makelar itu menyampaikan ke saya harganya per meter nya 650 
(ribu).  Kemudian fakta di lapangan ternyata harganya 1000.  Jadi sudah 
saya bayar, uang sudah masuk 50%.  Saya baru ketahuan ketika saya 
periksa ke masing-masing petani, pemilik lahan itu.  Ternyata harganya 
saya lihat 900-1000 itu 
 
Jika yang tidak memahami akad adalah pengembang, maka akan 
menimbulkan beragam tambahan selain harga jual beli, seperti denda atau 
apapun istilahnya yang merupakan salah satu bentuk riba.  Selain itu, jika 




hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dan dapat mengarah pada 
perbuatan yang merugikan pemilik ataupun karyawan. 
Pada akhirnya akad dalam transaksi muamalah akan berdampak pada 
aktivitas bisnis yang dilakukan apakah akan menimbulkan dosa ataukah pahala, 
dan juga akan berimplikasi kepada status harta yang diperoleh.  Penjelasan  
akad dan berbagai konsekuensi nya terlihat dalam pernyataan berikut: 
Pentingnya akad itulah yang membuat kita memperhatikan akad itu 
betul-betul.  Supaya akad itu betul-betul syar’i dan berimplikasi kepada 
harta yang kita dapat. 
 
Karena kan bagi seorang muslim setiap langkahnya di dunia ini, hanya 
dua pilihan saja, apakah bernilai pahala atau dosa.  yang menentukan 
nilainya pahala atau dosa dalam transaksi muamalah, di akad itu. 
 
Perintah dalam Islam untuk memperhatikan asal-usul dan penggunaan harta 
yang diperoleh mengakibatkan mereka sangat memperhatikan status harta yang 
mereka kelola, sebagaimana penjelasan Kamarudin berikut: 
Hartamu ditanya dua, yang pertama dari mana kita mendapatkan harta 
itu, kedua adalah kemana harta itu dibelanjakan. 
 
Secara singkat, keterikatan terhadap akad dapat dilihat dari tabel berikut: 
Tabel 6.  Keterikatan Terhadap Akad, Bentuk Ketaatan Terhadap Aturan 
Islam 



















barang yang kita 
dapat itu 
statusnya {tidak 
jelas} bagi kita, 
bukan halal bagi 
kita.  haram, 
dan keharaman 
itu konsekuensi 
nya jelas, dosa 
 




dunia ini, hanya 
dua pilihan saja, 
apakah bernilai 
pahala atau 
dosa.  yang 
menentukan 
nilainya pahala 

































halal dan berbuah 
pahala ataukah 
menjadi haram 




Dalam melakukan pengelolaan arus kas, properti tanpa bank harus 
memperhatikan setiap akad yang digunakan pada beragam transaksi yang 
dilakukan.  Akad menjadi sangat penting karena memiliki konsekuensi tersendiri, 
yaitu kejelasan status hak maupun kewajiban yang muncul, dan pada akhirnya 
berakibat pada status perbuatan yang mereka lakukan apakah bernilai pahala 
ataukah dosa. 
 
3.7. Kebutuhan Terhadap Ulama 
Aktivitas properti syariah yang bergerak dengan mengikuti beragam hukum 
Islam tidak dapat dipisahkan dari peran ulama.  Keterikatan terhadap ulama 
sangat mendalam, sehingga jika terdapat pendapat ulama yang dianggap lebih 
kuat dan berkaitan dengan bisnis yang mereka jalani, mereka tidak segan-segan 
mengikutinya.  Hal tersebut peneliti dapatkan ketika ada ulama yang 
berpendapat bahwa dalam aktivitas yang mereka jalankan selama ini memiliki 
kekeliruan dalam hal penggunaan akad dengan konsumen.  Berikut pernyataan 
Kamarudin: 
Kalau saya pribadi, saya mengikuti  pendapat yang diadopsi oleh DPS, 
karena transaksi yang sudah diambil oleh DPS itu, yang saya pahami, 
memang selalu berasal dari Al Qur’an dan As Sunnah, ada rujukan nya. 
 
Keputusan mengikuti ulama berkaitan dengan kesadarannya mengenai 
kemampuan memahami isi Al-Qur’an dan Hadits yang tidak lebih banyak 
dibandingkan dengan ulama yang memiliki keilmuan tentang dua sumber hukum 
Islam tersebut.  Untuk mendapat keberkahan dalam aktivitas bisnisnya, 
Kamarudin memutuskan mengikuti kepada ulama yang dia yakini memiliki 
kemampuan dalam memahami aktivitas bisnis yang dijalaninya serta mampu 





Jadi sebagai seorang pebisnis muslim harus terikat dengan syariah.  
Jadi tidak hanya untung rugi yang didapatkan, tapi juga keberkahan 
yang ingin didapat.  Keberkahan, kehalalan harta yang ingin kita dapat.  
Keberkahan kehalalan itu hanya bisa kita dapat kalau kita merujuk 
kepada Al-Qur’an dan As Sunnah.  Dan pemahaman Al-Qur’an dan As 
Sunnah yang paling tau itu hanya ulama.  Makanya kita ambil rujukan 
ulama. 
 
Ketika ditanyakan mengapa dia menganggap yang paling mengetahui 
hukum Islam hanya ulama, Kamarudin menjelaskan bahwa para ulama lah yang 
mengetahui beragam ilmu yang berkaitan berbagai sumber hukum Islam, 
sebagaimana dalam penjelasan berikut: 
Sumber hukum Islam itu kan Al Qur’an dan As Sunnah, sederhananya 
hanya dipahami oleh orang-orang yang mengerti tentang Al-Qur’an, 
hadits, periwayatan.  Kalo model saya kalo langsung mengambil dari    
Al-Qur’an dan As Sunnah kemungkinan akan banyak kesalahan karena 
tidak mengerti ilmunya. 
 
Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan berikut: 
Ulama itu pentingnya mengambil hadits, atau riwayat, atau sumber-
sumber hukum syariah yang itu adalah kuat menurut ilmu mereka.  
Sehingga tinggal kita pakai saja.  Karena kita tidak punya ilmu tentang 
itu...  Sama halnya dengan sains dan teknologi, berarti kan kita kembali 
kepada ahli dibidang nya.  Itu yang kita pakai. 
 
Kebutuhan para pengusaha yang berbasis pada ketentuan syariah terhadap 














Tabel 7.  Analisis Fenomenologi Kebutuhan Terhadap Ulama 






























Pemahaman      Al-
Qur’an dan    As 
Sunnah {yang 
paling tau} itu 
hanya ulama.  




Islam itu kan Al 






tentang              Al-
Qur’an, hadits, 
periwayatan.  Kalo 
model saya kalo 
langsung 
mengambil dari    

















ilmu mereka.  
Sehingga 
tinggal kita 






































yang dihadapi.  















Praktik bisnis yang dilakukan informan didasarkan pada ketentuan tertentu 
dalam hukum Islam.  Dalam menetapkan ketentuan hukum Islam yang 
digunakan, mereka mengikuti pendapat ulama yang dianggap memiliki 
pengetahuan fikih terkait dengan persoalan muamalah yang dihadapi.  Perilaku 
tersebut dilakukan dikarenakan untuk memahami beragam hukum Islam perlu 
memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan sumber hukum Islam, sementara 
informan merasa tidak memiliki pengetahuan tersebut.  Sehingga agar aktivitas 
bisnis mereka dapat dipertanggungjawabkan dari sisi hukum Islam, mereka 
membutuhkan ulama untuk diikuti pendapatnya.  Dengan demikian dalam 
pengelolaan arus kas yang mengiringi aktivitas muamalah juga memperhatikan 





Sebagai satu mekanisme baru dalam industri yang bergerak dalam 
penyediaan kebutuhan masyarakat terhadap perumahan, properti tanpa bank 
memerlukan adanya solusi yang dapat menggantikan fungsi perbankan dalam 
aktivitas bisnis mereka.  Solusi yang dimaksud berupa pengelolaan cashflow.  
Terdapat dua aktivitas utama yang tidak dapat dipisahkan dari pengembang 
perumahan tanpa bank, yaitu aktivitas bisnis dan aktivitas dakwah.  Pengelolaan 
arus kas sangat memerlukan keterampilan dan intuisi para pelakunya, serta 
kepekaan atas kebutuhan operasional yang bisa jadi akan muncul di kemudian 
hari.  Keterampilan yang dimaksud berupa keterampilan menentukan prioritas 
dalam pengeluaran yang juga harus menyesuaikan dengan kas yang tersedia.  
Properti syariah tanpa bank sangat berkaitan dengan lingkungan sekitarnya, 
yaitu lingkungan masyarakat maupun lingkungan alam di sekitar mereka. 
Akad berupa ucapan ataupun tulisan yang menunjukkan kesepakatan para 
pelaku usaha dalam Islam merupakan salah satu penentu apakah aktivitas bisnis 
yang dilakukan telah mengikuti ketentuan syariah ataukah tidak.  Akad memiliki 
implikasi syariah berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berakad.  
Aktivitas properti syariah yang bergerak dengan mengikuti beragam hukum Islam 
tidak dapat dipisahkan dari peran ulama.  Keterikatan terhadap ulama terasa 
sangat mendalam, sehingga jika terdapat pendapat ulama yang dianggap lebih 







PENGGALIAN KETENTUAN-KETENTUAN SYARIAH (FAKTA KAULIYAH) 
 
Hai manusia sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari 
Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit (yang ada) dalam dada dan petunjuk 
serta rahmat bagi orang-orang yang beriman 




Al Qur’an telah mengabarkan bahwa manusia diciptakan disertai beragam 
sifat jelek sebagai fitrah mereka.  Diantara sifat tersebut antara lain lemah               
(An Nisa: 28), zalim dan bodoh (Al Ahzab: 72), melampaui batas (Al Alaq: 6), dan 
sebagainya.  Manusia hanya dapat memperhatikan yang tampak oleh 
pandangannya, namun tidak dapat memastikan sesuatu dibalik penghalang yang 
menghalangi pandangan mereka.  Begitu pula dengan pemikiran, manusia hanya 
dapat memikirkan segala hal tergantung pada informasi yang telah mereka miliki 
dan membutuhkan petunjuk/informasi atas segala hal yang ada di sekelilingnya.  
Hal tersebut dikarenakan manusia adalah makhluk yang lemah dan terbatas 
dalam pandangan, pendengaran, bahkan pemikirannya, dan membutuhkan 
sesuatu yang lebih darinya, yaitu Al-Khaliq, Allah SWT.   
Allah SWT telah menghadirkan Islam kepada umat manusia agar mereka 
mendapatkan cahaya di tengah-tengah kehidupan (Al Maidah: 44) dan kemudian 
mereka mendapat petunjuk darinya untuk menjalankan beragam aktivitas di 
dunia (Ali Imran: 4).  Menjadi wajar karenanya bagi orang-orang yang meyakini 





yang khas dan konstan dalam situasi dan kondisi apapun.  Dengan Islam pula 
manusia tersebut mengikatkan diri dan akhirnya terbentuk pada dirinya suatu 
kepribadian yang menjadikan jiwa dan pikirannya tidak akan merasa tenang dan 
bahagia, kecuali dengan pola hidup yang mengikuti pola kehidupan yang diatur 
oleh Islam. 
Begitu pula dalam memahami “mengapa” para praktisi perumahan tanpa 
bank menjadikan Islam sebagai landasan bisnis mereka, peneliti merasa tidak 
akan mendapat kenyamanan dalam berfikir tanpa mengembalikan informasi 
tersebut kepada sumber yang mereka pakai sebagai jawaban, yaitu Islam.  Oleh 
karena itu Bab ini akan memaparkan penjelasan mengenai pemikiran Islam yang 
membentuk kesadaran yang ada dalam diri informan praktisi perumahan tanpa 
bank. 
 
4.2. Pandangan mengenai Harta dan Kepemilikan 
Islam sebagai suatu aturan dalam kehidupan memberikan tuntunan dalam 
pengelolaan harta bagi setiap muslim.  Ustadz Sigit menjelaskan bahwa segala 
bentuk harta yang dapat dimiliki dan dapat digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan seorang muslim harus memenuhi dua kriteria berikut secara 
bersamaan, yaitu memiliki manfaat dan juga diperbolehkan oleh syariah untuk 
dimanfaatkan.  Istilah harta (maal) memiliki perbedaan dengan kekayaan 
(tsarwah).  Ustadz Sigit memberikan secara singkat mengenai perbedaannya 
bahwa harta hanya berupa benda (materi), sementara kekayaan lebih luas dari 
harta, tidak hanya berupa materi namun juga bersifat non-materi seperti 
kecakapan seseorang.  Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa setiap benda 
yang dapat digunakan oleh manusia dalam kehidupan di dunia merupakan harta, 




dan pakaian termasuk dalam kategori harta (Yusanto & Widjajakusuma, 2002, p.  
18). 
Harta di dalam Islam harus memenuhi dua kriteria, yaitu dapat dimanfaatkan 
dan diperbolehkan syariah untuk dimanfaatkan.  Dengan mengutip definisi harta 
oleh Syaikh Rowwas Qol’ah Ji, Ustadz Sigit mengatakan bahwa harta adalah 
“segala sesuatu (benda) yang dapat dimanfaatkan dari apa-apa yang secara 
syariah boleh dimanfaatkan”.  Dilihat dari zat nya harta dapat memiliki manfaat 
tertentu, namun tidak boleh dimanfaatkan oleh muslim, baik untuk 
diperdagangkan, disewakan, dipinjamkan, dihibahkan, bahkan dikeluarkan zakat 
nya, sehingga setiap hasil dari transaksi atas harta tersebut tidak tergolong harta 
bagi umat Islam.  Ustadz Sigit menambahkan harta tersebut harus “diberi sifat 
haram”, yang biasa dikenal oleh masyarakat dengan istilah harta haram. 
Keberadaan sifat halal dan haram pada harta merupakan sesuatu yang khas 
dalam Islam, dan yang membedakannya dengan konsep harta dalam pandangan 
kapitalisme.  Ustadz Sigit kemudian menjelaskan makna harta dalam kapitalisme: 
Jadi disini ada perbedaan antara pengertian harta antara kapitalisme 
dengan Islam.  Kalau dalam kapitalisme, harta itu segala sesuatu materi 
atau benda yang memiliki utility, memiliki manfaat.  Apakah itu halal atau 
haram, itu bukan kriteria. 
 
Paham kapitalisme yang memandang utility merupakan satu-satunya faktor 
dalam menentukan status harta apakah layak disebut barang dan jasa ekonomi 
didasari pandangan mereka mengenai kebutuhan manusia dan alat pemenuhan 
nya yang hanya berupa kebutuhan yang bersifat materi tanpa memandang 
kebutuhan non-materi seperti kebutuhan spiritual.  Selama masih ada yang 
menginginkannya, maka barang atau jasa dianggap tetap memiliki nilai ekonomi 
tanpa memperdulikan halal dan haramnya (H.  Abdurrahman, 2016, p.  31). 
Pandangan harta halal maupun harta haram dalam Islam tidak terlepas dari 




titipan atau amanah dari Allah kepada manusia”.  Ustadz Sigit menjelaskan 
bahwa istikhlaf memiliki dua pemahaman inti yang saling berkaitan dalam 
menjawab pertanyaan mengapa harus ada ketentuan “sesuai dengan syariah, 
bukan manfaat saja?”.  Pertama, “harta benda bahkan alam semesta, pemilik 
sebenarnya itu adalah Allah”, dengan demikian pemilik hakiki harta benda adalah 
Allah SWT.  Pandangan khas mengenai kepemilikan harta di dalam Islam 
didasarkan firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 120 yang artinya sebagai 
berikut: 
Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di 
dalamnya; dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.   
 
Ayat tersebut menerangkan bahwa alam semesta, termasuk manusia adalah 
ciptaan Allah, dan segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit merupakan hak 
milik Allah secara mutlak.  Kepemilikan individu ataupun masyarakat terhadap 
harta bukanlah sesuatu yang mutlak, namun relatif (Budiman, 2014; 
Mulawarman, 2011, p.  13; Triyuwono, 2015, p.  356; Zulaekah, 2015). 
Ustadz Sigit memberikan penjelasan mengenai tidak adanya pelibatan unsur 
agama dalam pandangan kapitalisme mengenai harta.  Dalam pandangan 
kapitalisme terdapat paham sekularisme yang mendasarinya, sehingga 
mengharuskan pemisahan agama dari kehidupan.  Dalam paham kapitalisme 
Tuhan dipensiunkan (retired God) dan manusia diberikan kewenangan untuk 
menentukan baik-buruknya sesuatu sehingga berakibat munculnya kezaliman 
terhadap sesama manusia, ketimpangan ekonomi dan sosial, perusakan alam, 
dan lainnya (Budiman, 2014).  Maka tidaklah mengherankan jika akhirnya dalam 
aktivitas ekonomi yang bersifat kapitalistik, termasuk aktivitas bisnis, tidak 
diharuskan untuk bersandar pada ketentuan agama apalagi pertimbangan halal 
dan haram, termasuk di dalamnya pandangan mengenai harta dan 




Kenapa dalam kapitalisme pembahasan harta tidak dikaitkan dengan 
agama, tidak dikaitkan dengan halal-haram, karena sistem ekonomi 
kapitalis itu landasannya adalah sekularisme.  Jadi kalau ibarat pohon, 
akarnya itu adalah paham sekularisme, pemisahan agama dari 
kehidupan.  Akarnya ini menghasilkan cabang-cabang, ada cabang 
sistem ekonominya, sistem politiknya, sistem sosialnya.  Nah sistem 
ekonominya kapitalis.  Berarti memang sejak akarnya memisahkan 
agama dari ekonomi, sekularisme itu. 
 
Pemahaman berikutnya dari konsep istikhlaf adalah “Allah sebagai pemilik 
yang sebenarnya mengamanahkan atau menitipkan harta itu kepada manusia”.  
Di dalam pemahaman ini Allah menitipkan atau mengamanahkan harta-Nya 
kepada manusia.  Ustadz Sigit kemudian menerangkan bahwa konsep yang 
kedua ini memiliki akibat bahwa manusia sebagai pihak yang dititipi harta harus 
bertindak sesuai dengan kehendak Sang Pemilik Harta. 
Implikasinya adalah, karena harta itu titipan dari Allah, maka 
mengelolanya harus sesuai dengan kehendak Allah.  Karena harta itu 
bukan milik kita sebenarnya, tapi milik Allah.  Ketika Allah mengatakan 
haram riba itu, ya terserah Allah, karena Dia yang menitipkan kepada 
kita.  Terserah Allah, karena Allah yang punya. 
 
Manusia hanya memiliki hak pakai atas amanah yang diberikan, sehingga 
wajib mengelola harta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah 
SWT.  Allah SWT telah memberitahukan bahwa harta merupakan perhiasan 
dunia yang penuh tipu daya, yang akan hilang dan tidak kekal.  Namun 
pandangan seorang muslim terhadap harta juga tidak boleh mengharamkan 
dirinya atas harta, namun dia harus terus bersyukur kepada Allah atas harta yang 
diterimanya dengan mengelolanya secara baik.  Dalam praktiknya dilakukan 
dengan mendapatkannya melalui cara yang halal dan membelanjakannya tidak 
berlebihan ataupun kikir (Al-Faizin & Nashr, 2018, p.  162). 
 
4.3. Kekayaan dan Distribusi nya 
Hak kepemilikan individu atas kekayaan diakui di dalam Islam (Manzilati, 




kepemilikan yang diakui dalam Islam, diantaranya melalui bekerja, selama tidak 
menzalimi orang lain.  Hal tersebut berbeda dengan pandangan kapitalisme yang 
sangat menjunjung tinggi kepemilikan individu, sehingga memberikan kebebasan 
hak kepemilikan yang seluas-luasnya kepada tiap individu.  Pandangan 
kapitalisme memiliki prinsip you get what you deserve, sehingga orang kaya tidak 
memiliki kewajiban memperhatikan orang miskin dan tidak terdapat hak orang 
miskin untuk meminta bantuan kepada orang kaya. 
Peningkatan kekayaan bagi tiap individu merupakan kegiatan yang tidak 
dapat dipisahkan dengan distribusi nya, sehingga kedua aktivitas tersebut harus 
berjalan beriringan (Manzilati, 2016, p.  372).  Dalam ekonomi Islam 
pertambahan harta bukanlah tujuan akhir, namun hanya merupakan tujuan 
antara yang akan membawa pada peningkatan kesejahteraan masyarakat 
secara menyeluruh agar kebaikan tidak hanya akan dirasakan oleh individu-
individu yang terlibat secara langsung dalam transaksi bisnis, tetapi juga oleh 
masyarakat secara luas.   
Mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam dapat dilakukan melalui dua 
cara, yaitu mekanisme ekonomi dan non-ekonomi (Manzilati, 2016, p.  374).  
Mekanisme ekonomi dilakukan melalui aktivitas ekonomi produktif berupa 
pengembangan harta dengan berbagai kegiatan muamalah yang bertujuan 
memperoleh keuntungan.  Mekanisme ekonomi ditempuh melalui pemberian 
kesempatan yang luas untuk aktivitas yang menjadi sebab-sebab hal milik seperti 
bekerja; pengembangan hak milik, seperti berdagang dan melakukan aktivitas 
syirkah; ataupun beragam pengaturan lainnya.  Distribusi kekayaan melalui 
mekanisme ekonomi yang sangat bertumpu pada mekanisme pasar sering 
mengalami kegagalan (market failure) karena tidak dapat menyelesaikan 
masalah ekonomi yang terkait dengan keadilan ataupun pemerataan distribusi 




melengkapi mekanisme ekonomi dengan mekanisme non-ekonomi.  Mekanisme 
non-ekonomi dilakukan tidak melalui kegiatan ekonomi produktif di tengah 
masyarakat, tetapi melalui berbagai aktivitas yang dapat menghadirkan 
kesejahteraan sosial seperti zakat, wakaf, infak, dan lainnya.  Mekanisme        
non-ekonomi dapat dipahami sebagai aktivitas yang dilakukan tidak dalam 
rangka memperoleh keuntungan sebagaimana dalam aktivitas ekonomi, namun 
lebih bersifat kebaikan/tabarru’.  Dengan demikian, aktivitas apapun yang 
dilakukan setiap muslim dalam aktivitas bisnis memiliki efek yang lebih luas 
dalam peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat umum selama beragam 
ketentuan dalam Islam dipatuhi. 
Distribusi kekayaan melalui mekanisme non-ekonomi yang dilakukan oleh 
individu muncul karena adanya dorongan untuk memperoleh pahala dari Allah 
SWT, dan merupakan keunggulan sistem ekonomi Islam atas beragam sistem 
ekonomi lainnya karena tidak hanya berdimensi dunia, namun juga berdimensi 
akhirat (Triono, 2017a, p.  430).  Mekanisme distribusi harta dalam Islam memiliki 
status hukum yang bertingkat, yaitu wajib dan sunnah.  Jika status hukum dari 
pengeluaran tersebut adalah wajib, maka apapun yang terjadi seseorang akan 
tetap mengeluarkan harta tersebut karena ketundukan nya terhadap ketetapan 
Allah SWT.  Begitu pula jika status hukumnya adalah sunnah, maka dengan 
dimensi akhirat yang ada di dalamnya akan memberikan dorongan yang luar 
biasa bagi seseorang untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah SWT dengan 
mengharap pahala yang besar dari Allah SWT sebagaimana firman dalam Surat 
Al-Baqarah ayat 245 berikut: 
Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang 
baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat 
gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.  






Sistem ekonomi Islam yang menyediakan penghargaan bagi individu untuk 
mengeluarkan hartanya di jalan Allah akan memiliki dampak yang sangat besar 
bagi individu tersebut maupun juga bagi lingkungan di sekitarnya.  Mekanisme 
distribusi yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi mampu memberikan 
kemakmuran ekonomi bagi seluruh individu di dalamnya, bukan sekedar bagi 
segelintir individu maupun kelompok tertentu.  Pada akhirnya ekonomi akan 
tumbuh dan berkembang secara bersama-sama (Triono, 2017a, p.  433), dan 
kemakmuran akan didapat sebagaimana janji Allah SWT dalam firman-Nya surat 
Al-Baqarah ayat 276 berikut: 
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak 
menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat 
dosa. 
 
4.4. Pengelolaan Arus Kas  
Islam telah menetapkan kepada setiap muslim untuk bekerja dalam 
memperoleh harta.  Kewajiban tersebut antara lain telah disampaikan oleh Allah 
di dalam Al Qur’an surat Al-Mulk ayat 15 berikut: 
Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di 
segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. 
 
Allah tidak membiarkan manusia dalam memenuhi kewajiban tersebut tanpa 
ada arahan dari-Nya.  Melalui beragam ketentuan di dalam Islam, Allah SWT 
telah memberikan petunjuk bagi manusia dalam membelanjakan harta 
sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur’an Surat Al-An’aam ayat 141: 
...Dan, janganlah kalian berbuat israf (menafkahkan harta di jalan 
kemaksiatan).  Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang 
berbuat israf. 
 
Begitu pula dengan informasi yang diberikan oleh Rasulullah dalam hadits 
berikut: 
Kedua telapak kaki seorang anak Adam di hari kiamat masih belum 
beranjak sebelum ditanya kepadanya mengenai lima perkara: tentang 




dilakukannya; tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan untuk apa 
dia belanjakan; dan tentang ilmunya, apa yang dia kerjakan dengan 
ilmunya itu. (HR Ahmad) 
 
Melalui ayat Al-Qur’an dan hadits di atas dapat ketahui bahwa dalam 
pengelolaan harta yang dititipkan Allah kepada setiap muslim ternyata tidak 
hanya dalam cara memperolehnya saja, namun juga dalam membelanjakannya.  
Hal tersebut telah disadari oleh informan praktisi seperti yang telah disampaikan 
pada bab sebelumnya, bahwa mereka tidak hanya menyadari pentingnya 
memahami pengelolaan arus kas sebagai pengelolaan kas masuk dan keluar 
dari aspek bisnis saja, namun juga pentingnya pengaturan arus kas agar sesuai 
dengan tuntunan Islam.  Sehingga arus kas yang dipahami oleh para praktisi 
muslim dalam bisnis properti syariah yaitu sebagai cara dalam mengatur kas 
masuk dan kas keluar yang harus memperhatikan ketentuan halal dan 
haramnya. 
 
4.4.1. Perolehan Harta 
Islam memberikan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, namun tidak 
diberikan seluas-luasnya sebagaimana dalam kapitalisme.  Islam juga tidak 
membatasi pengembangan harta sebagaimana yang terdapat dalam pandangan 
sosialisme.  Tuntunan Islam dalam mendapatkan harta berbeda dengan tuntunan 
kapitalis yang berpendapat bahwa harta merupakan milik masing-masing individu 
masyarakat karena harta tersebut didapatkan melalui kerja kerasnya.  Oleh 
karena itu, seseorang memiliki hak yang penuh atas harta tersebut dan juga 
pembelanjaan nya.  Pandangan Islam mengenai harta juga berbeda dengan 
sosialisme yang berpendapat bahwa harta seharusnya dimiliki bersama oleh 
semua warga negara, dan negara bertindak sebagai wakil dari masyarakat dalam 
mengelola harta tersebut dengan mendistribusikannya secara merata kepada 




Islam telah menetapkan beragam cara dalam mengembangkan kepemilikan 
harta, diantaranya melalui perdagangan (Triono, 2017a, p.  391).  Ustadz Sigit 
menjelaskan bahwa keuntungan dalam berdagang tidak ada batasan 
kuantitatifnya, namun hanya ada batasan kualitatif.  Berikut penjelasan Ustadz 
Sigit: 
Batasan kuantitatif tidak ada, yang ada kualitatif, yang penting 
keuntungan itu halal, sudah.  Jadi tidak ada batasan kuantitatif misalnya 
keuntungan itu maksimal 30% dari harga perolehan, tidak ada.  Boleh 
mengambil keuntungan sampai 100% dari harga perolehan. 
 
Pendapat beliau yang menyatakan tidak ada batasan keuntungan tersebut 
didasarkan pada surat An-Nissa’: 29 dan juga hadits Rasulullah SAW.  Beliau 
menyarankan peneliti mengutip tulisannya yang telah tersebar di internet.  Dalam 
tulisannya, Al-Jawi (2013) memberikan penjelasan sebagai berikut: 
Dalil tidak adanya batasan laba maksimal yang tertentu, adalah dalil-
dalil tentang perdagangan yang bermakna mutlak, yaitu tanpa ada 
ketentuan batas maksimal laba yang tak boleh dilampaui.  Misalnya 
firman Allah SWT (artinya): “Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perdagangan (tijarah) yang berlaku dengan suka sama 
suka (saling ridha) di antara kamu. 
 
Kedua, penetapan batas maksimal laba sepertiga (tsuluts) bertentangan 
dengan nash-nash syariah yang membolehkan laba lebih dari sepertiga.  
Dari ’Urwah RA, bahwa Nabi SAW pernah memberikan kepadanya uang 
1 dinar untuk membelikan seekor kambing untuk Nabi SAW.  Kemudian 
Urwah membeli dua ekor kambing dengan uang itu, lalu Urwah menjual 
salah satu dari dua ekor kambing itu seharga 1 dinar.  Urwah kemudian 
datang kepada Nabi SAW dengan membawa 1 ekor kambing dan uang 
1 dinar, Nabi SAW pun mendoakan keberkahan bagi Urwah.  (HR 
Bukhari, no 3642).  Hadits ini membolehkan laba 100 persen, karena 
Urwah awalnya membeli 1 kambing dengan harga ½ (setengah) dinar, 
lalu menjualnya kembali dengan harga 1 dinar.  (Yusuf Qaradhawi, Hal li 
Ar Ribhi Had A’la, hlm.  76).” 
 
Selain halal, batasan kualitatif lainnya yang disampaikan Ustadz Sigit yaitu 
tidak menjual dengan harga yang jauh dari harga pasar (jauh lebih tinggi atau 
jauh lebih rendah) atau yang sebut dengan istilah Ghaban Fahisy, ihtikar 
(menimbun), ghisy (menipu), dharar (menimbulkan bahaya), tadlis 




juga berpendapat bahwa dalam aktivitas jual beli, Islam memberi petunjuk dalam 
memenuhi kebutuhan dan keuntungan dengan jalan yang halal zat maupun 
perolehan nya, sehingga akan mencegah terjadinya eksploitasi kekayaan yang 
mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. 
Pada Bab III telah disampaikan bahwa salah satu upaya informan praktisi 
dalam menjaga agar kas mereka tetap sehat yaitu dengan kreativitas mereka 
yang menjual produk dengan harga yang lebih rendah untuk mendapatkan kas.  
Peneliti menanyakan praktik tersebut kepada Ustadz Sigit apakah hal tersebut 
termasuk ghaban fahisy atau tidak, Ustadz Sigit memberikan penjelasan sebagai 
berikut: 
Dalam aturan Islam, tidak hanya kemudian silahkan kamu bisa 
mengambil keuntungan, tidak ada batas kuantitatifnya, sampai 100% 
juga boleh.  Tapi nanti ada batas kualitatif.  Kualitatif nya itu tidak boleh 
menjual barang jauh dari harga normal di pasar.  Batasannya seperti itu.  
Itu namanya ghaban fahisy.  ghaban fahisy itu artinya menjual barang 
terlalu mahal atau terlalu murah yang jauh dari harga normal di pasar, 
itu tidak boleh.  Nominalnya memang tidak ada batasan kuantitatif, tapi 
batasannya seperti itu. 
 
Ghaban Fahisy itu bagian dari penipuan.  Yang tidak boleh, ketika ada 
yang tidak tahu harga pasar, ataupun juga jual beli dengan terpaksa.  
Ghaban fahisy berbeda dengan jual rugi.  Namun jika secara sadar 
menjual dengan harga yang jauh lebih rendah sehingga jual rugi untuk 
mendapatkan kas, dibolehkan dalam Islam.  Kalo dia mau jual rugi tidak 
papa.  Ghaban fahisy itu kalau dia tidak tau harga, artinya dia itu 
mengalami penipuan. 
 
Melalui penjelasan informan ulama dan penelusuran literatur terkait 
ketentuan Islam mengenai perolehan harta di atas, dapat diketahui bahwa Islam 
telah menetapkan ketentuan dalam memperoleh harta yang dilakukan melalui 
perdagangan.  Ketentuan tersebut berupa tidak membatasi keuntungan yang 






4.4.2.  Pengeluaran Harta dengan Skala Prioritas 
Informan praktisi menyatakan bahwa mereka juga harus memperhatikan 
skala prioritas dalam mengeluarkan kas yang telah diperoleh.  Peneliti merasa 
perlu untuk mengetahui bagaimana penentuan skala prioritas yang ada di dalam 
Islam kepada informan ulama.  Ustadz Sigit menjelaskan bahwa skala prioritas 
dalam pembelanjaan harta seorang muslim dapat dibagi menjadi 3 (tiga) aktivitas 
agar harta yang dikeluarkan tersebut bernilai berkah, yaitu wajib, sunnah, dan 
mubah. 
Bagaimana prioritasnya untuk pembelanjaan itu adalah yang wajib, baru 
yang sunah, baru kemudian yang mubah.  Berarti yang wajib, membayar 
utang itu wajib, shodaqoh itu sunah.  Cuma yang wajib itu adalah zakat 
perdagangan, kalo orang itu dia bisnisnya itu jual beli dia ada kewajiban 
zakat barang dagangan, itu yang wajib.  Tapi kalo dia mengeluarkan 
shodaqoh itu sunah, tidak wajib. 
 
Selain ketiga tahapan prioritas tersebut, masih ada satu jenis aktivitas bisnis 
lain yang sifatnya harus dilakukan oleh pengusaha.  Aktivitas tersebut 
disebabkan karena adanya peraturan perundang-undangan yang disusun tidak 
dengan menjadikan Islam sebagai dasar pembentukannya.  Aktivitas bisnis yang 
demikian juga harus dipertanggungjawabkan sebagaimana yang telah 
disampaikan oleh informan ulama: 
Jadi kalo paksaan, berarti ada rukhsoh bagi perusahaan atau siapapun 
yang dipaksa.  Sebenarnya kalo masih bisa menghindar ya 
menghindarlah.  Tapi kalo dipaksa ya sudah (dilaksanakan). 
 
4.5. Harmonisasi Bisnis Syariah dan Akuntansi Syariah dengan Ulama 
Akuntansi syariah bertujuan untuk mendorong perilaku manusia kepada 
kesadaran ketuhanan yang akan mengantarkan manusia tersebut kembali 
kepada Tuhan yang telah menciptakannya (Triyuwono, 2015, p.  12).  
Keberadaan akuntansi syariah dalam dunia bisnis akan mendorong seseorang 
untuk selalu tunduk dan pasrah terhadap kehendak Tuhan dalam melakukan 




Batubara (2019) berpendapat bahwa akuntansi/hasabah dalam Islam 
memiliki peran sebagai sebuah sistem informasi, alat ukur, dan alat 
pertanggungjawaban (accountability).  Keberadaan konsep hisab dalam Islam 
tidak lepas dari adanya perhitungan amal (perbuatan) manusia selama hidup di 
dunia apakah telah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. 
Untuk memahami “kehendak Tuhan” dan kelak mampu memberikan 
pertanggungjawaban atas segala perbuatannya kepada Allah sebagaimana yang 
disampaikan Triyuwono dan Batubara di atas, setiap muslim harus mengetahui 
dan memahami petunjuk yang telah diberikan oleh Allah SWT.  Akuntansi syariah 
perlu dilengkapi dengan pembahasan mengenai fiqih muamalah (Septyan & 
Julianto, 2017), agar substansi transaksi muamalah dapat lebih dipahami secara 
mendalam oleh praktisi akuntansi.  Dengan demikian, keberadaan fiqih 
muamalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari akuntansi 
syariah.  Hal tersebut sangat bersesuaian dengan aktivitas yang dilakukan oleh 
informan pengusaha dengan terus mempelajari fiqih muamalah terutama yang 
berkaitan dengan bisnis properti yang mereka jalankan. 
Pemahaman yang tepat mengenai beragam ketentuan fiqih muamalah tidak 
dapat diperoleh begitu saja dengan hanya membaca Al Qur’an maupun berbagai 
hadits dan menafsirkan sendiri.  Perlu adanya orang lain yang mengerti berbagai 
ketentuan dalam fiqih muamalah, dan kemudian menjadikannya sebagai rujukan.  
Orang tersebut biasa dikenal sebagai ulama/ustadz. 
Kebutuhan terhadap ulama telah disampaikan Al-Faizin dan Akbar (2018, p.  
8), untuk memahami isi Al Qur’an.  Jika hanya dilakukan dengan mengandalkan 
logika yang tidak didasari oleh prinsip ijtihad yang benar akan berakibat pada 
kemurkaan Allah sebagaimana peringatan Allah SWT dalam Surat Al Baqarah 




Sesungguhnya (setan) itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat 
dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. 
Rasulullah Saw juga telah memberikan kecaman keras kepada orang yang 
menafsirkan Al-Qur’an dengan logikanya saja tanpa didasari oleh Ilmu.  Beliau 
Saw bersabda. 
Barangsiapa yang berpendapat dalam masalah Al-Qur’an tanpa didasari 
oleh ilmu, maka bersiaplah untuk menempati tempat di neraka. (HR 
Ahmad, al-Baihaqi, an-nasa’i, dan at-Tirmidzi). 
 
Barangsiapa yang berpendapat dalam Al-Qur’an dengan pendapatnya 
sendiri kemudian dia benar, maka sebenarnya dia telah melakukan 
kesalahan. (HR at-Tirmidzi, ath-Thabrani, dan al-Baihaqi) 
 
Keberadaan ulama sangat diperlukan untuk memahami berbagai ketentuan 
fiqih terkait aktivitas bisnis dan akuntansi.  Melalui keterkaitan ulama dengan 
aktivitas bisnis, akuntansi dapat berkontribusi kepada terbentuknya manusia 
yang selalu merasa mendapat pengawasan dari Allah, sebagai realisasi atas 
ketundukan nya terhadap kehendak Allah SWT. 
 
4.6. Akad: Bentuk Syariat dalam Transaksi Muamalah 
Akad sangat diperhatikan dalam Islam sebagai sebuah mekanisme yang 
telah ditetapkan Allah dalam mengatur beragam aktivitas interaksi di tengah-
tengah masyarakat.  Akad merupakan bingkai transaksi syariah sebagai bentuk 
fasilitas bagi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang 
tidak dapat dia penuhi sendiri tanpa bantuan orang lain, dan merupakan sarana 
sosial dalam peradaban umat manusia yang mendukung kehidupannya sebagai 
makhluk sosial (Budiwati, 2017). 
Akad (Al-‘Aqdu) secara bahasa didefinisikan sebagai ar-rabthu wa al-ihkam 
wa at-taqwiyah (mengikat, menetapkan, menguatkan) (Mahmud, 2009, p.  35).  
Akad sebagai perjanjian (al-‘ahdu) yang diambil oleh Allah SWT atas hamba-




telah Dia halal kan atau haramkan, sebagaimana dalam firman Allah SWT pada 
QS Al-Ma’idah:1 berikut “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad 
itu”. 
Akad menurut syariat merupakan keterpautan ijab dengan qabul menurut 
konteks yang dibenarkan oleh syariah, yang kemudian mengakibatkan adanya 
implikasi pada obyek nya (Mahmud, 2009, p.  36).  Ijab merupakan ucapan yang 
pertama kali disampaikan oleh salah satu pihak sebagai ungkapan atas 
kehendaknya dalam melangsungkan akad, yang bisa saja berupa perkataan “aku 
menjual” atau “aku membeli”.  Sementara qabul adalah perkataan yang keluar 
dari pihak lainnya setelah adanya ijab, dan merupakan bentuk persetujuan 
terhadap ijab.  Jika ijab dan qabul yang terjadi sesuai dengan syarat-syarat 
syar’i-nya, maka di antara kedua pihak dinilai telah terjadi suatu ikatan.   
Terdapat 2 (dua) jenis akad jika dilihat dari ada atau tidaknya kompensasi 
yang diterima saat akad terjadi, yaitu akad tabarru’ dan akad tijarah/mu’awadah 
(Nurhayati & Wasilah, 2017, p.  54).  Akad tabarru’, yakni perjanjian yang berupa 
transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba.  Akad jenis ini ditujukan 
dalam rangka saling tolong-menolong berbuat kebaikan, sehingga pihak yang 
yang berbuat kebaikan tidak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak 
lainnya.  akad tabarru’ memiliki ketentuan yaitu tidak boleh dialihkan menjadi 
akad tijarah.  Terdapat tiga bentuk akad tabarru’, antara lain berupa aktivitas 
meminjamkan uang (Qardh, Rahn, Hiwalah), aktivitas memberikan jasa 
(wakalah, wadi’ah, kafalah), dan memberikan sesuatu (waqaf, hibah/shadaqah).  
Jenis akad yang kedua yaitu akad tijarah, yaitu akad yang ditujukan untuk 
memperoleh keuntungan baik melalui aktivitas saling mencampurkan aset yang 
dimiliki menjadi satu dan kemudian saling menanggung risiko bersama untuk 
memperoleh keuntungan seperti akad mudharabah, maupun aktivitas yang 




Akad paling tidak harus memenuhi beberapa rukunnya.  Pertama, dua pihak 
yang berakad (al-‘aqidan) yaitu dua pihak dalam akad yang tanpa keduanya tidak 
akan ada akad.  Pihak yang dimaksud bukan berarti orang, sehingga satu pihak 
bisa saja terdiri lebih dari satu orang.  Kedua, obyek akad (mahal al-‘aqd) 
merupakan sesuatu yang diakadkan yaitu sesuatu yang padanya ditetapkan 
implikasi dan hukum akad.  Ketiga, redaksi akad (shighath al-‘aqd) merupakan 
ungkapan timbal-balik yang menunjukkan kesepakatan kedua pihak dan harus 
memberikan makna yang pasti dengan ungkapan yang pasti di dalamnya 
(Mahmud, 2009, p.  38). 
Mahmud (2009, p.  41) menyampaikan bahwa terdapat beberapa hal yang 
harus diperhatikan dan akan memiliki implikasi di dalam akad.  Pertama, sighat 
al-‘aqd (redaksi akad) yang memiliki pengaruh yang sangat besar bagi akad.  Hal 
ini terkait dengan ucapan ijab dan qabul diantara pihak yang saling berkehendak.  
Kedua, syarat-syarat dalam akad yang dapat berupa syarat umum yang wajib 
terpenuhi, yaitu syarat in’iqad yang tanpa nya akad tidak akan terjadi dan 
statusnya batil.  Ketiga, beragam larangan terhadap akad, yang akan berdampak 
pada hukumnya, apakah akan menjadikannya batil atau fasad, atau tidak.  Jika 
tidak terkait pada akad nya, maka beragam larangan tidak akan menjadikannya 
batil ataupun fasad, misalnya larangan jual-beli sewaktu azan Jum’at.  Jika terkait 
pada akad nya, maka dapat dipastikan akan menjadikan akad tersebut batil 
(tidak sah) ataupun fasad (rusak). 
 
4.7. Ringkasan 
Dalam memahami “mengapa” para praktisi perumahan tanpa bank 
menjadikan Islam sebagai landasan bisnis mereka, peneliti harus kembali 
kepada sumber yang mereka pakai sebagai jawaban, yaitu Islam.  Islam 




memenuhi kebutuhan seorang muslim harus memenuhi dua kriteria berikut 
secara bersamaan, yaitu memiliki manfaat dan juga diperbolehkan oleh syariah 
untuk dimanfaatkan.  Seseorang berhak mendapat kekayaan melalui sebab-
sebab kepemilikan yang diakui dalam Islam selama tidak menzalimi orang lain.  
Tidak ada batasan kuantitatif dalam memperoleh harta, namun hanya ada 
batasan kualitatif nya.  Aktivitas pendistribusian harta harus memperhatikan skala 
prioritasnya yaitu wajib, sunnah, dan mubah.  Akuntansi syariah bertujuan 
mendorong perilaku manusia kepada kesadaran ketuhanan yang akan 
mengantarkan manusia tersebut kembali kepada Tuhan yang telah 
menciptakannya.  Untuk mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai 
beragam ketentuan fiqih muamalah memerlukan adanya bimbingan orang lain 
yang dijadikan sebagai rujukan.  Kebutuhan terhadap ulama juga sangat 
diperlukan dalam pelaksanaan akad yang merupakan bingkai transaksi dalam 






ARUS KAS SYARIAH 
 
5.1. Pengantar 
Setelah pada dua tahapan sebelumnya menggali fakta di lapangan 
mengenai aktivitas bisnis properti tanpa bank dan kemudian memahami “apa” 
dan “bagaimana” Islam membentuk kesadaran yang ada pada informan (fakta 
kauniyah), dan diikuti dengan penggalian “mengapa” para informan tersebut 
menjadikan Islam sebagai landasan bisnis mereka (fakta kauliyah), maka proses 
berikutnya adalah melakukan sintesis antara fakta kauniyah dengan fakta 
kauliyah yang telah didapatkan untuk memperoleh bentuk penyajian laporan arus 
kas syariah bagi pengusaha perumahan tanpa bank. 
Konsep penyajian arus kas syariah yang akan disampaikan berikut 
merupakan hasil yang didapat dari aktivitas memahami apa yang terjadi di 
lapangan, terutama yang dilakukan oleh entitas bisnis yang didasarkan pada 
ketentuan syariah dan juga penjelasan ulama yang ditemui.   
 
5.2. Arus Kas Syariah Bagian dari Luasnya Pengaturan Ekonomi dalam 
Islam  
Jika organisasi bisnis hanya dipandang sebagai sosok fiktif yang berfungsi 
sebagai wadah untuk menghasilkan income bagi manusia seperti yang 
disampaikan Fisher (Lee, 1979), hal tersebut akan menimbulkan masalah berupa 
perilaku egoistik yang berlebihan karena organisasi yang dibangun dengan 
menggunakan perspektif yang demikian hanya akan berupaya untuk 





memiliki keharusan memperhatikan adanya kewajiban lainnya (Triyuwono, 2015, 
p.  203).  Oleh karena itu perusahaan perlu dipandang dengan perspektif lain 
yang lebih menyeluruh mengenai fungsi keberadaan sebuah perusahaan.  
Dengan menggunakan perspektif Islam, perusahaan merupakan sebuah amanah 
yang dijalankan oleh manusia sesungguhnya, yaitu sebagai khalifatullah fil ‘ardh.  
Organisasi yang menggunakan perspektif demikian harus dijalankan dengan 
menggunakan potensi yang ada pada manusia itu sendiri, yaitu akal dan hati 
nurani sesuai dengan keinginan Tuhan sebagai bentuk ketundukan manusia 
kepada Tuhannya.  Melalui pandangan yang seperti ini organisasi tidak hanya 
mencurahkan perhatiannya kepada kesejahteraan manusia (stackholder) saja, 
namun lebih jauh juga akan memberikan perhatian kepada kelestarian alam, 
sesuai dengan ketentuan yang diinginkan oleh Tuhan (Triyuwono, 2015, p.  209). 
Dalam paradigma Tawhid, keimanan yang merupakan penegasan atas 
Keesaan Allah harus dilanjutkan dengan kepatuhan menjalankan syari’at sebagai 
bentuk penyerahan/pengakuan dirinya sebagai hamba Allah (‘abd Allah) yang 
menuntut kepasrahan tanpa reserve (Mulawarman et al., 2007).  Keberadaan 
seorang muslim sebagai ‘abd Allah mengharuskannya untuk terlibat langsung 
dalam kehidupan di dunia sebagai wakil Allah di bumi (Khalifatullah fil ardh) untuk 
turut menghadirkan perubahan ke arah kebaikan melalui aktivitas-aktivitas yang 
baik pula agar tercipta masyarakat Ilahiah dan harmonis (Mulawarman, 2010).  
Masih menurut Mulawarman (2007), pada dasarnya Allah telah memberikan 
manusia “manual” yang memberikan perangkat-perangkat hukum (syari’at) 
berupa Al Qur’an dan As Sunnah.  Selanjutnya, manusia diberikan kebebasan 
untuk memilih bentuk muamalah yang dapat mereka lakukan sesuai potensi dan 
kesempatan yang dimilikinya dengan tujuan untuk turut serta dalam 




Lebih spesifik Triyuwono (Triyuwono, 2015, p.  213) menjelaskan bahwa 
organisasi yang dimetaforakan dengan zakat tidak hanya bersifat profit-oriented 
ataupun “stakeholders-oriented”, namun zakat-oriented dengan menjadikan 
zakat sebagai ukuran kinerja perusahaan.  Melalui metafora zakat, perusahaan 
akan menjadikan pencapaian zakat sebagai tujuan akhir, dan karenanya segala 
bentuk operasi yang dijalankan perusahaan harus tunduk pada aturan syariah 
karena zakat memiliki karakter kemanusiaan yang egoistik sekaligus altruistik.  
Karakter egoistik tampak dari diperkenankan nya perusahaan untuk mencari laba 
sesuai bingkai syariah, kemudian sebagian dari kekayaan bersih yang dimiliki 
dialokasikan sebagai zakat.  Altruistik diartikan bahwa perusahaan juga memiliki 
kepedulian yang sangat tinggi terhadap kesejahteraan manusia dan alam.  
Dengan demikian, zakat dimaknai sebagai jembatan penghubung aktivitas 
manusia yang profan (duniawi) yang akan selalu berkaitan erat dengan 
kedudukan manusia di hadapan Tuhan kelak di akhirat. 
Dalam Islam, perusahaan tidak dapat dipisahkan dari individu pembentuknya 
yang sekaligus pemiliknya seperti yang ada dalam entity concept.  Perusahaan 
merupakan pemilik itu sendiri dalam beraktivitas muamalah baik perorangan 
maupun kelompok, dan memiliki peran sebagai bagian dari komunitas sosial 
muslim untuk berpartisipasi dalam terciptanya proses distribusi kekayaan di 
tengah masyarakat agar tercipta kesejahteraan ekonomi.   
Pada dasarnya Islam memiliki pandangan yang khas dalam mewujudkan 
kesejahteraan.  Islam menghendaki setiap komponen dalam sebuah masyarakat 
yang terdiri dari unsur pemimpin dan juga rakyat memiliki perannya masing-
masing dalam mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia.  Bagi pemimpin, 
Islam telah memberikan ketentuan terkait dengan fungsinya sebagai pihak yang 
bertanggungjawab atas rakyat yang dipimpinnya seperti kewajiban pemenuhan 




pendidikan, pemenuhan hak 8 ashnaf penerima zakat, menutupi kebutuhan fakir 
dan miskin, pemberian gaji atas jasa yang telah diberikan untuk kepentingan 
negara (pegawai, hakim, tentara, dan lainnya), pembangunan jalan, masjid, air 
bersih, dan lainnya (Al-Faizin & Nashr, 2018, p.  239; Triono, 2017a, p.  438). 
Sementara itu, masyarakat termasuk di dalamnya perusahaan memiliki 
peran dalam aktivitas ekonomi seperti proses jual beli dan aktivitas yang bersifat 
ekonomi lainnya yang menuntut adanya balasan/imbalan atas penyerahan yang 
dilakukan.  Selain aktivitas yang sifatnya ekonomi ada juga aktivitas yang khas 
yang telah diberikan petunjuk nya oleh Islam seperti zakat, infak, wakaf, 
sedekah, hadiah, dan aktivitas lainnya yang tidak menuntut adanya balasan atas 
pemberian yang dilakukan (Al-Faizin & Nashr, 2018, p.  239; Ghofur, 2016, p.  
290; Triono, 2017a, p.  430).  Munculnya beragam aktivitas tersebut karena 
dalam pandangan Islam, distribusi kekayaan yang pada umumnya dilakukan 
dengan bertumpu pada mekanisme pasar sering kali mengalami kegagalan, 
sehingga diharuskan adanya mekanisme tambahan untuk menyelesaikan 
masalah ekonomi yang terkait dengan keadilan ataupun pemerataan distribusi 
kekayaan seperti zakat, infak, wakaf, hadiah, hibah, sedekah, dan sebagainya.  
Mekanisme distribusi yang seperti ini dikenal dengan mekanisme non-ekonomi 
(Manzilati, 2016, p.  374; Triono, 2017a, p.  426). 
Informan menganggap bahwa properti tanpa bank harus tetap 
memperhatikan lingkungan tempat mereka berada, baik kepada lingkungan 
masyarakat maupun alam atas penggunaan fasilitas di sekitar proyek agar 
kebaikan tetap diperoleh oleh manusia dan alam.  Hal tersebut dilakukan karena 
setiap pembukaan proyek properti akan berdampak pada manusia dan alam 
yang ada di sekitarnya. 
Selain aktivitas yang bersifat ekonomi dan non-ekonomi diatas, terdapat 




tanpa bank, yaitu aktivitas dakwah.  Dakwah dilakukan karena mereka meyakini 
bahwa sebagai seorang muslim, mereka tetap memiliki kewajiban berdakwah 
sesuai dengan kapasitas mereka sebagai praktisi bisnis.  Dakwah dilakukan 
kepada semua pihak, baik kepada masyarakat umum sebagai calon konsumen, 
pemangku kebijakan didaerah mereka beraktivitas, maupun pemilik lahan 
tentang ketentuan-ketentuan mengenai jual beli.   
Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Islam telah memberikan 
petunjuk yang khas dalam pengelolaan arus kas Islami, baik dalam hal 
penerimaan maupun pengeluaran kas agar tidak bernilai materi semata, namun 
juga bernilai ibadah sebagai bentuk ketundukan kepada beragam ketentuan 
Allah SWT Sang Pemilik hakiki seluruh kekayaan dimuka bumi.  Pengelolaan kas 
dilakukan dengan mendapatkannya melalui cara yang halal dan 
membelanjakannya tidak berlebihan ataupun dengan pelit.  Mereka melakukan 
pengaturan arus kas yang demikian sebagai bagian dari komunitas muslim agar 
dapat menunjukkan fungsinya sebagai komponen masyarakat yang ikut 
mewujudkan kesejahteraan di tengah masyarakat.  Secara praktis fungsi tersebut 
dapat dilakukan dengan melakukan aktivitas yang sifatnya ekonomi agar 
kekayaan di tengah umat dapat berputar melalui aktivitas produksi, distribusi dan 
konsumsi; serta melalui aktivitas yang sifatnya non-ekonomi yang tidak 
memerlukan adanya balasan atas pemberian yang dilakukan. 
Melalui pembahasan di atas, diperoleh bahwa konsep pertama bahwa arus 
kas syariah merupakan bagian dari luasnya pengaturan Ekonomi Islam.  Hal ini 
diperoleh dari sintesis terhadap fakta kauniyah adanya keseimbangan antara 
aktivitas bisnis (muamalah) dengan dakwah sekaligus, dan kebermanfaatan 
bisnis properti dengan skema tanpa bank bagi lingkungan masyarakat maupun 




harta dan kepemilikan dalam Islam, dan konsep kekayaan dan distribusi nya.  












Gambar 3. Sintesis Arus Kas syariah sebagai bagian dari pengaturan 
ekonomi Islam 
 
5.3. Menentukan Prioritas dalam Pengeluaran Kas 
Informan pengusaha menyampaikan bahwa dalam bisnis properti yang 
dijalankan tanpa menggunakan perbankan harus sangat memperhatikan 
beragam pengeluaran berdasarkan skala prioritasnya, serta menyesuaikan nya 
dengan kas yang tersedia.  Mereka menentukan skala tersebut berdasarkan 
waktu pelaksanaan yang sebelumnya telah diikat di dalam akad yang dilakukan 
dengan berbagai pihak.  Informan ulama juga menyampaikan bahwa Islam 
memiliki aturan dalam memperoleh dan membelanjakan harta yang dimiliki.  
Praktisi harus memperhatikan kehalalan dan keberkahan dalam proses 
memperoleh harta, sementara dalam pembelanjaan harta perlu 
mempertimbangkan prioritasnya.  Beliau juga memberikan contoh bahwa lebih 
utama membayar utang karena hal tersebut hukumnya wajib, lalu kemudian jika 
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sudah ditunaikan melakukan pembelanjaan lainnya yang sifatnya sunnah seperti 
shodaqoh jika kewajiban telah dilaksanakan. 
Dengan demikian, pengelolaan arus kas Islami perlu memperhatikan skala 
prioritas pembelanjaan atas harta yang dimiliki, dan dalam proses 
memperolehnya terikat dengan ketentuan mengenai kualitas kehalalan harta.  
Pengelolaan arus kas yang demikian didasarkan pada pandangan bahwa 
meskipun harta telah menjadi milik individu ataupun organisasi, mereka tidak 
boleh memanfaatkan harta tersebut dengan sebebas-bebasnya, namun tetap 
harus memperhatikan ketentuan penggunaannya. 
Ketentuan perbuatan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan 
harta tidak terlepas dari pemahaman bahwa setiap perbuatan wajib terikat 
dengan hukum Islam.  Wajib bagi seorang muslim mengetahui ketentuan hukum 
Islam yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan tersebut sebelum 
melakukannya, apakah hukumnya mubah, fardlu, mandub, haram, atau makruh 
melalui penggalian berbagai sumber dari Al Kitab, Sunnah, Ijma' (sahabat) dan 
qiyas (Ismail, 2011, p.  85). 
Dengan memperhatikan penjelasan informan ulama untuk lebih 
mengutamakan pengeluaran yang bersifat wajib dan kemudian melakukan 
aktivitas yang sunnah, maka pembagian aktivitas ekonomi yang diberikan oleh 
Triono (2017a, p.  378) dapat dijadikan patokan untuk menentukan prioritas 
belanja.  Pertama, pembelanjaan yang statusnya wajib yaitu pembelanjaan harta 
yang harus dilakukan.  Jika sebuah entitas bisnis membelanjakannya, dia akan 
mendapat pahala dari Allah SWT.  Namun apabila dia tidak mau membelanjakan 
harta tersebut, dia akan diancam dengan siksa dari Allah SWT.  Contoh 
pembelanjaan harta yang hukumnya wajib antara lain pembayaran gaji 
karyawan, kewajiban kepada pemasok/pemilik lahan, pembayaran zakat, 




lainnya.  Tingkatan berikutnya yaitu pembelanjaan yang statusnya sunah, yaitu 
pembelanjaan harta yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan.  Jika entitas 
bisnis bersedia melakukannya, maka akan mendapat pahala dari Allah SWT.  
Sedangkan jika tidak bersedia, maka tidak akan disiksa oleh Allah SWT.  Contoh 
penggunaan harta yang hukumnya sunnah yaitu untuk keperluan shodaqoh 
ataupun memberikan pinjaman uang untuk meringankan beban orang lain, dan 
lainnya.  Tingkatan berikutnya yaitu pembelanjaan yang sifatnya mubah, yaitu 
pembelanjaan harta untuk berbagai keperluan yang dibolehkan oleh Allah SWT 
yang dipilih manusia secara bebas, selama bukan untuk sesuatu yang 
diharamkan Allah.  Pengeluaran ini tidak memiliki konsekuensi pahala maupun 
siksa dari Allah SWT, sehingga jika ingin membelanjakan harta untuk memenuhi 
berbagai kebutuhan, maka berbagai pilihan terhadap beberapa jenis pilihan yang 
akan digunakan hukumnya adalah mubah.  Contohnya jika memiliki sejumlah kas 
yang tidak digunakan, maka pilihan penggunaannya apakah akan digunakan 
untuk membeli aset ataukah untuk melakukan investasi, maka tidak ada 
konsekuensi pahala maupun siksa dari Allah SWT, selama dalam prosesnya 
masih terikat dengan hukum-hukum tertentu yang telah ditetapkan dan tidak 
melanggar ketentuan Allah mengenai pembelian aset ataupun investasi tersebut.  
Aktivitas pembelanjaan yang memiliki status mubah dapat berubah menjadi wajib 
jika terdapat beragam kondisi yang mengharuskan untuk dilaksanakan. 
Informan ulama memberikan penjelasan bahwa interaksi pengusaha tidak 
hanya terjadi diantara sesama pengusaha.  Pada waktu-waktu tertentu entitas 
bisnis akan bersinggungan dengan aktivitas yang diatur oleh produk hukum 
positif seperti Undang-Undang ataupun beragam peraturan daerah yang tidak 
didasarkan pada ketentuan Islam.  Interaksi tersebut akan menyebabkan aliran 
kas yang perlu mendapat perhatian dan tempat tersendiri karena para 




tersebut, diperoleh bahwa konsep kedua dalam pengelolaan arus kas syariah 
harus memperhatikan skala prioritas dalam pembelanjaan nya dengan membagi 
menjadi aktivitas wajib, sunnah, dan mubah. 
Berikut gambar yang menunjukkan hasil sintesis fakta kauniyah mengenai 
kebutuhan terhadap arus kas dan kebutuhan dalam penentuan skala prioritas 
sebagai sebuah kreativitas, serta terhadap fakta kauliyah yaitu pandangan Islam 










Gambar 4.  Sintesis Prioritas dalam Pengeluaran Kas 
 
5.4. Keadilan dalam konsep Akad 
Akad memiliki peranan yang sangat penting dalam aktivitas pengusaha 
properti tanpa bank.  Beragam tahapan bisnis yang dilaksanakan selalu diikat 
dengan akad sesuai dengan jenis transaksi yang mereka butuhkan.  Informan 
pengusaha yang peneliti temui menggunakan akad syirkah saat memulai bisnis 
dengan mekanisme kedua belah pihak sama-sama menyumbangkan tenaganya.  
Dalam proses pengadaan lahan, informan praktisi menggunakan akad jual beli 
kredit dan mereka harus memperhatikan berbagai konsekuensi dari akad 
tersebut, seperti perpindahan kepemilikan dan juga kewajiban pembayaran 
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cicilan.  Begitu pula ketika menjual produk berupa rumah ataupun tanah kavling, 
mereka juga menggunakan konsep akad.  Awalnya mereka menggunakan akad 
istishna’, dan melakukan perubahan akad yang digunakan karena ada 
perubahan pendapat ulama yang dijadikan rujukan.  Akhirnya informan 
memutuskan merubah akad yang digunakan menjadi akad jual beli biasa. 
Perilaku informan praktisi yang selalu mengikatkan aktivitas mereka dengan 
akad juga ternyata sejalan dengan ketentuan syariat Islam.  Akad berdasarkan 
istilah syariah adalah keterpautan ijab dan qabul yang sesuai dengan syariah 
dan menimbulkan konsekuensi hukum pada obyek akad (Mahmud, 2009, p.  36).  
Akad akan memiliki dampak pada aktivitas bisnis mereka apakah akan bernilai 
ash-shihah (sah) dan berakibat pahala bagi pelakunya, bathil (tidak sah) yang 
berakibat pada keharaman atas pemanfaatan harta yang diperoleh dan layak 
mendapat sanksi di akhirat, ataupun fasad (rusak) yang menuntut adanya 
perbaikan terhadap akad karena menyalahi beberapa ketentuan Asy-Syari’ 
(Pembuat Hukum, yaitu Allah SWT) (Mahmud, 2009, p.  32). 
Keadilan dalam konsep akad tidak terlepas dari adanya kepastian 
konsekuensi akad dalam aktivitas bisnis yang dilakukan menggunakan aturan 
syariat.  Keadilan tersebut paling tidak dapat kita lihat melalui adanya kepastian 
perpindahan kepemilikan dan juga melalui konsep khiyar.  Dalam hal 
perpindahan kepemilikan, Mahmud (2009, p.  41) menjelaskan bahwa dalam al-
‘aqd al munjaz yang redaksi akad nya tidak bergantung pada syarat maupun 
waktu akan berdampak pada seluruh konsekuensi hukum, termasuk perpindahan 
kepemilikan, wajib segera dilaksanakan.  Contohnya ketika seseorang 
menyatakan ijab “aku menjual rumah ini kepada Anda dengan harga sekian” dan 
pihak lainnya berkata “aku terima”, maka saat itu telah terjadi perpindahan 




terpenuhi.  Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh informan pengusaha 
ketika dia melakukan pembelian lahan dan juga melakukan penjualan produk. 
Sementara itu untuk al-‘aqd al-mudhaf, yaitu akad yang redaksi nya memberi 
pengertian bahwa akad akan langsung terjadi jika disertai dengan penyandaran 
pada waktu yang akan datang.  Contohnya seseorang menyatakan ijab “aku 
menyewakan rumahku selama satu tahun dengan sewa satu juta mulai awal 
bulan depan”, dan pihak lainnya berkata “aku terima”.  Konsekuensi hukumnya 
hanya dapat diberlakukan jika telah datang waktu yang dinyatakan dalam akad 
tersebut.  Di dalam akad ini tidak terjadi perpindahan kepemilikan zat harta, 
namun terjadi perpindahan pemanfaatan harta.  Namun, jika akad jenis ini 
dilakukan pada aktivitas jual beli, maka akad akan menjadi fasad.  Hal tersebut 
tidak hanya berlaku dalam akad jual beli, namun kepada semua akad yang 
memiliki pengertian adanya perpindahan kepemilikan harta yang bersifat seketika 
seperti hibah, shulh akan harta, dan dalam hal tasharruf berupa wakaf dan 
wasiat (Mahmud, 2009, p.  42). 
Keadilan Islam dalam konsep akad tidak hanya terlihat melalui adanya 
kejelasan mengenai kepemilikan atas harta, namun juga melalui konsep khiyar.  
Mahmud (2009, p.  307) mengungkapkan paling tidak terdapat 6 (enam) jenis 
khiyar (pilihan) bagi tiap pihak untuk melanjutkan transaksi ataukah tidak.  
Pertama, khiyar majelis merupakan pilihan bagi pihak yang berakad selama 
mereka masih berada di majelis yang sama (belum berpisah).  Sehingga jika 
terjadi ijab dan qabul telah sempurna, masing-masing pihak masih memiliki hak 
untuk mempertahankan ataupun membatalkannya selama masih berada dalam 
satu majelis (belum berpisah secara fisik).  Melalui khiyar majelis, para pihak 
akan terhindar dari ketergesaan karena selama mereka masih belum berpisah 
secara fisik, masing-masing pihak masih dapat memikirkan kembali tentang 




Tuntunan keadilan Islam melalui konsep khiyar semakin diperkuat dengan 
adanya khiyar syarat yang memperbolehkan masing-masing pihak untuk tetap 
melangsungkan ataupun membatalkan akad dalam jangka waktu tertentu.  Maka 
selama jangka waktu yang disepakati tersebut akad jual beli masih belum 
mengikat, hingga waktu yang disepakati berakhir dan jika tidak ada pembatalan 
akad (Hafizah, 2012; Mahmud, 2009, p.  309). 
Bentuk khiyar berikutnya berupa khiyar karena cacat, khiyar at-tadlis, dan 
khiyar al-ghabn al-fahisy.  Ketiga jenis khiyar ini muncul karena adanya unsur 
penipuan di dalamnya.  Khiyar karena cacat muncul karena menjual barang yang 
memiliki cacat tanpa penjelasan kepada pembeli merupakan sebuah keharaman 
(Mahmud, 2009, p.  310) sebagaimana sabda Rasulullah Saw berikut: 
“Seorang Muslim adalah saudara Muslim lainnya.  Tidak halal bagi 
seorang Muslim menjual sesuatu kepada saudaranya, sementara di 
dalamnya terdapat cacat, kecuali ia menjelaskannya” (HR.  Ahmad, Ibn 
Majah, ad-Daraquthni, al-Hakim dan ath-Thabrani) 
 
Khiyar at-tadlis dan khiyar al-ghabn al-fahisy muncul karena adanya 
penipuan dalam harga.  Khiyar tadlis muncul jika penjual mengelabui pembeli 
dan menjadikan harga bertambah.  Khiyar al-ghabn al-fahisy dapat dimiliki 
penjual jika dia menjual barang dengan harga jauh di bawah harga pasar akibat 
ketidaktahuan nya dan tawar menawar tidak berlangsung dengan baik, ataupun 
dimiliki pembeli jika dia membeli barang dengan harga jauh di atas harga pasar 
karena ketidaktahuan nya dan tawar menawar tidak berlangsung dengan baik.  
Berikutnya adalah khiyar ar-ru’yah yang dapat terjadi ketika dalam majelis akad 
tidak terdapat obyek yang ditransaksikan.   
Penggunaan akad dengan beragam ketentuannya seperti yang telah 
dijelaskan di atas akan berdampak pada keadilan yang diinginkan, yaitu tidak 
memihak pada kepentingan salah satu pihak saja ataupun merugikan pihak 




dituntun oleh Islam tidak memiliki peluang untuk berbuat curang kepada pihak 
yang lain.  Keadilan dalam akad pada dasarnya telah dijamin oleh Islam karena 
sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq bahwa suatu akad akan 
cacat dengan sendirinya dan menjadi tidak sah menurut hukum Islam jika 
terdapat ikrah (paksaan), ghalath (salah sangka), khilabah (bujukan yang 
menipu), dan ikhtilat al tanfidz (cacat yang muncul belakangan) (Rahmawati, 
2011). 
Melalui penjelasan diatas, diperoleh bahwa konsep ketiga dalam 
pengelolaan arus kas syariah harus memperhatikan akad, karena terdapat 
keadilan didalamnya.  Hal ini diperoleh dari sintesis terhadap fakta kauniyah 
bahwa keterikatan terhadap akad merupakan sebuah bentuk ketaatan terhadap 
aturan Islam, serta terhadap fakta kauliyah yaitu akad merupakan bentuk syariat 








Gambar 5.  Sintesis Keadilan dalam Konsep Akad 
 
5.5. Sharia Oriented 
Keberadaan bisnis Islami tidak dapat dilepaskan dari berbagai ketentuan 
Islam karena posisi Islam itu sendiri yang berfungsi sebagai pemecahan bagi 
permasalahan hidup manusia.  Diperlukan adanya pengkajian atas masalah 
yang sedang dihadapi untuk mendapatkan solusi yang telah disediakan oleh 
Islam, dan kemudian mempelajari hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan 
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permasalahan tersebut dengan memahami nash-nash syara’ yang berkaitan 
dengannya (Ismail, 2011, p.  160). 
Aktivitas mengikatkan diri dengan beragam hukum Islam tersebut 
merupakan konsekuensi atas keyakinan terhadap kebenaran Islam.  Dengan 
adanya keyakinan tersebut, termasuk kepada keyakinan atas risalah yang 
dibawa oleh Rasulullah, seorang muslim meyakini bahwa dia akan dimintai 
pertanggungjawaban atas setiap penyelewengan hukum-hukum yang dibawa 
Rasul tersebut.  Atas dasar inilah setiap muslim diperintahkan untuk 
menyesuaikan perbuatannya dengan hukum-hukum Islam, yaitu segala perintah 
dan larangan Allah SWT sebagaimana firman-Nya dalam Al Qur’an surat Al 
Hasyr ayat 7 berikut: 
Apa yang dibawa/diperintahkan oleh Rasul (berupa hukum) kepadamu 
maka terimalah dia.  Dan apa yang dilarangnya bagimu maka 
tinggalkanlah. 
 
Setiap muslim yang akan melakukan suatu perbuatan dalam memenuhi 
kebutuhannya wajib mengetahui hukum Allah tentang perbuatan tersebut 
sebelum melakukannya agar perbuatannya dapat dikatakan sesuai dengan 
hukum Islam (Ismail, 2011, p.  52).  Dengan kata lain, setiap aktivitas yang 
dilakukan harus berorientasi pada hukum syariah (syariah oriented).  Hukum 
syariah merupakan seruan atau firman dari As Syari’ (Allah sebagai Pembuat 
Hukum) yang terkait dengan perbuatan-perbuatan hamba, baik berupa tuntutan, 
pemberian pilihan, atau penetapan sesuatu sebagai pengatur hukum (Ali, 2015; 
Triono, 2020, p.  88).  Nash-nash dalam Al Qur’an dan As-Sunnah harus berupa 
khithob (seruan) yang mengandung tiga kemungkinan berupa tuntutan, 
pemberian pilihan, atau penetapan agar dapat menjadi Hukum Syariat.  Ulama 
kemudian mengelompokkan lagi tiga kemungkinan hukum syariah tersebut 




Perbuatan yang berorientasi pada ketentuan syariah terlihat pada beragam 
aktivitas dan keputusan yang diambil oleh informan pengusaha seperti saat 
informan praktisi memutuskan mengubah akad yang digunakan dari akad 
istishna’ menjadi akad jual beli biasa.  Awalnya mereka menggunakan akad 
istishna’ karena diyakini telah memenuhi ketentuan hukum Islam dalam 
bertansaksi dengan konsumen.  Akad Istishna’ memiliki risiko keuangan yang 
lebih kecil jika dibandingkan dengan jual beli biasa, sehingga dari sisi perputaran 
arus kas lebih fleksibel ketika digunakan.  Akad istishna’ tidak mengharuskan 
pengembang menyediakan produk terlebih dahulu karena akad istishna’ 
memperbolehkan penjualan tanpa tersedianya obyek jual beli ketika akad terjadi. 
Ketika terdapat pendapat ulama yang mereka anggap memiliki landasan 
hukum Islam dan juga pemahaman atas fakta bisnis yang lebih kuat, mereka 
mengubah proses bisnisnya dengan mengikuti pendapat ulama tersebut, yaitu 
menggunakan akad jual beli biasa.  Akad jual beli mewajibkan mereka 
menyediakan produk terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi jual beli 
dengan pelanggan.  Aktivitas yang berorientasi pada syariah dengan mengikuti 
pendapat ulama yang dianggap memiliki dasar hukum lebih kuat merupakan 
sebuah upaya menjaga bisnis agar tetap berada dalam koridor syariah.  Dengan 
demikian, syariah oriented yang dimaksud di sini adalah upaya terus-menerus 
dalam menjaga keterikatan terhadap ketentuan syariah melalui komunikasi aktif 
kepada pihak yang lebih mengetahui tentang hukum Islam, yaitu ulama.  Ustadz 
Sigit dalam salah satu materi workshop yang diberikannya menjelaskan bahwa 
keberkahan dalam bisnis hanya akan diperoleh jika setiap aktivitasnya telah 
dilakukan sesuai ketentuan syariah, yaitu ketika dijalankan berdasarkan ilmu fiqih 
bisnis dan ilmu bisnis itu sendiri. 
Kebutuhan bisnis yang dibangun berdasarkan hukum Islam dan akuntansi 




dikarenakan Islam tidak diturunkan dengan hukum-hukum yang terperinci, 
namun diturunkan dalam bentuk garis-garis hukum yang global yang mampu 
memecahkan seluruh problematika kehidupan manusia (Ismail, 2011, p.  9).  
Hukum-hukum tersebut digali untuk mendapatkan pemecahan setiap masalah 
dalam kehidupan manusia.  Pada masa Abu Bakar ra muncul bermacam 
permasalahan baru yang tidak dijumpai di zaman Rasulullah Saw.  Begitu pula 
pada saat munculnya persoalan-persoalan baru di masa Harun Al-Rasyid yang 
tidak ditemui di masa Abu Bakar ra, para mujtahidin yang jumlahnya saat itu 
ribuan, menggali status hukum terhadap masalah yang sebelumnya tidak pernah 
ditemukan. 
Untuk menjadi mujtahid memerlukan beragam kemampuan terutama yang 
berkaitan dengan sumber-sumber hukum Islam, seperti pengetahuannya tentang 
ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum di dalam Al-Qur’an, mengetahui sebab-
sebab turunnya ayat, mengetahui mengenai nasikh dan mansukh, mengetahui 
As-Sunnah, mengetahui fakta permasalahan bisnis, dan lain sebagainya (Has, 
2013).  Jika terjadi suatu persoalan dalam dunia bisnis, seorang muslim baik 
sebagai pengusaha maupun profesi lainnya yang berkaitan dengan bisnis harus 
mencari tahu solusi atas permasalahan yang dihadapi terkait hukum islam 
kepada orang yang memahami perkara tersebut, yaitu ulama. 
Ulama dengan keilmuan nya akan membentuk karakter pada dirinya yang 
memiliki rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah dan juga mewarisi ciri-ciri 
utama para Nabi dalam meyakini keesaan Allah SWT, mengamalkan segala 
perintah Allah dan membimbing serta membantu masyarakat menyelesaikan 
berbagai masalah mereka sesuai dengan ajaran Allah (Nasution, 2014) 
sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Fathir ayat 28 berikut: 
Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, 





Dengan demikian penyajian laporan arus kas yang dibangun melalui 
pandangan yang menganggap Islam sebagai sumber kebenaran harus terus-
menerus menjaga keterikatan terhadap ketentuan syariah melalui komunikasi 
aktif kepada ulama. 
Dari penjelasan diatas, konsep yang keempat bahwa arus kas syariah harus 
berorientasi pada ketentuan syariah, yaitu dengan mengikuti pendapat orang 
yang dianggap memiliki pengetahuan hukum Islam dalam muamalah.  Hal ini 
diperoleh melalui sintesis terhadap fakta kauniyah bahwa pengusaha yang 
melabelkan aktivitas bisnisnya dengan istilah “syariah” membutuhkan pendapat 
ulama, serta terhadap fakta kauliyah yaitu keharusan melakukan harmonisasi 









Gambar 6.  Sintesis Syariah Oriented 
 
5.6. Perbandingan CFA dengan Arus Kas Syariah Properti tanpa Bank 
Konsep pengelolaan arus kas yang diperoleh dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa arus kas merupakan sebuah instrumen bisnis untuk 
membantu para pengusaha dalam mempertanggungjawabkan aktivitas bisnis 
mereka agar sesuai dengan ketentuan syariah Islam.  Arus kas yang demikian 
sangat berorientasi kepada kepentingan pemilik sebagai seorang hamba Allah 
(‘abdullah) yang memiliki posisi sebagai wakil Allah di muka bumi (khalifatullah fil 
ardh) untuk melakukan perubahan ke arah kebaikan melalui aktivitas-aktivitas 
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yang baik sesuai dengan kehendak Allah.  Kepentingan yang dimaksud secara 
khusus terkait dengan pertanggungjawaban nya dalam proses perolehan aset 
khususnya kas, dan penggunaannya.  Konsep arus kas properti tanpa bank 
menempatkan hamba sebagai manusia pengusaha yang tidak dapat dipisahkan 
dari institusi bisnis yang dimiliki dan dikelolanya. 
Arus kas properti tanpa bank sangat berbeda dengan konsep cash flow 
accounting yang menempatkan institusi bisnis terpisah dari pemiliknya seperti 
yang dipahami dalam entity theory, karena entity theory hadir sebagai solusi 
dalam memecahkan persoalan mengenai keberlangsungan perusahaan yang 
muncul dalam proprietary theory (Suojanen, 1954).  Pandangan mengenai 
perusahaan yang lahir dari pandangan kapitalis tersebut hanya memperhatikan 
keberadaan modal dan mengabaikan unsur individu pengelola, sehingga yang 
melebur hanya sebatas modal yang disertakan saja dan hubungan bisnis yang 
terjadi hanya bersifat material (modal), tanpa melihat manusia di dalamnya.  
Pandangan tersebut persis seperti yang disebutkan oleh Fisher bahwa 
perusahaan merupakan individu fiktif yang bekerja untuk kepentingan individu 
sesungguhnya (Lee, 1979).  Keberadaan pengelola muncul melalui 
pengangkatan dewan direksi.  Pada akhirnya cash flow accounting yang 
dihasilkan masih sangat dibayangi oleh going concern dengan harus 
mempertimbangkan time value of money di dalamnya demi kepentingan pemilik 
modal tentang dividen di masa yang akan datang (Ashton, 1976).  Tidak 
mengherankan jika pada akhirnya arus kas dalam pandangan kapitalis ini 
menjadi “mainan baru” bagi para pemilik modal (Mulawarman, 2011, p.  16) 
karena memang tidak dibangun dengan ketentuan syariah, termasuk mengenai 
keabsahan akad dalam setiap transaksi bisnis yang dilakukan.   
Konsep perusahaan dalam Islam sangat berbeda dengan konsep 




perusahaan yang dibangun berdasarkan ketentuan Islam.  Arus kas syariah 
pengusaha properti tanpa bank yang dibangun dengan ketentuan syariah 
menempatkan individu pembentuk syirkah (jika dibentuk secara bersama) 
sebagai pemilik sekaligus pengelola yang sangat berkepentingan terhadap 
informasi arus kas.  Sebuah entitas bisnis dalam Islam sangat bergantung 
dengan keberadaan individu pemilik di dalamnya, bukan pada jumlah modal saja.  
Keberadaan entitas bisnis Islami harus mengikuti akad yang terjadi sejak 
pembentukan nya.  Entitas bisnis Islami atau yang lebih dikenal dengan istilah 
syirkah dalam makna syariah seperti yang disampaikan oleh Triono (2017b, p.  
214) adalah “suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk 
melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan”.  Kedua pihak 
yang dimaksud yaitu pengelola dan pemodal yang melebur menjadi satu, baik 
manusia ataupun modalnya, hingga akhirnya menjadi satu pemikiran, satu hati, 
satu perasaan, satu langkah dari individu-individu yang bersyirkah karena akad 
muamalah dalam Islam merupakan akad antar manusia, meskipun juga 
melibatkan modal (Triono, 2017a, p.  416).  Manajemen dalam perusahaan juga 
merupakan pemilik itu sendiri, dialah yang harus mempertanggungjawabkan 
setiap transaksi dalam perusahaan, termasuk dari mana kas yang diperoleh dan 
juga dipergunakan untuk apa saja kas yang telah diperoleh tersebut.  Meskipun 
dalam operasionalnya di kemudian hari dapat mempekerjakan orang lain sebagai 
karyawan yang menjadi bagian dari manajemen, mereka bukanlah pihak yang 
bertanggungjawab secara penuh atas jalannya perusahaan karena mereka 
adalah pihak yang dikontrak oleh pemilik dan bertanggungjawab sebatas 
manfaat yang wajib diberikannya kepada pemilik sesuai akad kerja yang telah 
disepakati.  Dan oleh karenanya apapun yang terjadi bagi perusahaan, baik 
memperoleh laba maupun mengalami kerugian, dia tidak memiliki 




manfaat yang dia berikan, dan pemilik memiliki kewajiban atas upahnya (Triono, 
2017b, p.  287) sebagaimana yang terdapat di dalam Al Qur’an Surat Az-Zukhruf 
ayat 32 dan hadits Rasulullah berikut: 
Tiga orang yang Aku musuhi pada hari kiamat nanti, adalah orang yang 
telah memberikan (baiat kepada Khalifah) karena Aku, lalu berkhianat; 
orang yang menjual (sebagai budak) orang yang merdeka lalu dia 
memakan harga (hasil) penjualannya; serta orang yang mengontrak 
pekerja kemudian pekerja tersebut menunaikan pekerjaannya, sedang 
orang itu tidak memberikan upahnya. (HR Ahmad, Bukhari, dan Ibnu 
Majah dari Abu Hurairah) 
 
Dengan demikian, jelas terlihat perbedaan kedudukan manajemen yang 
diangkat dalam sebuah entitas bisnis Islami dengan entitas bisnis yang tidak 
dibentuk dengan ketentuan Islam.  Informasi arus kas Islami merupakan bentuk 
pertanggungjawaban aktivitas bisnis yang dilakukan oleh para pemilik tersebut 
mengenai pemerolehan dan juga penggunaan harta sebagai seorang muslim 
yang wajib menjalankan aktivitas di dunia sesuai dengan ketentuan syariah 
Islam.   
Transaksi yang dapat diterima dalam perolehan kas hanya jika telah sesuai 
dengan ketentuan muamalah maaliyah, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syara’ 
yang mengatur hubungan/interaksi manusia dalam kehidupan dunia khususnya 
yang terkait dengan urusan harta.  Ketentuan tersebut mencakup jenis bidang 
usaha yang dapat dilakukan oleh private (individu/kelompok individu) terkait 
dengan pengaturan sistem ekonomi dalam Islam tentang kepemilikan yang 
diijinkan Allah bagi individu (Triono, 2017a, p.  343), terpenuhinya keabsahan 
akad transaksi yang berdampak pada halal-haramnya aktivitas perolehan kas, 
dan ketentuan lainnya dalam transaksi muamalah maaliyah (Manzilati, 2016, p.  
371).  Terdapat batasan kualitatif kas yang diperoleh meskipun tidak ada batasan 
dalam hal kuantitatifnya.  Pembatasan kualitatif perolehan kas menjadi pagar 
yang akan mengendalikan perilaku perusahaan, dan akan menghindarkan 




replika perang sosial akibat persaingan dalam mencari kekayaan seperti yang 
dikhawatirkan Mulawarman (2011, p.  73) jika informasi akuntansi yang 
dihasilkan sangat berorientasi pada kepentingan pemilik, maupun kekhawatiran 
seperti yang disampaikan Triyuwono (2015, p.  332) mengenai perolehan dan 
akumulasi kekayaan tanpa batas maupun kekuasaan dalam merealisasikan 
kekayaan yang terbebas dari etika kemanusiaan.  Sementara itu, penggunaan 
kas tidak hanya harus memenuhi keabsahan akad transaksi yang dilakukan, 
namun juga membagi aktivitas penggunaan kas ke dalam tiga kategori hukum 
taklifi yang dapat dipakai yaitu wajib, mandub/sunah, dan mubah terkait dengan 
prioritas penggunaan kas yang diperoleh.   
Arus kas Islami harus memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk terus 
menjalin komunikasi kepada ulama yang menjadi rujukan nya agar terhindar dari 
aktivitas yang tidak didasari ilmu dalam Islam.  Para ulama melakukan 
penggalian hukum dari berbagai nash-nash dan fakta di tengah masyarakat, 
serta akan menghasilkan produk berupa hukum syariah termasuk di bidang 
mu’amalah (Triono, 2020, p.  103) sebagai ilmu yang dibutuhkan para 
pengusaha.  Para ulama pula yang melakukan tarjih (memilih pendapat terkuat 
berdasar dalil terkuat) jika ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mujtahid 
dikarenakan kita telah dilarang untuk mengikuti hawa nafsu, yaitu tanpa ilmu 
(Triono, 2020, p.  126).   
Dari penjelasan di atas terdapat perbedaan antara CFA dan arus kas yang 
diperoleh melalui penelitian ini.  CFA ditujukan untuk memberikan solusi atas 
ketidakpuasan berbagai pihak mengenai pengukuran income terutama bagi 
investor dalam melihat kinerja perusahaan.  Arus kas islami yang diperoleh dari 
penelitian ini menjadikan arus kas sebagai sebuah sarana pertanggungjawaban 
pemilik yang tidak dapat dipisahkan dari entitas bisnis yang dikelolanya dalam 




5.7. Perbandingan Arus Kas Berbasis Ma’isyah dengan Arus Kas Properti 
tanpa Bank 
 
Konsep arus kas yang didapat melalui penelitian ini juga memiliki persamaan 
dan perbedaan dengan arus kas syariah berbasis ma’isyah yang digagas oleh 
Mulawarman (2011, p.  203).  Perbedaan dalam pengembangan konsep arus kas 
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Posisi Pemilik dengan Perusahaan  
Arus kas berbasis ma’isyah merupakan perwujudan dari shariate enterprise 
theory (SET).  SET adalah hasil dari proses tazkiyah sebagai bentuk islamisasi 
enterprise theory karena dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai 
Islam sehingga memerlukan internalisasi nilai Tauhid di dalamnya (Mulawarman, 
2011, p.  114).  Internalisasi yang dimaksud dilakukan dengan memperluas 
cakupan stakeholders perusahaan yang meliputi direct participants, yaitu pihak 
yang turut memberikan kontribusi kepada perusahaan (pemegang saham, 
karyawan, kreditor, pemerintah, pemasok, pelanggan, dan lainnya), dan indirect 
participants yaitu pihak yang tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan 
baik keuangan maupun non-keuangan (masyarakat umum dan lingkungan) 
(Mulawarman, 2011, p.  116).  Bentuk internalisasi yang demikian bersumber dari 
pandangan bahwa Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal seluruh sumber 
daya yang ada di dunia telah memberikan amanah kepada manusia berupa 
kontribusi bagi perusahaan untuk menciptakan dan mendistribusikan 
kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam.  Dengan demikian, manusia 
memiliki pertanggungjawaban yang tertuju kepada Allah (vertikal) atas amanah 
yang diterimanya.  Pertanggungjawaban vertikal dijelaskan lebih lanjut dalam 
bentuk pertanggungjawaban horizontal, yaitu kepada umat manusia dan 
lingkungan untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh alam sebagai perwujudan 




115; Triyuwono, 2015, p.  358).  Dengan demikian, SET telah memperluas 
tanggung jawab tidak hanya kepada stockholder, namun juga kepada direct 
stakeholders lainnya, serta  indirect stakeholders sebagai bentuk 
pertanggungjawaban vertikal kepada Allah SWT. 
Pandangan SET yang memurnikan pandangan ET dengan harapan lebih 
sesuai dengan ketentuan Islam ternyata juga masih dibayangi adanya 
pemisahan antara pemilik dengan manajemen sebagaimana yang terdapat 
dalam entity theory untuk mengakomodasi konsep going concern.  Konsep going 
concern berseberangan dengan konsep hidup dalam Islam yang mengakui 
bahwa seluruh alam semesta tidak abadi bahkan mengalami siklus hidup yang 
terus menuju kematian, sementara yang kekal hanyalah Allah (Mulawarman, 
2011, p.  16).  Hal tersebut dikarenakan memang fokus Enterprise theory terletak 
pada kontribusi yang diperoleh perusahaan dari beragam stakeholders dan 
kemudian perusahaan wajib memberikan kontribusi yang diperolehnya kepada 
beragam stakeholders tersebut, sementara pemisahan “individu” perusahaan 
dengan individu pemilik tetap ada.  Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Suojanen 
(1954) berikut: 
The concept of the enterprise is considerably broader than that of the 
entity because the former concept endeavors to discover the role of the 
firm in society whereas the latter isolates the firm as a self-contained 
abstraction existing apart from the rest of the community. 
 
Kemudian dipertegas dengan pernyataan berikut yang menyatakan bahwa: 
Subject to all these pressures, management has come less and less to 
consider itself responsible to the owners and more and more to accept 
responsibility for the corporation as a whole.  It does not oppose the 
demands of the other parties in the interest of the owner, but on the 
contrary, attempts to satisfy them all-dividends for stockholders, high 
wages and good conditions for employees, friendly relations with 
government, an approving public, customers who will return for future 
purchases.  In a sense, such a point of view might be interpreted as 
enlightened self-interest of management, or enlightened stockholder 





Shariate Enterprise Theory (SET) yang menambahkan kontribusi 
perusahaan dari sudut pandang amanah menyatakan bahwa kontribusi tersebut 
tidak hanya ada dan kepada stockholders, namun juga kepada direct 
stakeholders lainnya, serta  indirect stakeholders (Triyuwono, 2015, p.  358).  Hal 
tersebut dapat dilihat dari pernyataan Triyuwono (2000) yang menyatakan bahwa 
akuntansi syariah bukan sekedar bentuk akuntabilitas manajemen kepada 
pemilik perusahaan, namun juga akuntabilitas kepada stakeholders dan Tuhan 
(Triyuwono, 2015, p.  355).  Kemudian dipertegas kembali bahwa konsep 
pertanggungjawaban SET bukan sekedar pengembangan konsep 
pertanggungjawaban ET, namun dikarenakan adanya pandangan bahwa 
stakeholders adalah khalifah Allah yang diberi amanah untuk mengelola 
sumberdaya dan mendistribusikannya (Triyuwono, 2015, p.  358).  Ketika 
stakeholders tersebut telah mendistribusikan amanah tersebut kepada 
perusahaan, maka perusahaan harus mendistribusikannya kepada manusia dan 
alam seluruhnya sebagai bentuk ketundukan nya kepada Allah SWT. 
Melalui penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pembahasan mengenai 
munculnya ET dan SET masih berkisar pada kontribusi perusahaan yang tidak 
hanya kepada stockholders, namun juga kepada pihak direct stackholders 
lainnya (karyawan, kreditor, pemerintah, dan masyarakat) karena perusahaan 
(enterprise) sebagai sebuah institusi harus dinilai dari sisi kontribusi nya dalam 
aliran output terhadap berbagai stakeholder.  Kontribusi juga harus diberikan 
kepada indirect stakeholders sebagai kritik ataupun perbaikan atas kelemahan 
entity concept yang tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi pada masa itu.  
Keduanya tidak membahas permasalahan utama dari munculnya entity concept 
itu sendiri yaitu pemisahan pemilik (owner) dari perusahaan yang ternyata dari 
sisi ilmu fiqih Islam justru memiliki permasalahan tentang keabsahan sebuah 




aktivitas harian dari perusahaan tersebut.  Sangat menarik memperhatikan 
pendapat Suojanen (1954) yang menyatakan bahwa dalam badan korporat, 
kewenangan dewan direksi tidak diperoleh dari para pemegang saham (pemilik), 
namun diperoleh dari Undang-Undang untuk melakukan tindakan korporasi, 
sehingga semakin memperjelas keterpisahan nya dari individu pemilik.  Individu 
pemilik hanya memiliki keterkaitan atas nilai investasi yang diberikan, tidak pada 
yang lainnya. 
Sedangkan menurut Islam, individu pemilik merupakan penentu keberadaan 
perusahaan, bukan sekedar modal yang disetorkan saja.  Hal ini lebih sesuai 
dengan pendapat (Mulawarman, 2011, p.  16) yang berpandangan bahwa 
perusahaan tidak dapat menggunakan konsep going concern yang 
mengasumsikan perusahaan akan terus ada selamanya.  Keberadaan 
perusahaan dalam Islam sangat bergantung pada keberadaan pemiliknya, 
sehingga jika pemiliknya meninggal ataupun keluar dari syirkah, maka syirkah 
tersebut juga harus dibubarkan dan jika ingin melanjutkan dengan komposisi 
pemilik baru harus dilakukan pembuatan perseroan baru melalui akad yang baru 
pula (Triono, 2020, p.  157).  Hal tersebut perlu mendapat perhatian terkait 
dengan keabsahan transaksi awal sebuah entitas bisnis yang akan berakibat 
pada halal-haram dan keberkahan setiap transaksi yang dilakukan setelahnya. 
Konsep arus kas yang dibentuk dengan mengikuti konsep perusahaan 
dalam Islam menempatkan individu pembentuk sebagai pemilik sekaligus 
pengelola yang sangat berkepentingan terhadap informasi arus kas.  Oleh 
karenanya, agar perusahaan dapat dikatakan Islami tidak cukup hanya dengan 
memperhatikan pertanggungjawaban dari sisi kontribusi nya (perolehan 
kontribusi maupun distribusi kontribusi) seperti yang ada pada ET dan SET, 
namun juga harus memperhatikan beragam standar/ketentuan syariah Islam 




berpendapat bahwa berbagai prinsip yang mengandung kebaikan tidak cukup 
untuk menjadikan sebuah entitas bisnis menjadi syariah, karena Al Qur’an di 
dalam Surat Al-Kahfi:103-106 telah mengabarkan bahwa betapa meruginya 
orang-orang yang telah menyangka dirinya melakukan amal kebaikan yang 
bermanfaat bagi orang lain, namun ketika menghadap Allah di akherat amalnya 
tertolak dan akhirnya menjadi amal yang sia-sia.  Lebih lanjut Triono (2020, p.  
88) menjelaskan entitas akuntansi dapat dikatakan sebagai bisnis syariah jika 
sesuai dengan hukum syariah atau memiliki keterikatan dengan hukum syariah. 
 
2. Pandangan Terhadap Aktivitas Bisnis 
Mulawarman (2011, p.  203) menggagas Arus kas syariah melalui konsep 
ma’isyah yang dimaknai sebagai upaya dalam mencari rezeki bagi kepentingan 
diri, sosial, dan lingkungan, dengan penuh barakah menuju sirothol mustaqim.  
Arus kas yang berbasis ma’isyah terdiri dari tiga substansi, yaitu arus kas 
syari’ah kuantitatif (finansial, sosial, lingkungan), arus kas syari’ah kualitatif 
(penuh keberkahan), dan arus kas syari’ah berketundukan (halal-thoyib-bebas 
riba) (Mulawarman, 2011, p.  225).  Aktivitas dan arus kas syariah kuantitatif 
diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan, namun 
diperluas agar bersifat sosial dan lingkungan.  Arus kas syariah kualitatif 
(barakah) didefinisikan sebagai arus kas yang tidak hanya bersifat material, 
namun juga memiliki makna batin dan spiritual yang tidak serakah.  Arus kas 
syariah berketundukan memiliki makna pengabdian kepada Allah yang 
tergambar pada ketentuan bahwa bisnis yang dijalankan harus halal, thoyib, dan 
bebas riba.  Bentuk arus kas berbasis ma’isyah (Mulawarman, 2007) dapat dilihat 





Gambar 7.  Laporan Arus Kas Berbasis Ma’isyah 
Sumber: Mulawarman, 2011 
Arus kas properti tanpa bank yang didapat melalui penelitian ini 
menginginkan hadirnya beberapa konsep seperti yang telah dijelaskan pada 
bagian 5.2., 5.3., 5.4., dan 5.5., yaitu arus kas harus menunjukkan aktivitas bisnis 
yang mengakibatkan kas masuk dan kas keluar merupakan bagian dari luasnya 
pengaturan dalam ekonomi Islam; menunjukkan prioritas dalam pengeluaran 
arus kas; menggunakan konsep akad agar tercipta keadilan bagi pihak yang 
saling bertransaksi; dan berorientasi pada hukum syariah.  Jika dijabarkan lebih 
lanjut, ketentuan pertama mengharuskan langkah-langkah entitas bisnis yang 
dijalankan langsung oleh pemiliknya memiliki “pagar” hukum syariah sehingga 
mereka tidak diperkenankan menjalankan bisnis hanya demi kepentingan 
perolehan kas melalui pendapatan yang sebesar-besarnya saja.  Entitas bisnis 
juga harus tunduk pada ketentuan Islam yang mengatur sistem ekonomi di dalam 
sebuah masyarakat, sehingga dalam memperoleh pendapatan harus mengikuti 
beragam batasan kualitatif meskipun tidak ada batasan kuantitatifnya. 
Ketentuan kedua yaitu adanya prioritas yang diwujudkan melalui 




mandub/sunah, dan mubah.  Aktivitas tidak dibagi menjadi aktivitas operasi, 
pendanaan, dan investasi karena adanya pemahaman bahwa aktivitas 
mu’amalah merupakan bagian dari perbuatan manusia.  Maka untuk 
menghukuminya mengikuti kaidah perbuatan manusia, yaitu hukum asal 
perbuatan manusia adalah terikat dengan hukum syari’at yang lima, yaitu wajib, 
sunnah, mubah, makruh, dan haram (Triono, 2020, p.  57).  Pengelolaan arus 
kas yang dilakukan oleh para entitas bisnis Islam harus memiliki nilai keberkahan 
di dalamnya, maka hanya aktivitas yang wajib, sunnah, dan mubah saja yang 
harus dilakukan oleh mereka.  Selain itu, pembagian arus kas berdasarkan 
kegiatannya menjadi operasi, investasi dan pendanaan tidak diperlukan karena 
pembagian aktivitas yang demikian lebih ditujukan untuk mengevaluasi aktivitas 
penerimaan dan pengeluaran kas sesuai dengan kebutuhan pengguna potensial 
laporan tersebut, yaitu manajemen, pemberi utang dan investor (Lee, 1982; 
Reeve, J.  et al., 2010, p.  263).  Dengan memperhatikan kembali konsep 
perseroan yang diakui oleh Islam, diketahui bahwa perseroan tidak dapat 
dipisahkan dari peseronya, maka aktivitas pendanaan tidak akan dapat 
terselenggara dengan hanya menyertakan modal saja tanpa adanya 
kesepekatan seluruh pemodal untuk menambah ataupun mengurangi pemodal, 
dan juga beragam ketentuan yang harus diperhatikan dalam akad.  Aktivitas 
investasi masih dapat dilakukan oleh perseroan Islam dalam membeli ataupun 
menjual aset tetap, namun harus memperhatikan ketentuan bahwa aset tetap 
yang dimaksud merupakan aset tetap yang benar-benar akan digunakan, bukan 
berupa aset tetap yang dibiarkan begitu saja seperti bangunan ataupun tanah, 
ataupun mesin yang tidak langsung digunakan.  Aktivitas investasi yang dapat 
diterima juga bukan berupa kepemilikan seperti akuisisi perusahaan lain melalui 
pembelian kepemilikannya melalui saham yang biasanya hanya memperhatikan 




Ketentuan ketiga, mengikuti konsep akad yang juga memperhatikan hukum 
wadh’i agar tercipta keadilan bagi setiap pihak yang berinteraksi bisnis.  Jika 
ditinjau dari hukum wadh’i maka pemisahan pemilik dengan bisnis 
mengakibatkan hukum entitas bisnis tersebut menjadi batil atau tidak sah dan 
berakibat segala aktivitas di dalamnya yang semula ditujukan sebagai ibadah 
kepada Allah menjadi tidak bernilai apapun (Triono, 2020, p.  93).  Ketentuan 
keempat yaitu aktivitas berorientasi pada hukum syariat.  Adanya penentuan 
prioritas aktivitas berdasarkan hukum taklifi dan hukum wadh’i mengharuskan 
adanya interaksi yang tidak boleh terputus antara entitas bisnis dengan ulama 
yang memahami berbagai ilmu fiqih, terutama fiqih muamalah maaliyah dengan 
berbagai dalil Al Qur’an dan juga As Sunah yang melandasi ilmu mereka. 
Selain kedua perbedaan yang telah dijelaskan di atas, terdapat kesamaan 
antara arus kas berbasis ma’isyah dengan arus kas yang dilakukan oleh 
pengembang perumahan tanpa bank.  Kesamaan tersebut terletak pada 
keberadaan konsep barakah yang harus ada pada laporan arus kas sebagai 
ketundukan mereka terhadap ketetapan dalam hukum syariah pada aktivitas 
mu’amalah.  Keberkahan hanya berasal dari Allah dan akan diperoleh jika 
dijalankan sesuai dengan ketetapan syara’.  Barakah tidak hanya bermakna 
material, namun juga bermakna batin, yaitu adanya motivasi Islam pada setiap 
muslim atas peningkatan ataupun penurunan materi yang didapat, dan yang 
lebih utama adalah ketaatan mereka pada ketetapan syara’ (Mulawarman, 2011, 
p.  213).  Keberkahan dapat diperoleh oleh setiap muslim melalui pemahaman 
atas segala hal yang hukumnya wajib, sunnah, dan yang mubah bagi mereka 
untuk dikerjakan, serta atas segala hal yang menjadi makruh dan haram bagi 
mereka untuk dihindari (Triono, 2020, p.  94) maupun hukum Wadh’i yang 
ditetapkan pada perbuatan hamba berdasarkan keadaannya terutama sah, 




aktivitas tersebut tidak boleh didasarkan atas kehendak ataupun pertimbangan 
mereka sendiri, namun harus memiliki dasar Ilmu fiqih yang mereka pahami, 
sebagai sebuah bentuk ketundukan atas kehendak Allah dalam memperoleh 
maupun membelanjakan harta. 
Dari beragam penjelasan di atas dapat diperoleh pemahaman bahwa antara 
arus kas yang dibangun dengan konsep ma’isyah dan arus kas yang diperoleh 
melalui penelitian ini memiliki perbedaan pada cara yang dilakukan untuk 
memperoleh tujuan.  Hal tersebut dapat dilihat dari cara memandang posisi 
perusahaan dengan individu-individu yang terlibat, serta pandangan terhadap 
aktivitas bisnis.  Sementara itu, tujuan dan berbagai nilai yang ada di dalamnya 
justru memiliki kesamaan karena dibangun dari pandangan dasar yang sama, 
yaitu menjadikan Islam sebagai sudut pandangnya.  Arus Kas berbasis ma’isyah 
dibangun dari aktivitas yang dilakukan oleh pengusaha muslim (ma’isyah) agar 
memperoleh ketenangan batin melalui adanya keberkahan (Mulawarman, 2011, 
p.  214) dalam setiap transaksi yang dilakukan sebagai sebuah ketundukan 
dalam rangka mengabdi kepada Allah (Mulawarman, 2011, p.  223).  Begitu pula 
dalam penelitian ini, keberkahan merupakan nilai yang ingin diperoleh melalui 
aktivitas yang mubah, wajib, dan sunah saja sebagai sebuah bentuk ibadah 
kepada Allah. 
 
5.8. Konsep Penyajian Arus Kas Perumahan Tanpa Bank 
Arus kas syariah yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan peristiwa 
masuknya kas yang diperoleh dengan memperhatikan kehalalan nya dan 
keluarnya kas yang didasarkan pada prioritas pengeluaran nya.  Dengan 
demikian, penyajian arus kas melaporkan peristiwa masuk dan keluarnya kas 
yang telah dilakukan dengan memperhatikan kehalalan kas masuk dan prioritas 




syariah Islam.  Berdasarkan aktivitas pengelolaan arus kas masuk dan arus kas 
keluar yang ada pada informan, dapat dijabarkan konsep penyajian arus kas 
yang diperoleh di dalam penelitian ini: 
1. Aktivitas yang disajikan bersifat ekonomi dan non-ekonomi 
Aktivitas yang dilakukan oleh pengembang tidak selalu berkaitan dengan 
upaya memperoleh manfaat keduniawian yang pada umumnya berupa materi.  
Hal tersebut dikarenakan arus kas syariah merupakan bagian dari luasnya 
pengaturan ekonomi dalam Islam.  Islam tidak hanya mengatur mengenai 
transaksi yang berkaitan pertukaran dan akan menghasilkan manfaat ekonomi, 
namun juga transaksi yang bersifat kebaikan.  Dengan demikian arus kas syariah 
tidak hanya berfokus pada aktivitas yang bersifat keduniawian dalam 
memperoleh manfaat materi (ekonomi) semata, namun juga berkaitan dengan 
aktivitas lainnya yang bersifat tabarru’/kebaikan (non-ekonomi) karena adanya 
motivasi untuk memperoleh pahala. 
Melalui kedua aktivitas tersebut, aktivitas ekonomi dan non-ekonomi, maka 
manfaat akan dapat dirasakan oleh internal maupun eksternal perusahaan.  
Manfaat bagi internal yaitu terpenuhinya tujuan utama mereka yaitu berdakwah 
dalam menyampaikan ide tentang kepemilikan harta terutama hunian tanpa perlu 
melanggar berbagai larangan Allah, disamping memenuhi kewajiban bekerja 
bagi seorang muslim. 
Kebermanfaatan bagi eksternal perusahaan nampak dalam pengeluaran kas 
yang ditujukan untuk pengembangan kawasan sekitar, baik kehidupan 
masyarakat maupun lingkungan alam sebagai bentuk pemenuhan kewajiban 
yang muncul karena keberadaan mereka di suatu wilayah.  Aktivitas ini dapat 




dan peningkatan sarana lingkungan hidup di sekitar mereka, atau diskusi 
mengenai pemeliharaan kualitas lingkungan kepada pemerintah setempat.   
 
2. Arus kas masuk harus memperhatikan kualitas kehalalan kas yang diperoleh 
Arus kas masuk hanya disajikan jika telah diterima sesuai dengan ketentuan 
akad nya dan merupakan hak bagi perusahaan.  Jika diperoleh melalui akad jual 
beli tunai, maka harus memperhatikan ketentuan akad jual beli, termasuk 
kepemilikan obyek akad yang ditransaksikan.  Ketentuan penggunaan akad jual 
beli menyebabkan pengembang perumahan tanpa bank tidak boleh hanya 
mengandalkan gambar saja tanpa keberadaan fisik bangunan yang 
ditransaksikan. 
Jika kas diperoleh melalui akad jual beli dengan pembayaran kredit, maka 
harus memperhatikan kepemilikan obyek akad dan beragam ketentuan jual beli 
secra kredit, termasuk ketentuan mengenai jaminan (rahn) jika disertai dengan 
agunan terkait dengan eksekusinya, dan penghilangan unsur denda sebagai 
komponen kas masuk.  Hal ini dilakukan terkait dengan ketentuan larangan riba 
dan larangan menjadikan obyek yang ditransaksikan sebagai jaminan. 
Apabila konsumen tidak dapat membayar angsuran setelah dilakukan 
beberapa kali penundaan pembayaran, maka jaminan dapat dijual hanya setelah 
mendapat persetujuan dari konsumen.  Persetujuan diperlukan karena pada 
dasarnya masih merupakan milik konsumen.  Arus kas masuk dari penjualan 
jaminan hanya sebesar hutang konsumen tersebut, sehingga jika harga jualnya 
lebih besar dari hutang konsumen, sisanya merupakan hak konsumen. 
Arus kas masuk lainnya dapat berupa kas yang bukan berasal dari aktivitas 
memperoleh keuntungan, namun dari aktivitas tabarru’ (kebaikan) berupa 
penerimaan piutang dari pihak lainnya, maupun titipan uang yang diterima dari 




organisasi yang bergerak dibidang sosial ataupun diserahkan langsung kepada 
orang-orang yang berhak menerimanya. 
 
3. Arus kas keluar dibagi ke dalam tiga prioritas yaitu wajib, sunnah, dan mubah 
Adanya prioritas dalam membelanjakan kas yang telah diperoleh 
meniscayakan penyajian aktivitas tersebut juga memperhatikan prioritas 
pengeluaran nya.  Penyajian aktivitas pengeluaran kas dibagi menjadi tiga 
kategori sesuai hukum taklifi mengenai perbuatan manusia, yaitu wajib, sunnah, 
dan mubah.  Arus kas keluar-wajib mencakup segala aktivitas yang merupakan 
kewajiban perusahaan karena beragam konsekuensi akad tijarah.  Contohnya 
berupa pembayaran kepada pemasok, pemenuhan hak konsumen, pelunasan 
atau cicilan kepada pemilik lahan, pemberian hak karyawan, pemenuhan hak 
khiyar kepada konsumen, dan bagi hasil atas syirkah kepada mitra pemilik.  Arus 
kas keluar-wajib juga muncul karena adanya kewajiban dalam akad kebaikan 
(tabarru’) seperti mengeluarkan zakat perdagangan, pengeluaran untuk 
kebutuhan dakwah, pengeluaran untuk kebutuhan menambah ilmu (pengajian), 
pelunasan qardh kepada pihak lain, pengeluaran atas titipan zakat, infak, 
shodaqoh dari pihak lain, dan pengeluaran atas komitmen perusahaan terhadap 
lingkungan dan masyarakat di sekitar.  Selain kewajiban yang muncul karena 
ketentuan Islam, entitas bisnis juga perlu memperhatikan kewajiban pengeluaran 
kas karena adanya tuntutan hukum positif.  Contohnya kewajiban perpajakan 
dan kewajiban BPJS. 
Kategori aktivitas kedua yaitu pengeluaran kas sunnah.  Aktivitas ini 
mencakup segala pengeluaran yang sifatnya sunnah karena beragam akad 
tabarru’ yang tidak memerlukan balasan (imbalan) dari pihak lain kepada 
perusahaan.  Contohnya kas yang keluar dari perusahaan untuk shodaqoh, 




persetujuan para pemilik, dan pemenuhan penjaminan yang diberikan 
perusahaan kepada pihak eksternal perusahaan ataupun internal perusahaan 
selain pemilik.   
Kategori ketiga yaitu pengeluaran kas mubah.  Transaksi ini mencakup 
segala aktivitas yang sifatnya mubah (boleh dilakukan jika aktivitas tidak 
mengakibatkan keharaman).  Contohnya pembelian aset dan aktivitas investasi 
yang dilakukan dengan menggunakan hukum syirkah (kerjasama bisnis dalam 
Islam).   
 Jika dibandingkan dengan arus kas konvensional maupun arus kas berbasis 
ma’isyah, berikut perbedaan antara arus kas konvensional (AKK), arus kas 
berbasis ma’isyah (AKSM), dan arus kas perumahan syariah tanpa bank (AKSP). 
Tabel 8.  Perbedaan Penyajian Arus Kas 
No. Kriteria AKK AKSM AKSP 
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Perusahaan di dalam perspektif Islam dijalankan dengan menggunakan 
potensi yang ada pada manusia itu sendiri, yaitu akal dan hati nurani, sesuai 
dengan keinginan Tuhan sebagai bentuk ketundukan manusia kepada 
Tuhannya.  Dalam skala yang lebih luas, perusahaan sebagai bagian dari 
komunitas sosial muslim juga memiliki peranan yang besar dalam terciptanya 
proses distribusi kekayaan di tengah masyarakat untuk menghasilkan 
kesejahteraan ekonomi.  Dalam penyajian aktivitas kas masuk dan keluarnya, 
entitas bisnis perlu menyajikan aktivitas yang bersifat ekonomi dan non-ekonomi.  
Pengeluaran kas disajikan berdasarkan skala prioritasnya, dan kas yang masuk 







“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sebelum 
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.  Dan apabila Allah menghendaki 
keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan 




Sebagai makhluk, manusia selalu mengalami pergerakan/perubahan 
sebagai bukti otentik bahwa ia masih “hidup".  Bagi umat Islam, perubahan 
menjadi sesuatu yang sangat penting, dan dalam melakukan perubahan pun 
mereka tidak dapat melakukannya tanpa memperhitungkan konsekuensi atas 
perbuatan mereka.  Ibnu Katsir telah menafsirkan Al Qur’an surat Ar-Ra’d ayat 11 
di atas dengan mengutip khotbah Ali ibnu Abu Talib.  Khalifah Ali ibnu Abu Talib 
telah memberikan khotbah yang mengatakan bahwa Allah, dengan Kemuliaan-
Nya, Keagungan-Nya, dan Ketinggian-Nya telah bersumpah akan memalingkan 
manusia dari azab-Nya dan memberikan Rahmat-Nya kepada siapa pun yang 
berpaling dari perbuatan yang dibenci Allah menuju perbuatan yang Allah sukai, 
yaitu taat kepada-Nya.  Dengan demikian, kaum muslim harus melakukan 
perubahan yang didasari oleh ketaatan kepada Tuhan mereka agar memperoleh 
Rahmat-Nya dan terhindar dari azab-Nya.  Pada akhirnya menjadi sesuatu yang 
wajar dan perlu mendapatkan dukungan dari dunia akuntansi agar bisnis mereka 
tetap terjaga dalam “rel” syariah melalui konsep penyajian laporan arus kas yang 






Bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang telah diperoleh mengenai 
konsep penyajian arus kas pada perusahaan properti tanpa bank.  Peneliti 
mengakui bahwa dalam dunia keilmuan Islam juga diakui adanya perbedaan 
pendapat mengenai hukum fiqih yang menjadi dasar dalam melakukan aktivitas 
harian umat Islam di dunia, termasuk bisnis dan juga teknis akuntansi yang 
mendukungnya.  Di akhir bab ini peneliti juga akan memberikan saran bagi 
peneliti selanjutnya yang tertarik dalam melakukan penelitian terhadap aktivitas 
bisnis yang menjadikan Islam sebagai dasar dalam aktivitas bisnisnya. 
 
6.2.  Kesimpulan 
Penelitian ini berupaya menggali konsep penyajian arus kas pada bisnis 
properti tanpa bank.  Dalam praktiknya, bisnis ini menerapkan skema baru dalam 
penyediaan kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat dengan menghadirkan 
nilai-nilai Islam, terutama dalam transaksinya.  Munculnya skema tersebut tidak 
hanya dikarenakan adanya perubahan yang terjadi di tengah masyarakat, namun 
juga karena adanya perubahan internal (pribadi maupun organisasi) praktisi 
bisnis.   
Melalui penelitian ini diperoleh bahwa penyajian arus kas melaporkan 
peristiwa masuk dan keluarnya kas yang telah dilakukan dengan memperhatikan 
kehalalan kas masuk dan prioritas pengeluaran kas melalui penerapan ketentuan 
berbagai akad muamalah dalam syariah Islam.  Konsep penyajian yang demikian 
dapat dijabarkan lebih lanjut bahwa penyajian arus kas syariah memperhatikan 
beberapa hal berikut: 
1. Aktivitas yang disajikan bersifat ekonomi dan non-ekonomi 
Entitas bisnis menyajikan aktivitas berkaitan dengan upaya memperoleh 
manfaat keduniawian yang pada umumnya berupa materi (ekonomi), namun juga 





karena adanya motivasi untuk memperoleh pahala.  Hal tersebut dikarenakan 
Islam tidak hanya mengatur mengenai transaksi yang berkaitan pertukaran dan 
akan menghasilkan manfaat ekonomi, namun juga transaksi yang bersifat 
kebaikan. 
 
2. Aktivitas kas masuk harus memperhatikan kualitas kehalalan kas yang 
diperoleh 
Arus kas masuk hanya disajikan jika telah diterima sesuai dengan ketentuan 
akadnya dan merupakan hak bagi perusahaan.  Jika diperoleh melalui akad jual 
beli tunai, maka harus memperhatikan ketentuan akad jual beli, termasuk 
kepemilikan obyek akad yang ditransaksikan.  Ketentuan penggunaan akad jual 
beli menyebabkan pengembang perumahan tanpa bank tidak boleh hanya 
mengandalkan gambar saja tanpa keberadaan fisik bangunan yang 
ditransaksikan. 
 
3. Aktivitas Kas keluar dibagi ke dalam tiga prioritas yaitu wajib, sunnah, dan 
mubah 
Penyajian Aktivitas pengeluaran kas dibagi menjadi tiga kategori sesuai 
hukum taklifi mengenai perbuatan manusia, yaitu wajib, sunnah, dan mubah.  
Arus kas keluar-wajib mencakup segala aktivitas yang merupakan kewajiban 
perusahaan karena beragam konsekuensi akad tijarah, maupun karena adanya 
berbagai tuntutan hukum positif.  Kategori aktivitas kedua yaitu pengeluaran kas 
sunnah.  Aktivitas ini mencakup segala pengeluaran yang sifatnya sunnah 
karena beragam akad tabarru’ yang tidak memerlukan balasan (imbalan) dari 
pihak lain kepada perusahaan.  Kategori ketiga yaitu pengeluaran kas mubah.  
Transaksi ini mencakup segala aktivitas yang sifatnya mubah (boleh dilakukan 





6.3.  Keterbatasan Penelitian 
Peneliti masih memiliki beberapa keterbatasan dalam melakukan penelitian 
ini.  Diantara keterbatasan itu antara lain informan yang terlibat dalam penelitian 
ini tergabung dalam satu komunitas tertentu, yaitu komunitas Developer Properti 
Syariah karena masih terbatasnya informan yang menggunakan konsep bisnis 
semacam ini dalam dunia properti yang disertai dengan pemahaman memadai 
tentang beragam ketentuan Islam yang mereka gunakan dalam dunia bisnis.  
Sehingga ketika peneliti telah menemukan informan yang dirasakan memenuhi 
kriteria tersebut, namun beliau tidak dapat menyediakan waktu, akhirnya tidak 
banyak informan yang dapat peneliti temui dalam melakukan wawancara. 
Keterbatasan kedua yaitu dalam pengkajian aspek fiqih bisnis terkait industri 
properti tanpa bank.  Hal ini dikarenakan tidak banyak kajian yang secara khusus 
memberikan meteri tentang beragam ketentuan Islami yang disertai dengan 
seluk-beluk properti tanpa bank.  Sehingga pendalaman kajian hukum Islam oleh 
peneliti hanya dapat dilakukan kepada informan ulama yang telah bersedia 
meluangkan waktunya dan juga pengkajian mandiri atas ketentuan bisnis Islami 
secara umum. 
 
6.4.  Implikasi Penelitian 
Penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian arus kas yang dilakukan oleh 
para pengusaha perumahan tanpa bank tidak hanya berkaitan dengan angka 
semata, namun juga tentang pertanggungjawaban atas aktivitas kas masuk dan 
kas keluar karena terkait dengan pahala dan dosa.  Oleh karenanya, arus kas 
syariah perlu dibangun dari aktivitas yang menjadikan Islam sebagai dasar dalam 
proses perolehan dan penggunaan kas agar dapat sejalan dengan praktik 





6.5.  Saran 
Dengan memperhatikan keterbatasan yang ada, saran bagi peneliti 
selanjutnya yaitu dengan melibatkan pengembang perumahan yang memiliki 
pandangan fiqih berbeda mengenai hukum syariah dalam bisnis properti, namun 
tetap menggunakan skema tanpa bank.  Penelitian selanjutnya juga dapat 
dilakukan dengan menggali bentuk laporan arus kas yang sesuai dengan 
aktivitas bisnis yang tidak menggunakan bank. 
Isu mengenai lingkungan masih harus selalu diperhatikan oleh pengembang 
perumahan, termasuk yang menggunakan skema tanpa bank.  Adanya 
keterbatasan yang melekat pada perusahaan seperti keterbatasan kewenangan 
dan dana mengakibatkan terbatas pula aktivitas yang dapat mereka lakukan.  
Namun sebagai bagian dari umat Islam, aktivitas dakwah melalui diskusi 
mengenai pentingnya menjaga keberlangsungan lingkungan sekitar kepada 
pemerintah setempat merupakan aktivitas yang harus selalu dilaksanakan terkait 
wewenang mereka, bahkan dapat dikembangkan kepada masyarakat luas agar 
keberlangsungan fungsi lingkungan dapat terus dipelihara bersamaan dengan 
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